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Pengantar

Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan seluruh nikmat

dan anugerah sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian
dengan judul “Melawan Intoleransi di Tahun Politik”. Demikian halnya
dengan penulisan laporan dan penerbitan laporannya. Dengan rahmat
dan berkah-NYA, seluruh proses berlangsung dengan lancar.

S egala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,

Pembaca yang budiman ...

Berbagai bentuk perbuatan dan sikap intoleransi tidak boleh
dibiarkan berkembang di negara yang memiliki keberagaman latar
belakang masyarakatnya yang sangat tinggi dan kaya, seperti di
Indonesia. Baik itu keberagaman dari segi latar belakang asal, Bahasa,
suku, ras maupun identitas keagamaan. Sebab, tidak hanya berakibat
buruk pada hubungan antarsesama, namun intoleransi yang dibiarkan
juga dapat bertransformasi kepada pemikiran ekstrem yang berpotensi
termanifestasi ke dalam tindakan yang ekstrem pula. atau lebih dikenal
sebagai radikalisme. Tidak hanya bertentangan dengan dasar negara
Indonesia, Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, radikalisme juga
menciderai hak asasi manusia khususnya dalam jaminan perlindungan
kebebasan beragama oleh negara.

Persebaran intoleransi dan keterlibatan dalam berbagai bentuk
aksi radikalisme bisa melibatkan berbagai orang dari berbagai golongan.
Tidak peduli latar belakang status, ekonomi, maupun asal. Berdasarkan
pemantauan media yang dilakukan oleh SETARA Institute, banyak
ditemukan kasus dimana Aparatur Sipil Negara secara langsung
maupun tidak langsung terlibat di dalam praktik radikalisme. ASN
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yang seyogianya mengemban tugas, fungsi, dan perannya sebagai
pemersatu bangsa dan promotor toleransi keberagaman di Indonesia
justru menciderai asas-asas itu sendiri dan tidak patuh pada empat pilar
kebangsaan.

Oleh karena itu, melalui serangkaian penelitian yang telah
dilakukan oleh SETARA Institute, penting untuk terus mengingatkan
publik mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak
konstitusional yang harus dijamin oleh negara dan dihormati oleh
siapapun. Demikian halnya dengan pemajuan toleransi harus terus
diarusutamakan sebagai sikap dasar penghormatan terhadap KBB.

Para pembaca yang baik ...

Inisiatif riset yang diambil oleh SETARA Institute untuk
senantiasa melaporkan KBB ingin menjawab tuntutan akan kebutuhan
agar jaminan KBB menjadi variabel kunci dalam pembumian Pancasila
dan mengaktualisasikan sesanti negara, Bhinneka Tunggal Ika. Hasil
riset ini dapat menjadi base line data yang bermanfaat, tidak hanya
untuk SETARA Institute dalam melakukan tindak lanjut berupa policy
advocacy, namun juga penting bagi aparatatur negara khususnya
kelembagaan level ministerial untuk membangun mekanisme
institusional, prosedural, dan instrumental dalam merespons situasi
aktual yang melanggar atau merestriksi KBB sebagai hak. Selain itu
penelitian ini juga penting untuk seluruh aktivis masyarakat sipil dalam
melakukan intervensi programatik dalam memitigasi, mencegah, dan
melawan penyebaran radikalisme dilingkungan institusi pemerintahan.

Atas tuntasnya penelitian ini, saya secara pribadi dan kelembagaan
SETARA Institute ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya
kepada beberapa pihak berikut.

1. Para peneliti SETARA Institute dalam program penelitian ini
yang telah mengontribusikan kerja keras dan kerja cerdas. Dengan
kerumitan prosedural yang dihadapi, mereka telah berusaha untuk
melaksanakan prosedur metodologis secara ketat.

2. Teman-teman aktivis dan organisasi masyarakat sipil atas
interaksi dan masukannya yang sangat berharga untuk mendekati isu
sensitif dalam penelitian ini secara lebih strategis dan presisi.

3. Para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Yang
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jelas, mereka tahu bahwa penelitian ini tidak akan terlaksana dengan
baik tanpa kontribusi peran dan bantuan mereka.

Semoga hasil penelitian yang kini ada di tangan pembaca ini
memberikan insight baru yang berkontribusi bagi revisi legal framework,
prosedur penegakan, dan pada akhirnya peningkatan kapasitas para
auditor dan aparat pengawas dalam mencegah dan melawan radikalisme
di lingkungan institusi pemerintahan.

Jakarta, 28 September 2019
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute,

Hendardi
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Melawan Intoleransi di Tahun Politik

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Pemajuan
Toleransi di Indonesia Tahun 2018

Latar Belakang

1.

Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh
SETARA Institute adalah laporan ke-12 sejak pertama kali disusun
pada tahun 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh
dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan
yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah
meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan
Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945, UU No. 39/1999 tentang
Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan
Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

KBB secara substantif merupakan hak individu yang tidak bisa
dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable
rights). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan
baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin
pemenuhannya oleh negara. Prinsip non-derogable rights
menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya
tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.

Terdapat beberapa persoalan dalam implementasi jaminan
konstitusional KBB yang dapat dikelompokkan pada tiga kluster
utama. Pertama, inkongruensi regulasi. Kedua, lemahnya daya
dukung institusional pemerintahan negara. Ketiga, belum
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optimalnya kinerja aparat pemerintahan negara.

Riset pemantauan tentang kondisi KBB yang dilakukan oleh
SETARA ini memiliki tiga tujuan utama; 1) menghasilkan produk
pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai
kondisi KBB, 2) Menganalis aspek-aspek pelanggaran KBB,
3) Memberikan baseline data bagi advokasi korban, advokasi
kebijakan, dan risert-riset lain berikutnya.

Kerangka Metodologis

5.

Penelitian ini penelitian campuran (mix-method research) kualitatif
dan kuantitatif, dengan mengombinasikan desk study dan field
study. Pengumpulan data dilakukan dengan [1] diskusi kelompok
terfokus para peneliti atau peer discussion; [2] wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan berbagai otoritas negara,
tokoh, minoritas dan kelompok korban; dan [3] analisis dokumen
dan pemberintaan media. Pengujian validitas data yang digunakan
dalam riset pemantauan ini adalah teknik triangulasi Pengujian
keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi
yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber
dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh dari person dan paper (hasil wawancara mendalam dan
dokumentasi) atau paper dengan paper (termasuk dalam kategori
ini pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan
penelusuran sumber-sumber online), atau person dengan person
lainnya.

Temuan, Bahasan Dan Simpulan

6.

viii

Temuan penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua katagori
umum; Pertama, dalam bentuk paparan data kuantitatif yang
menggambarkan situasi umum kebebasan beragama/berkeyakinan
(KBB) di tingkat nasional tahun 2018. Mengingat laporan ini
bertepatan dengan transisi pemerintahan baru, SETARA Institute
juga merasa perlu untuk memaparkan data penelitian kumulatif
12 tahun, sejak pertama kali riset pemantauan ini dilakukan pada
2007. Sisipan ini penting sebagai gambaran tentang persoalan-
persoalan yang mempola berkaitan dengan tindakan, aktor,
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korban, dan lain sebagainya dalam KBB, sehingga pemerintahan
baru dapat merespons dengan lebih memadai untuk memberikan
jaminan KBB bagi seluruh warga negara Indonesia, berapapun
jumlah kelompok mereka; Kedua, dalam format deskripsi data
kualitatif yang memberikan gambaran mengenai kecenderungan
situasi KBB di tingkat lokal.

7. Di tingkat nasional, sepanjang tahun 2018, SETARA Institute
mencatat 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan (KBB) dengan 202 bentuk tindakan, yang tersebar di
25 provinsi. Sebagian besar peristiwa pelanggaran terjadi di Jawa
Barat, dengan 24 peristiwa. DKI Jakarta menjadi lokus terbesar
berikutnya untuk 23 peristiwa. Jawa Timur dan Jawa Tengah
menempati provinsi peringkat ketiga dan keempat dengan masing-
masing jumlah peristiwa 21 dan 17. Banten dan DIY melengkapi
peringkat enam besar dengan masing-masing 11 peristiwa.

8. Dari 202 tindakan pelanggaran KBB, terdapat 72 tindakan
pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai
aktor. Aktor-aktor negara yang paling banyak melakukan
pelanggaran adalah Pemerintah Daerah, dengan 29 tindakan.
Aktor negara lainnya yang juga melakukan tindakan pelanggaran
dengan angka yang tinggi adalah Kepolisian dengan 17 tindakan.
Sedangkan tiga institusi dalam kategori aktor negara lainnya yang
melakukan pelanggaran dalam kelompok 6 (enam) besar teratas
adalah institusi pendidikan, dengan 8 tindakan, serta Wilayatul
Hisbah dan TNI dengan masing-masing 5 tindakan.

9. 130 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non negara atau nyaris
dua kali lipat dari akumulasi tindakan aktor negara dalam satu
tahun. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah
individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung
dalam organisasi masyarakat. Aktor non negara yang melakukan
pelanggaran dengan angka tertinggi adalah individu dengan 46
tindakan. Disusul kelompok warga dengan 32 tindakan. Aktor
non negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB
pada kelompok lima besar teratas, menyusul kelompok warga,
berturut-turut adalah: MUI (22 tindakan), Ormas Keagamaan (15
tindakan), dan Ormas (11 tindakan).

10. Tindakan yang paling banyak dilakukan oleh aktor negara (39
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tindakan) adalah diskriminasi, dalam dua sub katagori yaitu
kebijakan dan non kebijakan. Jumlah diskriminasi yang dilakukan
oleh aktor negara mencapai 54% dari total tindakan yang berjumlah
72. Tindakan yang juga banyak dilakukan oleh aktor negara adalah
kriminalisasi sebanyak 9 tindakan. Kemudian pelarangan kegiatan
keagamaan sebanyak 3 tindakan.

Tindakan yang paling banyak dilakukan aktor non negara adalah
intoleransi (25 tindakan). Pelaporan penodaan agama juga
merupakan tindakan yang banyak dilakukan aktor non negara (23
tindakan). Di luar dua tindakan tersebut, berturut-turut penolakan
kegiatan keagamaan (13 tindakan), penolakan pendirian rumah
ibadah (9), serta kekerasan, ujaran kebencian, dan perusakan
rumah ibadah (masing-masing 7 tindakan).

Dalam setahun pada 2018 terjadi 20 gangguan terhadap rumah
ibadah. 13 gangguan menimpa gereja. 4 gangguan mengenai
masjid. Sedangkan pura menjadi korban dua kali gangguan dan
klenteng satu kali gangguan.

Pelanggaran KBB sepanjang tahun 2018 paling banyak menimpa
warga, yaitu dalam 39 peristiwa. Di posisi kedua adalah individu
(dengan 38 peristiwa). Di peringkat ketiga adalah umat Kristen
dengan 18 peristiwa. Tujuh kelompok korban lainnya yang
melengkapi posisi sepuluh besar adalah ASN (9 peristiwa), Syiah
(7 peristiwa), Komunitas LGBT (7 peristiwa), Umat Katolik (6
peristiwa), Ahmadiyah, mahasiswi, dan MTA (masing-masing jadi
korban dalam 5 peristiwa).

otk

Dalam 12 tahun terakhir, terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran KBB
dengan 3.177 tindakan. Jika data longitudinal tersebut diturunkan
ke dalam satuan waktu yang lebih spesifik, berarti terjadi 16.7
peristiwa dengan 22,1 tindakan dalam sebulan atau 4,2 peristiwa
dengan 5,5 tindakan per pekan. Fluktuasi jumlah peristiwa dan
tindakan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.
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15. Peristiwa KBB dan sekaligus tindakannya dalam 12 tahun terakhir
menyebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Daftar 10
provinsi dengan peristiwa tertinggi dalam 12 tahun terakhir dapat
digambarkan dalam tabel berikut:

Provinsi Total Peristiwa

Jawa Barat 629
DKl Jakarta 291
Jawa Timur 270
Jawa Tengah 158
Aceh 121
Sulawesi Selatan 112
Sumatera Utara 106
Sumatera Barat 104
Banten 90
Nusa Tenggara Barat 76

Komposisi 10 provinsi dengan peristiwa tertinggi tersebut
mengalami sedikit perubahan jika spektrum waktunya dipersempit
dalam 5 tahun terakhir atau pemerintahan Presiden pertama
Presiden Joko Widodo. Komposisi 10 provinsi dengan angka
peristiwa tertinggi sebagaimana dalam tabel berikut.
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Provinsi Total Peristiwa

Jawa Barat 162
DKI Jakarta 113
Jawa Timur 98
Jawa Tengah 66
Aceh 65
DI Yogyakarta 37
Banten 36
Sumatera Utara 28
Sulawesi Selatan 27
Sumatera Barat 23

Sedangkan fluktuasi jumlah peristiwa-peristiwa di provinsi
tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.
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16. Dalam 12 tahun terakhir, tindakan aktor non negara hampir
selalu lebih rendah dibandingkan dengan aktor negara. Fluktuasi
perbandingan aktor negara dengan aktor non negara dapat

xii
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digambarkan dalam grafik berikut.
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17. Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB
dalam 12 tahun terakhir adalah kepolisian, disusul kemudian
oleh Pemerintah Daerah. Komposisi aktor negara pelanggar KBB
dalam 12 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut.

Aktor Negara Jumlah Tindakan

Kepolisian 480
Pemerintah Daerah 383
Kementerian Agama 89
Pengadilan 71
Satpol PP 71
Kejaksaan 68
TNI 63
DPRD 38
Institusi Pendidikan 35
Pemerintah Desa 33

Fluktuasi jumlah tindakan oleh 5 aktor negara dalam 12
tahun terakhir dapat digambarkan seperti pada grafik berikut.

xiii
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Sedangkan fluktuasi 5 besar aktor negara pelanggar KBB
dalam 5 tahun terakhir tergambar dalam grafik berikut ini.
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Akumulasi aktor non negara pelanggar KBB selama ini selalu lebih
tinggi dari aktor negara. Siapa mereka? Aktor non negara pelanggar
KBB yang menempati 10 teratas dalam 12 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Aktor Non Negara Jumlah Tindakan

Kelompok warga 600
Ormas Keagamaan 249
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 242
Front Pembela Islam (FPI) 181
Individu 92
Forum Umat Islam (FUI) 56
Tokoh Agama/Masyarakat 35
Ormas 33
Gerakan Reformasi Islam (GARIS) 26
Perusahaan 26

Sedangkan bila dispesifikkan pada data 5 tahun terakhir,
terjadi perbedaan komposisi aktor non negara pelanggar KBB.

Gambarannya disajikan pada tabel berikut ini.

Kelompok warga 183
Ormas Keagamaan 91
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 77
Individu 57
Front Pembela Islam (FPI) 54
Ormas 20
Forum Umat Islam (FUI) 18
Perusahaan 13
Tokoh Agama/Masyarakat 11
Gerakan Pemuda (GP) Ansor 9

Sedangkan fluktuasi tindakan aktor non negara pada 10
peringkat teratas dalam 12 tahun terakhir dapat digambarkan

pada grafik berikut ini.
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Sedangkan dinamika aktor non negara pelanggar KBB dalam
5 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut.

Aktor Non Negara/ Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Kelompok warga 41 40 42 28 32
Ormas Keagamaan 11 19 33 13 15
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 15 13 17 10 22
Individu 0 0 6 5 46
Front Pembela Islam (FPI) 14 11 16 6 7
Ormas 3 1 0 5 11
Forum Umat Islam (FUI) 6 2 1 3 6
Perusahaan 1 7 4 0 1
Tokoh Agama/Masyarakat 0 8 1 2 0
Gerakan Pemuda (GP) Ansor 1 1 0 4 3

19. Adapun korban yang menjadi objek pelanggaran KBB tertinggi
dalam 12 tahun terakhir adalah Ahmadiyah. Berikut daftar korban

pelanggaran KBB dalam 10 peringkat teratas.
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Korban Jumlah Peristiwa

Ahmadiyah 554
Aliran Keagamaan 334
Umat Kristen 328
Individu 314
Syiah 153
Warga 139
Umat Islam 79
Umat Katolik 51
Gafatar 49
Pelajar/Mahasiswa 42

Fluktuasi peristiwa yang menimpa 5 peringkat teratas korban
pelanggaran KBB dalam 12 tahun dapat digambarkan sebagaimana
dalam grafik berikut.
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Sedangkan dinamika korban pelanggaran KBB pada 10
peringkat teratas dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan
sebagai berikut.

Korban/ Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Individu 19 22 22 59 38
Warga 5 29 33 20 39
Umat Kristen 25 27 20 15 18
Syiah 15 28 23 10 7
Aliran Keagamaan 36 13 19 5 0
Ahmadiyah 11 12 27 8 5
Umat Islam 12 21 9 0 3
Gafatar 0 9 36 0 0
Pelajar/Mahasiswa 3 8 12 8 2
Penghayat Kepercayaan 7 1 0 0 3

20. Gangguan terhadap rumah ibadah dalam 12 tahun terakhir
mencapai398 gangguan, dengan rincian sebagaimana digambarkan
dalam tabel berikut.

Rumah Ibadah Jumlah Gangguan

Gereja 199
Masjid 133
Rumah Ibadah Kepercayaan 32
Vihara 15
Klenteng 10
Pura 8
Sinagog 1
398

Sedangkan fluktuasi gangguan terhadap seluruh rumah
ibadah dalam 12 tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana
dalam grafik berikut.

Xviii
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Di tingkat lokal menguat revivalisme agama yang tumbuh
di tengah masyarakat majemuk dan dapat diidentifikasi
sebagai ancaman terhadap demokrasi Memang sepanjang
ekspresi keagamaan itu berorientasi pada pemurnian internal
kelompoknya, maka kerangka demokrasi mesti mengafirmasi.
Tetapi nature dakwah keagamaan yang menyeru seluas-luasnya
umat telah menimbulkan reaksi dari kelompok keagamaan lain.
Belum lagi pergumulannya dengan teks-teks keagamaan literal
yang memungkinkan pemahaman keagamaan radikal. Tampak
jelas bahwa revivalisme adalah environtment yang kontributif
pada radikalisasi pandangan keagamaan Islam. Laporan kondisi
kebebasan beragama/berkeyakinan 2018 yang disusun oleh
SETARA Institute secara paralel menyajikan laporan tematik
yang membahas dan mendalami tema spesifik untuk menangkap
kecenderungan di tingkat provinsi tentang fenomena dan
praktik bernegara dan hubungannya dengan jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan. Meluasnya adopsi syariah Islam sebagai
bagian dari hukum positif dan islamisasi ruang publik jelas
tidak bisa dipisahkan dari gerakan revivalisme Islam Indonesia.
Fenomena tersebut terangkum dan merupakan hasil pembacaan
dan temuan riset dari Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara
Barat (NTB), dimana SETARA Institute membaca fenomena
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menguatya revivalisme Islam dan pelembagaan syariah. Dalam
konstruksi ketatanegaraan, tiga daerah ini memiliki perbedaan
kewenangan. Jika Aceh mengadopsi desentralisasi asimetris, maka
Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat mengadopsi desentralisasi
simetris atau biasa, sebagaimana umumnya daerah lain. Dengan
desentrasisasi asimetris dan ‘kewenangan’ menerapkan syariah
Islam, Aceh menjadi salah satu contoh bagaimana pelembagaan
syariah Islam dalam hukum daerah (qanun) yang paling agresif.
Sedangkan Sumatera Barat yang memiliki tradisi keagamaan-
adat sangat kuat sebagaimana tertuang dalam adat basandi syara,
syara basandi kitabullah, meskipun tidak diberi kewenangan
eksplisit seperti Aceh, menampilkan performa yang sama dengan
Aceh, yakni adopsi syariah Islam dalam hukum daerah dalam
bentuk perda-perda syariah. Meskipun masih terbatas pada
hukum perdata Islam, akselerasi penerapan dan penerimaan
publik Sumatera Barat telah mengokohkan justifikasi sosiologis
keberlakuan produk hukum daerah yang berbasis agama.
Sementara Nusa Tenggara Barat, berbekal kewenangan atribusian
sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B UUD
Negara RI 1945, juga mengoptimalkan dominasi mayoritas Islam
sebagai justifikasi pelembagaan syariah Islam menjadi produk
hukum daerah.

Selain itu, di tingkat lokal juga menguat ancaman konservatisme
terhadap demokrasi melalui pelanggaran KBB yang menjadi
bagian spektrum HAM sebagai elemen utama demokrasi menjadi
perhatian masyarakat sipil. Kebebasan beragama/berkeyakinan
menjadi signifikan dan perhatian utama karena bergulir di dalam
aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia yang masih terikat pada
agama atau keyakinan serta menjadi budaya yangtidak terpisahkan.
Selain itu, agama atau keyakinan mendapatkan rekognisi
secara struktural oleh negara, baik dalam kontistusi, peraturan
perundang-undangan, serta regulasi turunan dari peraturan
perundang-undangan. Dimensi kultural dan struktural kebebasan
beragama/berkeyakinan tersebut mendorong serta mengaktifkan
agensi masyarakat sipil untuk mengupayakan penjaminan
dan penegakan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dinamika
tersebut ditemukan oleh SETARA Institute di tiga wilayah (DKI
Jakarta, Jawa Barat, dan Jambi) yang merepresentasikan potret
menguatnya konservatisme dalam perubahan sosial-politik. Ketiga
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wilayah memiliki konteks berbeda, tetapi ketiganya memiliki
benang merah berupa munculnya geliat konservatisme yang
dipertemukan dengan pergulatan sosial politik. Kondisi di ketiga
wilayah menyisakan catatan perlunya mengikis dampak buruk
dinamika tersebut terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan.

Salah satu ancaman lain terhadap KBB dan pemajuan toleransi
di Indonesia adalah gejala mayoritarianisme ti tingkat lokal,
mencakup gambaran dari tiga provinsi yakni: Bali, Nusa
Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara. Secara konseptual
mayoritarianisme agama merujuk pada kuantitas agama terbesar
dalam suatu populasi. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, Islam
merupakan agama mayoritas penduduk sehingga penyebutan
mayoritarianisme Islam di Indonesia merupakan hal lazim dalam
kajian sosiologi-keagamaan. Secara bersamaan, beberapa daerah
di Indonesia yang menjadi fokus studi tematik ini menunjukkan
populasi mayoritas pada agama tertentu yang endemic dan tidak
selalu sejalan dengan posisi agama mayoritas di tingkat nasional.
Di Bali, Agama Hindu yang merupakan hasil asimilasi Hindu-India
melebur dengan kebudayaan megalitik, animistic, dinamistik,
totemisme serta budaya Cina dan Jawa yang dijalankan oleh
masyarakatnya merupakan agama terbesar diyakini di provinsi
tersebut, yakni sebesar 83% dari jumlah penduduk Bali. Di Kota
Manado, Sulawesi Utara, Agama Kristen (Katolik dan Protestan)
merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk
setempat yakni berkisar 61%. Angka ini diimbangi oleh penganut
Islam sekitar 38%. Sedangkan di NTT, dominasi Agama Kristen
jauh melampaui komposisi penganut Islam, yakni terdapat sebesar
91% penganut Kristiani.! Dengan komposisi yang demikian,
mengkaji tiga wilayah dengan populasi mayoritas beragama akan
memberikan wawasan tersendiri bagaimana membaca dinamika
di tingkat lokal dalam hubungannya dengan kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Di sisi lain, terdapat gambaran lain di beberapa daerah dengan
ancaman terhadap multikulturalisme yang berkenaan dengan
tata kelola lokal masing-masing daerah, yaitu Daerah Istimewa

1 Persentasi jumlah penganut agama vyang dipakai telah mengalami

pembulatan. Diambil dari sumber BPS, 2010.
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Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Kerukunan
beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta sepanjang penelitian
ini menunjukkan skala yang menurun. Pemicunya banyak
disebabkan oleh perubahan sosial dan gonjang-ganjing politis
di lingkungan Keraton. Perubahan sosial akibat dari percepatan
industri di sekeliling Yogya mendorong gaya hidup modern yang
jauh dari nilai-nilai dasar masyarakat Yogyakarta. Karenanya
kembali kepada agama sebagai keyakinan yang baku dan
berakar dipandang sebagai cara untuk menjauh dari sikap-sikap
modern yang serba kompetitif. Sebagai upaya memperkuat
diri, agama kemudian dieksistensikan ke dalam kelompok dan
mulai menunjukkan eksistensinya pada publik, melalui sikap-
sikap mengelompok dan memisahkan diri dari masyarakat pada
umumnya. Setelah berhasil membentuk kelompok, eksistensinya
mulai menjalar pada usaha bagaimana mempengaruhi orang lain
yang dalam praktiknya mulai mengelompok ke dalam bentuk
bentuk eksklusif yang mempolarisasi antara Islam sebagai ideologi
sebagai lawan dari ideologi yang ada.

Sedangkan di Jawa Tengah terdapat ketegangan interaksi sosio-
religius dalam tata kelola kebudayaan dan multikulturalisme,
khususnya di Kota Semarang. Perlindungan dan pemenuhan hak
warga atas KBB memperlihatkan kondisi sudah ada kemajuan
sebagai buah kerja dari banyak pihak seperti aparat keamanan
(kepolisian dan TNI), pemerintah, dan aktivis dari kalangan
masyarakat sipil. Hal ini ditandai antara lain sudah tidak ada lagi
atau berkurangnya tindakan kekerasan etno-religius dalam skala
besar, dan banyak bermunculan aktor atau organisasi pendukung
toleransi yang berjejaring dengan para pengambil kebijakan
di berbagai daerah di Indonesia termasuk daerah yang masa
lalu pernah memiliki peristiwa konflik dan kekerasan etnis dan
agama seperti Maluku dan Poso. Di samping itu, masih ada fakta
pelanggaran KBB yang menandai bahwa usaha perlindungan
terhadap kelompok minoritas dan rentan, baik politik, etnis
maupun agama, masih menjadi tantangan bersama.

Di Kalimantan Barat, isu KBB marak hampir sepanjang waktu, terlebih
lagi Kalimantan Barat secara khusus yang secara sosiokultural
menjadi tempat tumbuh suburnya berbagai agama dan aliran
kepercayaan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari keberadaan
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suku-suku bangsa yang ada didalamnya. Bahwasannya terdapat
hubungan yang sangat erat antara adat istiadat masyarakat di
Kalimantan Barat dan agama-agama yang ada. Artinya bahwa
antara kehidupan keberagamaan dengan tradisi suku masih sangat
kental. Misalnya suku Dayak kental dengan prosesi Kristen, suku
Melayu dengan tradisi Islam dan suku Tionghoa dengan tradisi
Konghucu. Dalam konteks lokal, terjadi pembagian wilayah/
segregasi berdasarkan etnis yang kemudian membentuk mata
pencaharian, cara pandang dan gaya hidup, serta pendapatan
tingkat ekonomi. Hal ini kemudian mempengaruhi kerja-kerja
dalam penyuaraan keberagaman dalam konteks kultur dan juga
agama/kepercayaan. Media massa juga turut membangun pola
segregasi dalam konteks komunikasi. Berdasarkan data, dapat
dikatakan bahwa hingga hari ini belum ada gerakan bersama dari
masyarakat sipil lintas etnis dan komunitas dalam upaya merawat
kebinekaan dan perdamaian. Peran tokoh-tokoh yang ada, terkesan
masih ekslusif dan pragmatis, dan hanya berada pada kelompok
tertentu saja.

%k

Dengan mencermati data-data dan analisis pada variabel tingkat
pelanggaran, aktor pelanggaran, serta sikap dan perlakuan negara
sepanjang tahun 2018, SETARA Institute mengambil beberapa
simpulan kunci. Pertama, secara umum, angka peristiwa dan
tindakan pelanggaran KBB pada tahun 2018 lalu melanjutkan
tren relatif rendahnya peristiwa dan tindakan dalam dua tahun
terakhir. Tahun 2018 jumlah peristiwa hanya naik 5 angka dari
sebelumnya 155 peristiwa, sedangkan jumlah tindakan hanya naik
1 poin. Padahal dua tahun sebelumnya SETARA Institute mencatat
angka tertinggi dalam pemerintahan ini sehingga kondisi KBB
pada waktu itu disintesiskan sebagai situasi supremasi intoleransi.
Hal itu menunjukkan, langkah masyarakat sipil dan pemerintah
untuk melawan intoleransi melalui countering politisasi identitas,
kebangkitan kelompok-kelompok sipil toleran, kesadaran untuk
melawan hoaks dan menciptakan Pemilu damai, serta kebijakan-
kebijakan negara untuk memberikan ‘perlawanan ideologis’ atas
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deideologi Pancasila dan NKRI—telah relatif berhasil mencegah
terjadinya peningkatan signifikan dalam angka peristiwa dan
tindakan pelanggaran KBB.

Kedua, patut mendapat catatan aspek aktor non negara pada
data termutakhir, dimana kelompok warga dan individu semakin
dominan sebagai aktor non negara dengan jumlah tindakan
tertinggi. Akumulasi tindakan individu dan kelompok warga
adalah 78 tindakan (individu 46, kelompok warga 32). Tahun
sebelumnya akumulasi tindakan individu dan kelompok warga
33 tindakan. Bahkan tahun 2016 dimana angka tindakan dan
peristiwa mencapai level tertinggi dalam pemerintahan ini,
akumulasi tindakan kelompok warga dan individu ‘hanya’ 45
tindakan. Dinamika tindakan warga tersebut menunjukkan
semakin meningkatnya kapasitas warga untuk melakukan
tindakan pelanggaran dan restriksi atas hak-hak konstitusional
seluruh warga untuk beragama/berkeyakinan secara bebas.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang lebih signifikan untuk
peningkatan resiliensi sosietal serta penguatan narasi, etika, dan
kultur kewargaan agar tindakan warga tidak berkontribusi lebih
besar bagi peningkatan angka peristiwa dan tindakan pelanggaran
KBB.

Ketiga, tingginya angka tindakan yang dilakukan oleh pelaku non
negara juga harus menjadi perhatian. Terjadi pergeseran drastis
dalam tren tindakan dimana tindakan pelanggaran oleh aktor non
negara hampir dua kali lipat lebih tinggi dari tindakan negara. Data
tersebut menunjukkan bahwa kita dituntut untuk menggunakan
perspektif yang lebih progresif soal pemenuhan KBB sebagai
hak dasar. Di samping kita mesti selalu menuntut negara untuk
menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai duty bearer,
kita juga harus memberikan perhatian pada pentingnya penguatan
basis sosial masyarakat sipil untuk memastikan penguatan praktik
dan promosi toleransi dalam tata kelola kebhinnekaan.

Keempat, Salah satu aspek KBB yang menonjol pada tahun
2018 adalah kasus penodaan agama. Terjadi 25 kasus penodaan
agama. 23 kasus baru dan 2 kasus lama. 2 kasus sudah diputus
oleh pengadilan; 23 kasus baru yang dilaporkan ke kepolisian
meliputi tiga kategori korban, yaitu individu, warga, dan partai
politik. Data tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya sistematis
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yang progresif dari pemerintah (eksekutif dan legislatif)
untuk merevisi UU No. 01/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Untuk konteks UU Penodaan Agama, Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam concurring opinion Putusan MK
Nomor 140/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa rumusan Pasal
1 Undang-Undang PNPS 1965 mengandung kelemahan. Maka,
untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan revisi Pasal
1 Undang-Undang ITE oleh lembaga pembuat Undang-Undang,
dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Sementara apabila Pasal 1
Undang-Undang tersebut dicabut, akan terdapat ke-vakum-an
hukum yang disebabkan oleh ketiadaan aturan tersebut, dimana
hal itu dapat menimbulkan akibat sosial yang luas meskipun
akibat itu sendiri dapat diatasi dengan aturan hukum yang ada,
namun untuk melakukan hal yang demikian akan memerlukan
social cost yang tinggi. Dengan demikian, meskipun terdapat
kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap perumusan Pasal 1
Undang-Undang tersebut, namun karena keterbatasan Mahkamah
Konstitusi yang hanya sebagai negative legislator yang tidak
berwenang untuk mengganti rumusan Pasal 1 Undang-Undang a
quo dengan rumusan yang berbeda, sementara pernyataan tidak
mempunyai kekuatan hukum akan menimbulkan ke-vakum-an
hukum, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu
penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang,
maka untuk sementara waktu Undang-Undang tersebut perlu
dipertahankan. Dengan demikian, maka Pemerintah dan DPR
dituntut untuk memulai proses ‘legislasi normal’ untuk mengganti
UU No.1/PNPS/1965 yang diakui hakim MK memiliki banyak
kelemahan. Sedangkan UU ITE sejak awal bermasalah. Pasal-pasal
yang paling problematic adalah 27 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28
ayat (2) yang mengandung potensi restriksi serius atas kebebasan
mengemukakan pendapat dan pandangan.

Kelima, berdasarkan data yang ada, beberapa gejala positif patut
diapresiasi sebagai kemajuan dalam isu KBB, antara lain sebagai
berikut. 1] Stabilitas angka peristiwa dan tindakan pelanggaran
KBB. 2] Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap kelompok-
kelompok minoritas keagamaan, seperti Umat Kristen, Jemaat
Ahmadiyah, dan Syiah yang selama ini mendominasi angka
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korban di hampir setiap periode riset dan pemantauan. 3/ Angka
gangguan terhadap rumah ibadah juga jauh lebih rendah dari rata-
rata gangguan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. 4]
Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara jauh lebih
rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5/ Mulai marak
inisiatif dan gerakan masyarakat sipil toleran yang selama ini
sering dianggap sebagai silent majority untuk mengambil prakarsa
dan peran untuk melawan intoleransi, diskriminasi, dan paham-
paham yang mengarah pada destruksi nilai-nilai hidup damai
bersama dalam perbedaan (peaceful co-existence) dan penguatan
ideologi ekstrimisme dengan kekerasan.

Keenam, Dilihat dari tingkat pelanggaran terhadap kelompok-
kelompok minoritas keagamaan yang selama ini selalu dijadikan
sasaran potensial pelanggaran, seperti Umat Kristen, Jemaah
Ahmadiyat dan Syiah, sepanjang tahun 2018 pelanggaran yang
menimpa secara rata-rata menurun tajam. Dengan tren tersebut,
pelanggaran terhadap kelompok korban bergeser dari kelompok
minoritas agama ke warga dan individu. Tingginya angka korban
pada kategori warga dan individu beriringan dengan maraknya
politisasi agama, penggunaan sentimen-sentimen keagamaan—
termasuk untuk tindakan-tindakan yang sering dihakimi
sebagai penistaan agama dan penistaan ulama—yang berujung
pada maraknya tindakan persekusi, intimidasi, serta pelaporan
penodaan agama dan ujaran kebencian.

Ketujuh, dalam hal angka gangguan terhadap rumah ibadah,
kemajuan signifikan sebenarnya sudah bisa dilihat pada tahun
2016. Bandingkan dengan periode riset sebelumnya yang selalu di
atas 20. Pada tahun 2015, gangguan terhadap rumah ibadah terjadi
sebanyak 30 kali dan tahun sebelumnya 26. Bahkan, angka tahun
2013 mencapai 65 gangguan terhadap rumah ibadah. Gambaran
menurunnya gangguan terhadap rumah ibadah berbanding lurus
dengan penyelesaian beberapa persoalan administratif pendirian
rumah ibadah, seperti yang terjadi di Jambi dimana masalah IMB
yang selalu mengalami hambatan selama dua dekade akhirnya
selesai pada tahun 2017. Beberapa pemerintah daerah juga
melakukan inisiatif untuk melakukan pendataan dan memutihkan
administrasi perizinan rumah ibadah, seperti yang dilakukan oleh
Bupati Gunungkidul DI Yogyakarta.
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32. Kedelapan,berdasarkan data kondisi KBB tahun 2018, pemerintah

33.

daerah masih tercatat sebagai aktor negara yang menempati
peringkat teratas pelaku pelanggaran KBB. Data tersebut
melanjutkan tren tahun 2017 dan beberapa tahun sebelumnya
bahwa pemerintah lokal merupakan salah satu kontributor
terbesar pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk
itu, pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus bagi
regulasi-regulasi di tingkat pusat yang memberikan peluang
atau bahkan memicu pemerintah daerah untuk melakukan
pelanggaran KBB. Di samping itu, pemerintah daerah harus
memberikan perhatian yang lebih kepada aparat di masing-masing
untuk meningkatkan perspektift HAM dan toleransi sehingga
dapat menghadirkan kesetaraan dalam tata kelola pemerintahan
daerahnya masing-masing, terutama dalam isu-isu yang berkenaan
dengan identitas sosio-religius warganya.

%%

‘Stabilitas’ angka pelanggaran KBB mengindikasikan bahwa
pemerintah, baik pusat maupun daerah, menunjukkan itikad
politis (political will) yang cukup kuat dalam melawan intoleransi
di tahun politik. Kemauan baik tersebut tergambar dari beberapa
indikator yang dapat diakumulasi sejak awal Joko Widodo-Jusuf
Kalla mencalonkan diri untuk memimpin pemerintahan ini
pada 2014, antara lain sebagai berikut. 1] Dokumen Nawa Cita
yang memberikan harapan bagi terwujudnya jaminan hak asasi
manusia, termasuk hak sipil berupa KBB. 2] Wacana penghapusan
kolom agama dalam KTP oleh Kementerian Dalam Negeri.
Wacana tersebut ikut mendorong perbaikan pemenuhan hak
bagi penghayat kepercayaan untuk mendapat hak administrasi
kependudukan yang setara sebagai warga negara. 3] Pelembagaan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembentukan Unit
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang
kemudian diperkuat kelembagaannya menjadi BPIP pada tahun
2018 lalu menunjukkan kuatnya keinginan politik pemerintah
untuk melembagakan gagasan, sikap, dan posisi pijak yang
tegas dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme
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kekerasan melalui intensifikasi pembinaan ideologi Pancasila.
Secara jujur harus diakui bahwa pembentukan lembaga tersebut
merupakan jawaban pemerintah atas kekhawatiran banyak pihak
mengenai semakin menguatnya identitas keagamaan yang disertai
dengan resistensi atas yang berbeda (others/liyan), penguatan
sentiment-sentimen primordial atau isu SARA, khususnya agama,
di ruang-ruang publik-politik. Hal itu merupakan modalitas yang
baik bagi pemajuan toleransi dan jaminan kesetaraan dalam tata
kelola kebinekaan. Namun juga perlu diberikan catatan bahwa
agenda pelembagaan BPIP harus juga dibarengi dengan kebijakan-
kebijakan teknis untuk menjamin langkah simultan penguatan
ideologi kebangsaan kita di seluruh kelembagaan pemerintah dari
pusat hingga daerah. 4] Pelembagaan Utusan Khusus Presiden
untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban
(UKP-DKAAP). Langkah ini merupakan agenda strategis untuk
memperkuat dialog lintas agama demi terwujudnya harmoni
dalam keberagaman agama dan peningkatan keadaban dalam relasi
antar umat beragama di Indonesia demi terwujudnya kemajuan
kebudayaan dan peradaban kita sebagai bangsa. 5] Pembubaran
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran HTI merupakan
respons berani dari pemerintah untuk menjamin tertib hukum
dan tertib sosial terhadap organisasi yang nyata-nyata mengusung
doktrin dan gagasan anti Pancasila, anti negara-bangsa, dan anti
demokrasi. Meskipun demikian, SETARA Institute juga memberi
catatan bahwa pembubaran HTI melalui perubahan UU Ormas
dengan mengurangi kontrol yudikatif dalam proses pembubaran
Ormas dapat mengancam hak-hak berkumpul dan berorganisasi
dan membuka peluang abuse of power dalam pelaksanaannya. Tiga
langkah tersebut paling tidak menunjukkan bahwa Pemerintah
memiliki pemahaman dan standing position yang jelas dalam
merespons peningkatan intoleransi dan diskriminasi, penguatan
radikalisme dan konservatisme kegamaan, serta semakin massifnya
gerakan anti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan anti kemajemukan
Indonesia.

34. 6] Drafting UU Perlindungan Umat Beragama, meskipun di
sisi konten masih diperlukan diskusi yang lebih intensif dengan
kelompok masyarakat sipil dan agen-agen toleransi di dalam
dan di luar pemerintahan agar ketentuan-ketentuan di dalamnya
tidak mengulangi kesalahan regulasi-regulasi sebelumnya yang
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pengaturannya lebih bermakna restriksi bagi KBB. 7] Evaluasi
Perda Diskriminatif. Pemerintah memahami bahwa salah
satu masalah intoleransi dan pelanggaran KBB terletak pada
persoalan regulasi lokal yang diskriminatif dan bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. 8]
Dukungan pemerintah atas pencantuman penghayat kepercayaan
dalam kolom agama di KTP pada sidang uji materi UU Administrasi
Kependudukan (Adminduk) pada 2016. Dalam persidangan di
MK, pemerintah mengambil sikap untuk tidak mempertahankan
UU yang diuji, dan sebaliknya mendukung pemohon dan
meminta MK untuk memberikan alasan konstitusional apabila
akhirnya kebijakan Penghayat Kepercayaan masuk dalam kolom
agama di KTP. Dalam pernyataan pemerintah yang disampaikan
oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly
dalam jawaban legal opinion yang dibacakan di MK “Pemerintah
memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan
pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom
agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih
baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara”. Putusan MK
akhirnya mengabulkan tuntutan pemohon dan menjadi progress
yang perlu diapresiasi bagi eksistensi dan rekognisi atas hak-hak
dasar penghayat kepercayaan melalui Putusan MK No. 97/PUU-
XIV/2006. 9] Perbaikan pemenuhan hak atas pengajaran agama
dalam institusi pendidikan formal untuk penghayat kepercayaan
yang sudah dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 tahun 2016 tentang
Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada
Satuan Pendidikan.

Di antara capaian-capaian cukup signifikan dan menjanjikan
dalam promosi toleransi dan jaminan KBB di Indonesia,
pemerintah belum menunjukkan kemajuan berarti dalam dua
masalah existing dalam isu KBB yang sudah berlarut-larut tanpa
penyelesaian. Pertama, kasus pendirian rumah ibadah yang sudah
berlangsung sekitar satu dekade; yaitu GKI Yasmin di Kabupaten
Bekasi dan HKBP Philadelphia di Kota Bogor. Putusan Mahkamah
Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap nyata-nyata
memenangkan kedua pihak tersebut dalam sengketa pendirian
dua gereja tersebut. Namun, hingga kini putusan Mahkamah
Agung tersebut ‘kalah’ terhadap tekanan dari kelompok-kelompok
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intoleran. Kedua, masalah pengungsi Ahmadiyah dan Syiah.
Masalah lainnya yang juga berlarut-larut adalah pemulangan
para pengungsi Ahmadiyah di Mataram dan Syiah Sampang di
Sidoarjo.

Selain itu, catatan-catatan kemajuan dan perkembangan positif
tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa pelanggaran KBB,
intoleransi, dan bahkan penguatan ideologi serta pemahaman
yang mengarah pada ekstrimisme dengan kekerasan dan
terorisme merupakan masalah serius yang harus terus diatasi serta
menuntut kehendak politik dan tindakan konkrit pemerintah
dan partisipasi masyarakat sipil untuk melawan intoleransi dan
menjamin pemenuhan hak konstitusional warga untuk beribadah/

berkeyakinan secara merdeka.

Rekomendasi

37.

38.

Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemerintahan baru
hasil Pilpres 2019 hendaknya mengambil tindakan konkrit untuk
merawat kemajemukan dan memperkuat negara Pancasila.
Pemerintah harus mengambil langkah berani melalui agenda-
agenda terobosan, untuk: (1) meruntuhkan supremasi intolerani
dan merespons konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan
vigilante dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi, (2)
mencegah berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap
kebebasan beragama/berkeyakinan dan pelanggaran terhadap
hak-hak minoritas keagamaan, dan (3) menegaskan sikap zero
tolerance terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan
kebhinekaan dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI. Dalam
mengambil tiga terobosan kunci, SETARA Institute menekankan
agar seluruh tindakan yang diambil oleh pemerintah, harus tetap
terukur dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi
manusia.

SETARA Institute juga mengajukan proposal rekomendasi sebagai
berikut. Pertama, pemerintah harus merancang, mengagendakan
dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan untuk
membangun pendidikan yang bhinneka, terbuka dan toleran,
serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya,
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khusus kepolisian dan pemerintah lokal (dari provinsi hingga
desa/kelurahan) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum,
perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar dan konstitusi
negara. Ketiga, negara harus menjamin penegakan hukum yang
tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat,
mengoptimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai
toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan
intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial, dan media
daring sebagai arena dan ruang diskursus. Kelima, memperkuat
dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara
antar kelompok agama/keyakinan.

SETARA Institute mendorong Pemerintah untuk lebih serius
memberikan jaminan paripurna bagi kebebasan beragama/
berkeyakinan serta menghapus diskriminasi dan intoleransi
sebagai legacy pemerintahan ini. Beberapa agenda khusus dan
mendasar yang perlu diingatkan oleh SETARA Institute untuk
segera dituntaskan sebagai berikut. Pertama, restorasi ide
konstitusi tentang kebebasan beragama, melalui perubahan,
perbaikan, atau bahkan pembatalan peraturan perundang-
undangan yang memunggungi ketentuan konstitusi, yaitu; 1)
Merevisi atau mengganti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
dengan UU baru yang menghormati KBB sebagai mandat
konstitusi. 2) Meninjau ulang Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri),
khususnya yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadah. 3)
Membatalkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung,
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/
atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga Masyarakat (biasa disebut SKB Tiga Menteri). Peraturan ini
telah memicu berbagai tindakan dan kebijakan intoleran terhadap
kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah di banyak daerah, bahkan
melalui tindakan anarkis yang mematikan seperti yang terjadi di
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Cikeusik. 4) Me-review beberapa regulasi di tingkat pemerintahan
daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam aneka
bentu, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur
(Pergub), Peraturan Walikota (Perwal), Peraturan Bupati (Perbup),
dan sebagainya, yang diturunkan dari ketentuan SKB Tiga
Menteri tentang Ahmadiyah, dan/atau berdasarkan penerapan
ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan konstitusi.
Kedua, menyelesaikan kompleksitas persoalan pendirian rumah
ibadah yang nyata-nyata restriktif terhadap “kemerdekaan untuk
beribadah menurut agama dan keparcayaan” sebagai sepaket hak
dengan “kemerdekaan dan kebebasan untuk memeluk agama’,
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Ketiga, menghentikan
kriminalisasi terhadap keyakinan dan segera membebaskan para
“tahanan nurani” (prisoners of conscience) yang dipenjara karena
pandangan dan keyakinannya yang berbeda dengan pandangan
dan keyakinan mayoritas. Keempat, menghadirkan negara—
melalui penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban
legal dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran KBB.

Di atas semua rekomendasi tersebut, SETARA Institute mendorong
pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 untuk mengagendakan
pengarusutamaan keberagaman atau kebinekaan dalam seluruh
aspek tata kelola pemerintahan negara melalui pelembagaan
pemerintahan inklusif (inclusive governance). Presiden diharapkan
dapat mengeluarkan regulasi presidensiil yang menginstruksikan
agar seluruh kementerian dan lembaga mengimplementasikan
kebinekaan yang menghimpun keanekaan latar belakang di
berbagai aspek, termasuk kebinekaan agama. Hanya dengan
pengarusutamaan pemerintahan inklusif lah, cita Bhinneka
Tunggal Ika sebagaimana menjadi sasanti Pancasila dapat
diwujudkan secara sistemik. []
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Bab 1
Pendahuluan

A. Latar Belakang

melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/

berkeyakinan (KBB) di Indonesia pertama kali pada tahun 2005.
Setelah memasuki dekade kedua, laporan ini semakin menemukan
urgensi dan relevansinya, mengingat situasi objektif KBB masih jauh
dari kondisi ideal sebagaimana diidealkan oleh Pancasila sebagai
ideologi yang memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok
warga negara (termasuk berdasarkan agama/keyakinan mereka) untuk
tidak saja eksis namun lebih dari itu memberikan jaminan penikmatan
dan perlindungannya. ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai sesanti luhur
Pancasila memberikan rekognisi paripurna terhadap seluruh sub-
sub sosial pembentuk kebinekaan Indonesia. Namun, hingga kini
manifestasi idealitas tersebut masih jauh panggang dari api.

Laporan ini merupakan yang tahun ke-12 sejak SETARA Institute

Seluruh korban pelanggaran KBB di Indonesia mengalami
kerentanan, demikian pula dengan komunitas dan individu yang tidak
secara spesifik berkaitan dengan ‘label’ keagamaan tertentu. Artinya,
pelanggaran KBB sebenarnya tidak hanya menyasar mereka yang
berjumlah sedikit dari sisi kuantitas atau yang secara politis lemah.
Namun demikian, aejak tahun 2016, SETARA Institute memberikan
perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi
KBB secara umum, artinya minoritas agama/keyakinan mendapat
perhatian khusus. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor
berikut ini.



Pertama, secara konseptual demokrasi sistem tata kelola
kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan oleh mayoritas (majority
rule) dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak
minoritas (minority rights). Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak-
hak minoritas, merupakan bagian intrinsik dari demokrasi.’ Dengan
demikian, sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjadikan
hak-hak minoritas sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik,
hukum, dan sosial di dalamnya.

Kedua, secara filosofis cita negara Indonesia merdeka adalah semua
untuk satu (Indonesia), satu untuk semua. Pancasila dan semboyan
negara Bhinneka Tunggal Ika telah secara tegas membayangkan politik
negara yang terbuka untuk seluruh anasir pembentuk negara-bangsa,
dalam satuan yang besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Pasal-
pasal dalam konstitusi negara, UUD tahun 1945, baik dalam bentuknya
sebagai rechtsidee maupun staatfundamentalnorm meneguhkan
kerangka dasar “negara semua untuk semua”, seperti yang diidealkan
para pendiri negara-bangsa dan digariskan secara intrinsik dalam dasar
dan sesanti negara. Dengan demikian, regulasi politiko-legal di level
governance harus dibangun di atas pondasi filosofis-konstitusional
tersebut.

Ketiga, dalam tataran legal turunannya, Pasal 27 ICCPR yang
sudah diratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005, menjamin secara
khusus hak-hak minoritas. Sehingga agenda penegakannya sudah
seharusnya menjadi concern kita semua agar hukum tidak semata-mata
menjadi

Keempat, secara statistikal, mengacu data riset dan pemantauan
Setara Institute sejak tahun 2007 hingga 2016 yang laporannya sedang
ditangan pembaca ini, minoritas merupakan korban terbesar dalam
tindakan dan peristiwa pelanggaran KBB selama ini.

Kondisi perlindungan hak-hak minoritas keagamaan tentu tidak
bisa dilepaskan dari kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Perhatian atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada
dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas kebebasan
beragama/berkeyakinan. Secara relasional, KBB beririsan dengan

1 Beetham, David. Democracy and Human Rights (Polity Press: Cambridge
and Malden, 2000), hlm. 93.
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KBB yang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional
mendapat jaminan memadai sebagai hak individual.

KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak
bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable
rights). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan baik untuk
individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya
oleh negara.> Prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang
bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan
atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.’.

Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia
memberikan  jaminan yang lebih dari memadai untuk
mengimplementasikan kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan
tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar (grund mnorm)
perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara (staat
fundamentalnorm).

Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan jaminan filosofis
dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama
Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya “sila
segala sila” Pancasila tersebut seringkali ditafsir secara paradoksal. Di
satu sisi, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi
spiritualitas meta agama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai
rumusan yang merujuk pada keberagamaan yang bersifat formalistik,
bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang
dominan. Di sisi yang kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran
filosofis keberagamaan yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid,

2 Davis, Derek H., The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human
Rights, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.

3 Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak
dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiya, diperkosa), hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan,
hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, ahak untuk tidak dipenjara atas
kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana
beradsarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan
yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorangataupun sekelompok orang untuk
bebas beragama —sebagai salah satu unsur non-derogable rights- dapat digolongkan
sebagai pelanggaran HAM. Lihat Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds), Mengatur
Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU
Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta,
2011)



artinya direduksi sekadar untuk memayungi kemayoran kuantitatif
satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.

Rujukan paling sublim dalam membaca dan menafsirkan sila
pertama Pancasila adalah statemen yang disampaikan secara langsung
oleh para pendiri bangsa dan negara (the founding fathers anad mothers)
dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) khususnya pada rapat mengenai penyusunan
dasar negara. Salah satunya—bahkan yang paling pokok karena posisi
historisnya sebagai penggali Pancasila—adalah Sukarno.

Sang Putra Fajar, saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni
1945* melalui pidato agitatifnya, memberikan penegasan secara lugas
mengenai sila ketuhanan. Beliau menyatakan:

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan,
tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya
sendiri. ..... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia
ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya
dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara
berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya
negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!®

Sebagai norma dasar, cita hukum (rechtsidee), dasar filosofis
(philosofische gronslag), pandangan hidup (weltanschauung), ideologi
nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum
di Indonesia, Pancasila hendaknya diturunkan dalam jaminan
konstitusional yang lebih operasional, konkrit, dan mengikat. Jaminan
tersebut dapat kita temukan dalam konstitusi kita, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan
jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan.
Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat
diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung

4 Belakangan, setelah runtuhnya proyek desukarnoisasi yang dilakukan oleh
rezim Soeharto, kita menyepakati secara kolosal untuk menjadikan kembali tanggal
tersebut sebagai hari kelahiran Pancasila.

5 Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat
Bahar, et.al [eds.], 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, (Jakarta: Sekretariat
Negara), halaman 80-81, atau Alam [ed), Bung Karno Menggali Pancasila, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 28.
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atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun
bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan Pasal 28I yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 E UUD 1945

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk
memeluk agama dan keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas.
Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan kebebasan bagi
siapa saja untuk beragama dan berkeyakinan. Pada saat bersamaan,
jaminan kebebasan beragama juga disempurnakan dengan jaminan
bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya
itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak
beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang merupakan hak
asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.® Dalam bahasa yang lebih
tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling

6 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD
1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002,
Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi
Revisi), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008,
hlm. 286.



asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan
pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak
bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur
terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.’

Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama
pun—sejalan dengan norma universal hak asasi manusia—ditempatkan
sebagai non derogable rights sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1)
UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori non derogable rights, maka hak
beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.®

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/
berkeyakinan sebagai non derogable rights, UUD 1945 juga mengatur
hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam
konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut
diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 29 UUD 1945
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari dua pasal tersebut dapat dicermati bahwa jaminan
konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di dalam UUD
1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada pemaknaan
(sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih rinci) sebagai
berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang
yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk
beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya.

2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan

7 1Ibid., halaman 320.
8 Ibid., hlm. 293.



hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan
keyakinannya.’

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara mengemban
tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap
warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan
beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan
Pasal 29 UUD 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 281
ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk
melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (fo protect), memajukan
(to promote), memenubhi (fo fulfill) dan menghormati (to respect) nilai-
nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4)
UUD 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila
kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus
dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan
penegakan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan,
perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama
bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak
selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk
mendelegasikan  penyelenggaraan  kewajiban tersebut kepada
aktor non-negara untuk melaksanakanya. Sebab, penyelenggaraan
kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang
terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu,
juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang
mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang
yang berbeda keyakinan.

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara
diperkuat dengan berbagai instrumen derivatnya dalam bentuk undang-
undang. Beberapa Undang-Undang yang dapat diidentifikasi dalam

9 Lihat Ismail Hasani (ed), Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi
Agama/Keyakinan, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, hlm. 81.



kerangka utamanya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 tentang Ratifikasi
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian,
sudah idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Disinilah titik problematiknya. Terdapat beberapa persoalan
dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat
disparitas antara das sollen konstitusional dengan das sein kebijakan
pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit. Persoalan inti
implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat
dikelompokkan pada tiga kluster utama.

Pertama, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam
ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan
adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU tersebut dijadikan
landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang
pengaturan kehidupan beragama, seperti 1) Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri),
2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor
KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan
dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga
Menteri), dan 3) Beberapa peraturan di tingkat daerah yang seringkali
menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan
tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas.

Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan
negara. Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD 1945
beserta undang-undang turunannya idealnya di-backup oleh struktur
institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional
tersebut. Namun, faktanya pemerintah melakukan problematisasi
kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan
kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut
dan menstimulasi terjadinya praktek intoleransi dan diskrimasi dalam
kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.
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Ketiga, belum optimalnya kinerja aparat pemerintahan negara.
Aparat negara “di balik meja” kerapkali tidak perform untuk melakukan
tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di
lapangan seringkali kita saksikan tidak mampu (tidak mau) melindungi
kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam chaos yang sangat
eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen
koersif untuk memberikan human security bagi seluruh pemeluk agama
serta mencegah terjadinya praktek intoleran dan diskriminatif kepada
pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

Ketiga titik lemah tersebut baik secara parsial maupun kumulatif—
dalam asumsi SETARA Institute—merupakan faktor utama yang
menstimulasi terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan
atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga situasi kehidupan
beragama/berkeyakinan di negara Pancasila ini tidak cukup kondusif,
bahkan terjadi fenomena peningkatan praktek intoleransi agama/
keyakinan dalam lima tahun terakhir."

Latar belakang tersebut merupakan salah satu back mind di balik
agenda tahunan SETARA Institute melakukan riset pemantauan dan
analisis atas situasi aktual kebebasan berama/berkeyakinan Indonesia
dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang kemajuan (progress)
atau kemunduran (decline) situasi kebebasan beragama/berkeyakinan,
yang dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan
pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/
keyakinan.

Lebih-lebih, laporan pemantauan terdahulu sejak tahun 2007
menunjukkan bahwa kondisi makro dan mikro kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia buruk. Beberapa potret buruk yang
mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini antara
lain; absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran,
impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan
pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran. Dengan
demikian laporan semacam ini semakin menemukan urgensi dan
signifikansinya sebagai pengingat bagi para penyelenggara negara untuk
segera berbuat, bertindak, memulihkan situasi kebebasan beragama/

10 Baca Hasani dan Naipospos (eds) 2011, Politik Diskriminasi Rezim Susilo
Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011,
(Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara)



berkeyakinan.

Selain itu, di tingkatan praksis, penyediaan database dan baseline
data nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi
kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan
kebutuhan nyata, sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong
pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan
sebagai salah satu potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di
Indonesia.

Riset pemantauan dan publikasi laporan tahunan ini bertujuan
untuk: [1] mendokumentasikan dan memublikasikan faktafakta
pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin
secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan
perubahan berbagai produk peraturan perundangundangan yang
membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak
korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/
berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan
publik pada umumnya untuk memperluaskonstituensi agar dapat turut
serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

B. Kerangka Metodologis

Dalam kerangka pemantauan kondisi kebebasan beragama/
berkeyakinan pada tahun 2016 ini, SETARA Institute melakukan riset
dengan metode campuran (mix-method) kualitatif dan kuantitatif
dipadu dengan obversasi-investigatif. Dengan metode campuran
tersebut, laporan yang disajikan mencakup wilayah-wilayah di
Indonesia dan menggambarkan gejala umum kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] diskusi kelompok
terfokus para peneliti; [2] pengumpulan data dari institusi-institusi
keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; [3] wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan berbagai otoritas negara, tokoh,
dan masyarakat di tingkat daerah di 20 wilayah propinsi yang relevan;
dan [4] analisis dokumen dan pemberintaan media.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini
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menggunakan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin
hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh negara-negara
beradab. Parameter tersebut khususnya berupa International Covenant
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah
Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi
Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination
of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion Or
Belief) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55
pada 25 November 1981.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan
ini adalah teknik triangulasi Pengujian keabsahan data menggunakan
triangulasi.” Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi
sumber, vyaitu dengan membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang
berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan
membandingkan data yang diperoleh dari person dan paper (hasil
wawancara mendalam dan dokumentasi) atau paper dengan paper
(termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui
pembandingan dan penelusuran sumber-sumber online), atau person
dengan person lainnya.

C. Kajian Teoretik dan Kerangka Konseptual

a. Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan KBB

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif
hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/
berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda
pemenuhannya (non derogable rights). Karena itu, definisi-definisi
yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini
mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi

11 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau
pembandingan terhadap data itu. Lihat Lexy ] Moleong, 2002, Metodologi Penelitian
Kualitatif (PT Remaja Rosda Karya, Bandung), hlm. 178
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manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah sebuah
jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk
individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok.
Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental. '

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak
asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi
dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi,
biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (teistik) sebagai
yang disebut agama. Padahal Buddhaisme yang non-teistik dan
Hinduisme yang polyteistik adalah juga agama. Pengertian agama
atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau
pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang
analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan
yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat
perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan
berkuasa.”” Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik
penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak
mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak
dan mendapat perlindungan.™

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18,
yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih
agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan
agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan,
pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga
terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama
atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk
mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat
dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila
diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan
atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar
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orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk
menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali
hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi
anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan
internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (legally binding)
dan sebagai negara pihak (state parties) yang telah meratifikasi,
Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari
perundangundangan nasional dan memberikan laporan periodik
kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusialainnya yang mengaturjaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan
Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama
atau Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms
of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief)
yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55
pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan
Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena
bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (non binding)
bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak mengikat secara
hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari
komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral
dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai
negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi
ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga
negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan
tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) hak atas
kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus
mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

1) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan
suatuagama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;

Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau
kemanusiaan yang tepat;

Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh
memadai berbagai benda dan material yang diperlukan
berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau
keyakinan;

Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai
penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;

Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat
yang cocok untuk maksud-maksud ini;

Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan
keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari
perseorangan atau lembaga;

Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan
suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan
persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau
keyakinan apapun;

Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari
libur dan upacara;

Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan
seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama
atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional,
upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan
seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI

1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.



(2) Setiap orang berhak atas atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan
hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan
Konstitusi RI di atas secara ringkas definisi operasional kebebasan
beragama/berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu
agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan
ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta
mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau
tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan,
bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.®
Sementara Pasal 28 E menegaskan bahwa kebebasan beragama/
berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum hakasasi manusiaadalah hukum perdatainternasional
yang meletakkan negara sebagai para pihak (state parties); artinya
negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi
hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap
pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai
pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika
negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang
tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di
mana negara telah berjanji untuk mematuhinya melalui proses
ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan
di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi
manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan
individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata,
jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia
adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan
denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar

15 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): “Setiap orang

berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk
kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama
atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan
ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
di muka umum maupun sendiri.”
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dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan
dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek
hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan
kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional
hak asasi manusia berkewajiban (obligation of the state) untuk
menghormati (fo respect) dan melindungi (fo protect) kebebasan
setiap orang atas agama atau keyakinan.' Prinsip dasar kewajiban
negara untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa
negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu
atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara
kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakantindakan
yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang
atas kejahatan/pelanggaran hukum/kekerasan yang dilakukan oleh
individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan
pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan
kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun
dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan
Prinsip Siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan
terhadap implementasi HAM, vyaitu: prinsip non-derogable
rights (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan
pemenuhannya) dan derogable rights (hak-hak yang dapat ditunda
atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip siracusa menggaris-
bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan
hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang
dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip non-derogable rights menegaskan hak
yang bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat
ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun.
Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup
(tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik,
dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas
beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan
sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya

16 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 281, 28 E, 29 UUD Negara

RI 1945.
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memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana
berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala
jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang
ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama—sebagai salah
satu unsur non-derogable rights—dapat digolongkan sebagai
pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya
pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi
manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran
baik hak-hak yang termasuk dalam kategori forum internum
maupun kebebasan yang masuk dalam kategori forum externum.
Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni forum internum
(kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak
pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap
perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang
termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk
bebas menganut dan berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak
dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.”

Sedangkan kebebasan sosial atau forum externum (kebebasan
eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan
membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun
dengan margin of discretion atau prasyarat yang ketat dan
legitimate berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa.’* Yang termasuk
dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk
beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara
tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat
ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama;
(4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan
untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan
dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik

17 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang

Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan, dan
Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.

18 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi

hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan
hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini
menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam
ICCPR.

17



agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola
organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk
menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi
keagamaan.”

b. Pelanggaran KBB, Diskriminasi, dan Intoleransi

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan
(violation of right to freedom of religion or belief) adalah bentuk
kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur
tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau
kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak
pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian,
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan
penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak
dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan
yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif
(by commission) maupun tindakan pembiaran (by omission).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan
kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan
diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan
bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih
tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah
konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian
terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi,
sepertiapartheid (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang
secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu
berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.”

Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,

19 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar
Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan
Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.

20 UNESCO, Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide
for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version). Paris:
UNESCO, 1994, h. 16.

18



penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”>

Diskriminasi danintoleransiberdasarkanagama,” merupakan
bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap
Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama
atau Kepercayaan, yaitu, “setiap pembedaan, pengabaian, larangan
atau pengutamaan (favoritism) yang didasarkan pada agama atau
kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau
mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu
dasar yang sama,” seperti tidak mau menerima suatu kelompok
atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap
kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-
tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap
seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna
kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan
intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan
atau berkelahi. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih
ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi
tertulis, termasuk grafiti yang menunjukkan prasangka atau
intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasar
pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan
percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap

21 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
22 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan

Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): “[1] Setiap orang mempunyai
hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk
kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan
kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka,
mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadat, ritual, praktik
dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu
kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang
untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan
hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik
serta hak dan kebebasan dasar orang lain.”
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beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan
intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan
mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama,
orientasi seksual dan karena faktor different ability. Penyebaran
kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata,
vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal
untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan
mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut
dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan.
Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustasi dan marah
jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok
lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika
pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan
mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat
melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras
yang paling kuat/sehat sekalipun.>

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator
perilakunya*:

Bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau
eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak
memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual.
Penyangkalan hak bahasa.

Membuat stereotipe: mendeskripsikan semua anggota suatu
kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama
— biasanya negatif.

Menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut
dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau
menghina.

23 U.S. Department of Justice, Hate Crime: The Violence of Intolerance, http://

www. usdoj. gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.

24 UNESCO. Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide

for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version). Paris:
UNESCO. 1994, p. 16.
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Prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan
stereotipe atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau
perilaku spesifi k individu atau kelompok.

Pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis
atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan
dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

Pengasingan (ostracism): berperilaku seolah yang lainnya
tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada
atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

Pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi
dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai
cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas,
organisasi atau kelompok.

Penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan
simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang
ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek
kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur
dan simbol ini berarti.

Gertakan (bullying): penggunaan kapasitas fisik yang
superior atau sejumlah besar (orang — ed.) untuk menghina
orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status
mereka.

Pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau
penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat,
dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada
kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup
tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan
(shelter), dan sebagainya.

Pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau
berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya
dalam kegiatan bersama.
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Segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras,
agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan
kelompok tertentu (termasuk apartheid).

Represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan
HAM.

Penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan
mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan
(termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu
tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan
dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan
ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai
subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah
melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya
secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya
diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
Pasal 156* yang menyebutkan:

Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia
di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti
tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal,
keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal
ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang

25 Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “hate crimes”
(pernyataan kebencian dan permusuhan). Selama ini penggunaan pasal ini selalu
diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk turunan dari UU No.l/
PNPS/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran
sesat.
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yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini
merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi
praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute
membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif.
Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh
dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-
satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan mahluk sosial.
[a dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai
konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar
belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi.
Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai
satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang
berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain
sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara
mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak
pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan
saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini
berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM,
khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas
pendekatan 'pelanggaran’. Melalui pendekatan 'pelanggaran’ tersebut,
laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh
mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan
melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan
laporan ini juga mengacu pada framework for communications yang
dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/
berkeyakinan.

Berbasis definisi-definisi di atas, ada tiga bentuk pelanggaran
oleh negara, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang
memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan,
dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam
beragama/berkeyakinan (by commission); [b] dengan cara membiarkan
hak-hak seseorang menjadi terlanggar (by omission), termasuk
membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak
diproses secara hukum, dan (c) dengan cara membuat peraturan yang
memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
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(by rule/judiciary).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga
mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara
terhadap warga negara lainnya. Pelanggaran oleh warga negara ini
secara garis besar mencakup tiga klasifikasi besar: [a] tindakan kriminal
berupa penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan
lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi, di samping juga [c] condoning
oleh tokoh masyarakat.>

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi
6 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan
pertanggungjawaban berbeda;

[1] tindakan aktif negara (by commission),

[2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (by
omission),

[3] pembentukan peraturan yang melanggar/mengundang
pelanggaran (by rule/judiciary)

[4] tindakan kriminal warga negara, dan
[5] intoleransiyang dilakukan oleh masyarakat.

[6] condoning oleh tokoh masyarakat

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, kerangka
legal yang digunakan untuk mempersoalkannya adalah hukum hak
asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan di
dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah

26 Perlu ditegaskan disini bahwa dalam perspektif SETARA Institute,
condoning (dalam istilah lain dapat dikelompokkan sebagai hate speech) dikatagorikan
dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dan bahkan dianggap
sebagai pelanggaran yang serius, karena beberapa alasan. Pertama, secara substantif,
condoning merupakan tindakan memancing pelanggaran yang dapat dimaknai
sebagaiajakan dan menjadi kausa bagi terjadinya pelanggaran. Kedua, secara faktual,
teramat banyak tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
yang nyata-nyata terjadi dan bermula dari ‘ajakan’ tokoh-tokoh di kalangan
masyarakat dan pemerintahan. Ketiga, secara sosiologis, dalam masyarakat feodal
yang kental dengan kecenderungan relasi patron-klien, ujaran tokoh atau ‘patron’
dapat menggerakan tindakan kolektif masyarakat (‘klien’) dalam skala lebih luas.
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diratifikasi, konstitusi negara, dan hukum positif di tingkat domestik
yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk pelanggaran dan
imtoleransi yang dilakukan oleh warga negara, kerangka legal yang
bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
terutama yang berupa kriminal/tindak pidana. []
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Bab 2
Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan Tahun 2018

A. Pengantar

kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2018. Secara

umum, temuan-temuan dalam bab ini disajikan dengan teknik
display yang konsisten dengan laporan-laporan yang lalu, sehingga
temuan-temuan dapat disandingkan secara linear dengan bagian
yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Data-data pokok bagian ini
dapat dibandingkan dengan data-data tahun-tahun sebelumnya untuk
merekam dinamika kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di
Indonesia.

B agian dalam laporan ini akan mengulas secara khusus mengenai

Pada bab ini juga akan dipaparkan kondisi-kondisi khusus yang
menyita perhatian publik serta kondisi umum kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2018. Kondisi yang bersifat
umum dianalisis dari data-data pemantauan, baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.

Secara sistematis, sajian pada bab ini akan dimulai dengan
Temuan Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
yang memuat data-data kuantitatif dan analisis yang relevan mengenai
beberapa aspek pelanggaran. Kemudian dipungkasi dengan beberapa
Laporan Khusus Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB).
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B. Peristiwa dan Tindakan

Pada tahun 2018 SETARA Institute mencatat 160 peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 202 bentuk
tindakan yang tersebar di 25 provinsi. Dari sisi waktu, peristiwa
tertinggi terjadi di bulan Maret, yaitu sebanyak 23 peristiwa.
Berikutnya berturut-turut di bulan Februari (21), April (19
peristiwa), Oktober (17 peristiwa), Desember (16), September (12),
Januari (11), Mei dan Agustus (Masing-masing 10 peristiwa), Juni

(6), dan Juli (5).

Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan dari angka tahun
lalu, angka pelanggaran masih sangat tinggi, yaiturata-rata 13,3 peristiwa
dan 16,83 tindakan setiap bulan. Selain itu, bulan-bulan tertentu
melanjutkan tren waktu terjadinya peristiwa, seperti Februari dimana
isu Valentine Day selalu menjadi pemicu terjadinya penggunaan agama
sebagai instrumen pelanggaran. Selain itu, Desember dan Januari juga
merupakan bulan-bulan ‘rentan’ pelanggaran KBB berkaitan dengan
Natal

Grafik 1.
Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran
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Grafik 2.
Sebaran Peristiwa per Bulan
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C. Provinsi dengan Peristiwa Tertinggi

Sama persis dengan pemantauan pada tahun-tahun
sebelumnya, angka pelanggaran tertinggi terjadi di Jawa Barat.
Jawa Barat menjadi tempat tumbuh suburnya pelanggaran,
yaitu dengan 24 peristiwa. Angka ini tentu masih tinggi, namun
lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, misalnya
jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai angka 80
peristiwa.

DKI menempati posisi provinsi kedua dengan peristiwa
terbanyak yaitu 23 peristiwa, hanya selisih satu peristiwa dari ‘sang
pemuncak’, Jawa Barat. Disusul kemudian oleh Jawa Timur (21
peristiwa), Jawa Tengah (17 peristiwa) peristiwa, dan Banten (11
peristiwa).
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Grafik 3.
Lima Provinsi dengan Peristiwa Tertinggi
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Terkait dengan tingginya angka pelanggaran di Jawa Barat,
paling tidak ada enam faktor yang menyebabkan suburnya peristiwa
pelanggaran di provinsi yang kini dipimpin Gubernur Ridwan Kamil
itu. Faktor pertama adalah keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 12
tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah. Substansi eraturan
tersebut dengan sendirinya memancing kelompok-kelompok intoleran
yang memang memusuhi dan anti Ahmadiyah untuk semakin agresif
bertindak. Peraturan Gubernur tersebut secara sosiologis dijadikan alat
justifikasi oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk membenarkan
tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi yang mereka lakukan.

Pergub ini merupakan derivasi dari SKB 3 menteri tentang Pelarangan
Ahmadiyah.

Faktorkeduaadalah menjamurnya kelompok-kelompok intoleran.
Di Jawa Barat terdapat kelompok-kelompok yang kerap melakukan
tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi, terutama di daerah-
daerah kabupaten/kota seperti Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, dan
lainnya.

Faktor yang lain adalah lemahnya pengelolaan dinamika
masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Sebagaimana diketahui,
Jawa Barat secara demografis merupakan daerah yang paling besar
di Indonesia. Dengan demikian, keberagaman di Jawa Barat lebih
kompleks dibandingkan dengan provinsi-provinsilainnya di Indonesia.
Dengan demikian faktor yang mempengaruhi tingginya intoleransi
sesungguhnya bukan jumlah penduduk yang besar itu dan dengan
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demikian tingkat keberagaman yang tinggi itu, melainkan kegagalan
pemerintah daerah dalam mengelola besarnya jumlah penduduk dan
tingginya keberagaman disana.

Keempat, kentalnya konservatisme keislaman di Jawa Barat. Secara
faktual, juga secara historis, perkembangan Islam secara sosiologis di
Jawa Barat berbeda dengan Islam yang berkembang secara sosial di
Jawa Tengah atau Jawa Timur. Maka jika hal ini bersinggungan dengan
ketidakmampuan pemerintah daerah juga pemimpin agama lokal
dalam menanamkan dan mendidik toleransi dalam arena keberagaman
negara, maka akan menjadi potensi perusak toleransi agama/keyakinan
yang besar.

Kelima, corak ormas-ormas Islam di Jawa Barat yang ketat,
cenderung kaku. Dibandingkan dengan Jawa Timur misalnya, ormas-
ormas Islam di Jawa Barat memiliki corak dan pola pergerakan yang
berbeda. Maka wajar saja jika menyangkut isu agama/keyakinan yang
menyinggung sentiment Islam, ormas-ormas ini bisa dengan sangat
mudah memobilisasi diri.

Faktor keenam, rendahnya kesadaran keberagaman (pluralitas
dan multikulturalitas) politisi-politisi Partai Islam disana. Isu-isu
agama, seperti yang juga digunakan oleh pasangan Sudrajat-Ahmad
Syaikhu dalam kontestasi politik Pilkada Jawa Barat 2018, dimanfaatkan
untuk mendulang suara-suara mayoritas dalam pemilihan umum
dan pemilihan kepala daerah. Hal ini dengan sendirinya berpotensi
mendiskreditkan kelompok-kelompok minoritas, tidak saja secara
sosial, namun juga secara politis pada akhirnya sebagai implikasi dari
janji-janji mereka pada kelompok mayoritas Islam.

Banyaknya peristiwa dan tindakan pelanggaran di Jawa Barat,
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta di daerah-
daerah lainnya mengindikasikan masih rendahnya kompetensi dan
kapabilitas para penyelenggara negara dalam pemerintahan, serta
rendahnya political will pemerintah di tingkat lokal untuk mengambil
kebijakan-kebijakan politiko-yuridis dalam rangka menegakkan
ketentuan konstitusi dan menjamin hak konstitusional warga negara
dalam bidang KBB.

Di tingkat provinsi, data tersebut juga menunjukkan bahwa dalam
perspektif pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, relasi
provinsi dengan kabupaten/kota cum gubernur dengan bupati/walikota
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tidak efektif. Inefektivitas tersebut bisa dilihat dari keengganan mereka
sesama aparatus politik yang berwenang mengambil kebijakan politik
untuk duduk bersama bahu membahu mengeliminasi intoleransi di
daerahnya. Selain itu, rendahnya kemampuan aparat setempat untuk
menangani persoalan terlihat dari maraknya praktik pembiaran.

Namun demikian, penting untuk mengapresiasi beberapa
kemajuan. Misalnya yang dalam periode riset ini, SETARA Institute
mencatat cerita perubahan yang cukup menjanjikan di kota Bogor,
salah satu daerah yang secara tradisional banyak dicatat sebagai salah
satu kontributor tertinggi pelanggaran KBB.

Dalam riset SETARA Institute yang lain tentang Indeks Kota
Toleran tahun 2018 Kota Bogor tercata memiliki indeks toleransi yang
rendah, yaitu menempati peringkat ketujuh terbawah dari seluruh
kota di Indonesia. Kondisi tersebut tidaklah membahagiakan sebab
Kota Bogor selalu menjadi salah satu dari sepuluh kota dengan indeks
toleransi terendah sejak tahun 2015. Artinya, Kota Bogor memiliki
tingkat toleransi yang mengkhawatirkan karena selalu berada pada
zona merah sejak tahun 2015, 2017, dan 2018.

Predikat Kota Bogor sebagai kota dengan tingkat toleransi yang
rendah tidak lepas dari banyaknya kebijakan Pemerintah Kota yang
bermuatan diskriminatif dan intoleran. Pada masa lalu Kota Bogor
memiliki rekam jejeak kebijakan diskriminatif yang menonjol seperti SK
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor 503/208-DKTP tahun
2008 tentang pembekuan IMB GKI Yasmin, Perwali Nomor 23/2009
tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pusat
Dakwah Islam Bogor. Kemudian Perwali Nomor 28/2009 tentang
pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Perwali
Nomor 17/2010 tentang perubahan atas Perwali Nomor 4/2007 tentang
petunjuk pelaksana pemberian izin mendirikan bangunan.

Selain itu terdapat SK Wali Kota Nomor 645.45-137 Tahun 2011
tentang pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Taman
Yasmin yang diterbitkan karena desakan dan tekanan kelompok
tertentu. Selain itu ada pula Perda Nomor 2/2013 tentang Pendidikan
Diniyah Tamiliyah yang muatannya ditujukan khusus bagi pemeluk
agama Islam. Kemudian ada pula Surat Edaran Nomor 300/321/
Kesbangpol tentang himbauan pelarangan perayaan Asyura (Hari
Raya Kaum Syiah) di Kota Bogor untuk merespon masifnya gerakan

32



penolakan terhadap Syiah di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah
kota tersebut menyuratkan bahwa Pemerintah Kota Bogor kurang
memiliki keberpihakan pada pemajuan toleransi dan kerukunan antar
umat beragama.

Kota Bogor telah lama menjadi tempat asal dari para pelaku aksi
terorisme yang berhasil diamankan aparat. Peneliti Setara Institute
pada tahun 2017 berkesimpulan bahwa Kota Bogor merupakan
basis bagi pengembangan radikalisme karena terdapat gerakan
penyebaran paham radikal yang dilakukan oleh kelompok berhaluan
paham radikal-transnasional. Salah satu kelompok yang dimaksud
adalah kelompok salafi jihadi yang paling aktif menyebarkan paham
radikalisme dan intoleransi di Kota Bogor. Kelompok-kelompok
tersebut juga menyebarkan ide-ide mengenai kekhilafahan yang
bertujuan menggantikan pemerintahan dengan ideologi Pancasila.
Pada hasil riset tahun 2011 sebanyak 46 persen masyarakat Kota Bogor
setuju terhadap gagasan kekhilafahan. Bahkan 22,7 persen diantaranya
merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para kelompok berpaham radikal-transnasional yang berorientasi
pada intoleransi dan bahkan terorisme ini berupaya menyusup dan
menguasai masjid-masjid, pengajian, pesantren dan kampus untuk
dijadikan pusat penyebaran radikalisme dan intoleransi. Kendati
banyak pula kelompok dan organisasi toleran di Kota Bogor, namun
kenyataannya mereka cukup kesulitan menangkal pergerakan
kelompok-kelompok tersebut. Kelompok toleran di Kota Bogor
cenderung tidak berani melakukan perlawanan sebab kelompok radikal
beraliran garis keras tidak segan-segan untuk mengafirkan kelompok
lain yang tidak sejalan. Mereka bahkan dapat melakukan kekerasan
pada siapapun yang dianggapnya sebagai musuh.

Selain itu, Kota Bogor memang dikenal sebagai kota yang menjadi
tempat kelahiran dan basis pengembangan berbagai organisasi
keagamaan berhaluan Islam transnasional seperti HTI dan Tarbiyah
(pengusung ide-ide Ikhwanul Muslimin). Pada tahun 2016, Bima Arya
Sugiarto dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bogor pernah dengan
terbuka menghadiri acara peresmian kantor HTI di wilayah Kota
Bogor. Sederet kondisi Kota Bogor tersebut menegaskan bahwa kondisi
dinamika toleransi masyakarat Kota Bogor memiliki kerawanan karena
banyaknya kelompok intoleran yang mengembangkan gerakannya
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di Kota Bogor. Kehadiran kelompok masyarakat yang toleran saat
ini belum mampu menepiskan fakta bahwa Kota Bogor masih
menjadi tempat persemaian banyaknya kelompok intoleran untuk
menumbuhkan gerakannya.

Pemerintah Kota Bogor terutama Walikota Bogor kerapkali
menampilkan diri sebagai pihak yang cenderung kurang merespon
hadirnya intoleransi di Kota Bogor. Walikota Bogor pernah
menampilkan resistensi terhadap hasil penelitian Setara Institute yang
menempatkan Kota Bogor sebagai salah satu kota paling intoleran di
Indonesia. Ia merasa tak terima sebab menurutnya terdapat hal baik
lainnya di Kota Bogor yang menunjukan tingginya toleransi beragama
kendati iapun mengakui bahwa masih terdapat kasus-kasus intoleransi
di Kota Bogor seperti kasus GKI Yasmin, Syiah, dan HTI. Pemerintah
Kota Bogor juga nampak enggan menanggapi secara serius hasil riset
tersebut sebagai suatu bentuk tindak lanjut.

Namun belakangan, terjadi perubahan mendasar pada kebijakan
dan dinamika sosial di Bogor. Sejak akhir 2018, Walikota Bogor mulai
berbenah. Walikota Bogor tampaknya gerah dengan potret intoleransidi
Bogor yang di-blow up secara terus menerus oleh organisasi masyarakat
sipil dan media, termasuk oleh SETARA Institutei.

Walikota Bogor bersama Muspida dan tokoh lintas iman, pemuda
serta ormas dan OKP se-Kota Bogor pada akhir 2018 mendeklarasikan
“Bogor Kota Toleran”. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas.
Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menjaga keberlangsungan
perayaan Natal di Kota Bogor dan mendorong masyarakat dapat
menjaga harmoni antar umat beragama.

Selain itu, Wali Kota Bogor juga melaksanakan peresmian tiga
tempat ibadah yang terdiri dari dua masjid dan satu gereja di wilayah
Kota Bogor. Beberapa praktik tersebut layak mendapatkan apresiasi,
meskipun Kota Bogor masih berada pada peringkat delapan terbawah
sebagai kota dengan indeks toleransi terendah setelah sebelumnya pada
tahun 2015 terjerembab pada posisi paling buncit sebagai kota dengan
skor toleransi terendah di Indonesia.

Pada pertengahan 2019, Walikota Bogor Bima Arya meminta
diadakan pertemuan dengan SETARA Institute untuk meminta
dukungan kelembagaan dalam rangka pembenahan praktik dan
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promosi toleransi di Kota Bogor. Pada awal Agustus 2019, dengan
difasilitasi oleh Imparsial, Walikota Bogor akhirnya diterima oleh
pimpinan SETARA Institute di Kantor SETARA Institute. Walikota
Bogor, dalam pertemuan tersebut, menegaskan komitmennya untuk
mewujudkan Bogor sebagai kota toleran dan untuk mengakselerasi
penyelesaian persoalan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
di Kota Bogor, seperti kasus GKI Yasmin yang berlarut.

Dalam sebuah seminar bertajuk ‘Mendorong dan Memperkuat
Kebijakan Toleransi dan Antidiskriminatif di Indonesia’ yang
diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta Pusat, Selasa (13/8),
dimana Bima Arya diundang oleh SETARA Institute untuk menjadi
salah satu pembicara, Bima menegaskan komitmennya untuk
menyelesaikan kasus GKI Yasmin. “Saya yakin Yasmin selesai, mudah-
mudahan Natal tahun ini ada kabar baik untuk kita semua,” tegasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan dua
kemajuan positif dari upaya penyelesaian kasus Gereja Kristen Indonesia
(GKI) Yasmin. “Dua hal yang jadi kemajuan GKI Yasmin yakni semua
sepakat mencari solusi tidak lagi berdebat ke masalah hukum dan masa
lalu,” kata Bima kepada wartawan usasi berbicara dalam acara seminar
yang diselenggarakan oleh SETARA Institute tersebut.

Kemajuan pertama ini merupakan upaya yang signifikan yang
dicapai dalam penyelesaian GKI Yasmin, mengingat persoalan ini
sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemajuan terjadi pada sisi
intensitas dialog di antara para pihak. Kemajuan kedua, telah dibentuk
tim tujuh dari pihak gereja. Tim ini bertugas untuk berunding dan
berkomunikasi dengan tim pemerintah Kota Bogor dalam membahas
solusi GKI Yasmin. Pemkot Bogor dan Tim Tujuh dari gereja telah
merumuskan alternatif solusi terbaik untuk penyelesaian kasus GKI
Yasmin.

Bima mengatakan hari ini adalah hari-hari intensif berdiskusi
antara Pemkot Bogor dengan tim tujuh untuk mencari solusi bersama
menyelesaikan persoalan GKI Yasmin. Alumni program doctoral dai
ANU Australia tersebut optimistis masalah GKI Yasmin ini bisa selesai.

Saat ditanya jurnalis soal peraturan diskriminasi GKI Yasmin,
Bima menjawab tidak ingin membicarakan masa lalu yang sudah
berlalu, hanya ingin fokus ke strategi penyelesaian karena masalah ini
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masih dalam proses komunikasi. “Terlalu prematur, kalau kata orang
Sunda ‘herang cai na, beunang lauk na’, airnya bening kemudian
ikannya dapat. Saya ingin jadi ‘win-win solution’ untuk semua lah,”
kata Bima di hadapan rekan-rekan wartawan.

Bima Arya juga mengemukan berbagai terobosan lain untuk
memajukan toleransi di Bogor. Selain penyelesaian kasus GKI
Yasmin, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memperkuat toleransi
di masyarakat melalui kebijakan subtantif dengan memasukkan
nomenklatur penguatan toleransi ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.

“Saya pastikan bahwa nomenklatur tentang penguatan toleransi
masuk dalam RPJMD untuk kemudian menjadi kewajiban bagi dinas
untuk menjalankan itu,” tegas Wali Kota dalam seminar SETARA
Institute. Bima mengatakan, benih-benih intoleran dan radikalisme
itu ada di setiap kota di Indonesia termasuk juga di Kota Bogor.
Tetapi secara histori Kota Bogor memiliki landskap keberagaman dan
mencintai kebersamaan. Hal ini ditunjukkan oleh simbol-simbol yang
ada di Kota Bogor, para pemuka agama yang selalu tampil bersama,
tempat ibadah yang berdiri berdampingan di pusat kota, serta berbagai
kegiatan keberagaman digelar bersama seperti Bogor Street Festival
Cap Go Meh setiap tahunnya.

Masalah yang dihadapi oleh Kota Bogor, menurut Bima, adalah
dinamika dan percikan-percikan intoleransi yang masih muncul
menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama. Persoalan
penolakan tidak hanya terjadi lintas agama antara Kristen dan Islam,
tapi juga Islam dengan Islam.

Telepas dari semua persoalan itu, kunci penyelesaian yang diurai
Kota Bogor adalah komunikasi. Upaya ini yang dicicil oleh Pemerintah
Kota Bogor untuk melakukan penguatan toleransi hingga ke akar
rumput. Di tingkat elit semangat keberagaman dan semangat toleransi
itu semakin kuat, maka PR Pemkot adalah bagaimana pemahaman itu
diterjemahkan melalui kebijakan yang subtantif.

Pemkot Bogor sudah menyusun RPJMD untuk jangka lima tahun
ke depan. Penguatan toleransi akan diturunkan ke semua kegiatan-
kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas. Semua dinas
memiliki program penguatan toleransi, seperti dinas pendidikan dan
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dinas-dinas lainnya.

Kepemimpinan Bima Arya pada periode keduanya sebagai
Walikota menunjukkan perbedaan. Situasi kepemimpinan demikian
menunjukkan kecenderungan keberpihakan yang baik terhadap
pemajuan toleransi dibandingkan periode jabatan sebelumnya.
Keberpihakan ini secara riil ‘menular’ ke level di tengah dan bawah.

FKUB Kota Bogor juga semakin aktif menjadi inisiator pemajuan
toleransi. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor
, melakukan audiensi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Ruang
Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Rabu (7/8/19).

FKUB termasuk yang menginisiasi usulan dimasukkannya
nomenklatur Kerukunan, Toleransi dan Perdamaian’ ke dalam
penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah atau RPJMD
Kota Bogor 2019-2024. Usulan nomenklatur tersebut dirasa perlu
dimasukkan ke dalam dokumen resmi Pemerintah Kota Bogor, agar
wacana kerukunan, toleransi dan perdamaian ini menjadi spirit dan
mengilhami segenap aktivitas kegiatan Pemerintah Kota Bogor di
masa mendatang. Nomenklatur ‘kerukunan, toleransi dan perdamaian’
tersebut akhirnya disepakati untuk masuk ke dalam rancangan program
setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan
Pemkot Bogor.

Ketua Tim Perumus FKUB yang juga merupakan konstitutuen
strategis dan mitra lokal SETARA Institute di Bogor, Hasbulloh,
menyatakan bahwa penyebaran nomenklatur tersebut ke masing-
masing SKPD ditujukan agar tanggung jawab mewujudkan kehidupan
masyarakat yang rukun, toleran dan damai tidak hanya dibebankan
kepada satu SKPD yang selama ini dilakukan oleh Kesbangpol melalui
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor.

Situasi tersebut, dalam catatan SETARA Institute, merupakan
salah satu cerita perubahan yang signifikan dalam kondisi KBB 2018.
Kota Bogor yang sebelumnya merupakan kota dengan situasi toleransi
yang paling problematic di Indonesia, mulai bertransformasi secara
sistemik dan sistematik, dimulai dari dari keberpihakan kepemimpinan
lokal yang dilanjutkan dengan kebijakan dan keterlibatan (engagement)
aktor-aktor strategis disana.
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D. Aktor Negara, Aktor Non Negara, dan Tindakan
Mereka

Dari sisi tindakan aktor, dengan menggunakan kategori yang
lazim digunakan dalam disiplin hak asasi manusi, pelanggaran atas
kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dikategorikan menjadi dua;
yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran
yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Dari 202 bentuk pelanggaran
kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 72 tindakan negara yang
melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor, berbanding 130
tindakanyangdilakukanolehaktornonnegara. Tindakan negaratersebut
meliputi tindakan langsung (by commission), tindakan pembiaran (by
omission), dan pembuatan peraturan diskriminatif (by rule/judiciary).
Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan
pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan
(condoning). Sedangkan tindakan warga negara meliputi tindak pidana,
condoning oleh tokoh masyarakat, dan intoleransi.

Grafik 4.
Perbandingan Aktor Tindakan Pelanggaran

140 - 130
120 |

100 |

80 | 72

60

40

20

Tindakan Negara Tindakan Non
Negara

38



Aktor-aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran
adalah Pemerintah Daerah, dengan 29 tindakan. Aktor negara lainnya
yang juga melakukan tindakan pelanggaran dengan angka yang tinggi
adalah Kepolisian dengan 17 tindakan. Sedangkan tiga institusi dalam
kategori aktor negara lainnya yang melakukan pelanggaran dalam
kelompok 6 (enam) besar teratas adalah institusi pendidikan, dengan
8 tindakan, serta Wilayatul Hisbah dan TNI dengan masing-masing 5
tindakan.

Grafik 5.
Aktor Negara dengan Tindakan Tertinggi
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Tindakan yang paling banyak dilakukan oleh aktor negara (39
tindakan) adalah diskriminasi, dalam dua sub katagori yaitu kebijakan
dan non kebijakan. Jumlah diskriminasi yang dilakukan oleh aktor
negara mencapai 54% dari total tindakan yang berjumlah 72. Tindakan
yang juga banyak dilakukan oleh aktor negara adalah kriminalisasi
sebanyak 9 tindakan. Kemudian pelarangan kegiatan keagamaan
sebanyak 3 tindakan.
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Grafik 6.
Tindakan Tertinggi yang Dilakukan oleh Aktor Negara
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130 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non negara atau nyaris
dua kali lipat dari akumulasi tindakan aktor negara dalam satu tahun.
Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga
negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi
masyarakat. Aktor non negara yang melakukan pelanggaran dengan
angka tertinggi adalah individu dengan 46 tindakan. Disusul kelompok
warga dengan 32 tindakan. Aktor non negara yang paling banyak
melakukan pelanggaran KBB pada kelompok lima besar teratas,
menyusul kelompok warga, berturut-turut adalah: MUI (22 tindakan),
Ormas Keagamaan (15 tindakan), dan Ormas (11 tindakan).

Grafik 7.
Aktor Non Negara dengan Tindakan Tertinggi
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Tindakan yang paling banyak dilakukan aktor non negara adalah
intoleransi (25 tindakan). Pelaporan penodaan agama juga merupakan
tindakan yang banyak dilakukan aktor non negara (23 tindakan).
Di luar dua tindakan tersebut, berturut-turut penolakan kegiatan
keagamaan (13 tindakan), penolakan pendirian rumah ibadah (9), serta
kekerasan, ujaran kebencian, dan perusakan rumah ibadah (masing-
masing 7 tindakan).

Grafik 8.
Tindakan Tertinggi yang Dilakukan oleh Aktor Non Negara
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E. Kelompok Korban

Dari sisi korban, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
di tahun 2018 paling banyak menimpa Warga. Sebanyak 39 peristiwa
dengan berbagai bentuk tindakan menempatkan Jemaat Ahmadiyah
sebagai korban. Sedangkan umat kristiani menjadi korban pelanggaran
KBB. Selain warga, korban tertinggi adalah individu, yaitu dalam dalam
38 peristiwa pelanggaran KBB. Sejumlah umat Kristen menjadi menjadi
korban dalam 18 peristiwa, sedangkan aparatur sipil negara (ASN)
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menjadikorban dalam 9 peristiwa. Pengikut Syiah dan Komunitas LGBT
menjadi korban pelanggaran dalam masing-masing 7 peristiwa. Umat
Katolik menjadi korban dalam 6 peristiwa. Sementara Ahmadiyah,
Mahasiswi, dan Majlis Tafsir Alquran menjadi jorban dalam masing-
masing lima (5) peristiwa.

Grafik 9.
Kelompok Korban Pelanggaran
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F. Gangguan Rumah Ibadah

Mengingat yang menjadi target pelanggaran dalam konteks ini
adalah kelompok agama/keyakinan, maka otomatis yang menjadi
sasaran tindakan pelanggarantaralain tempatibadah mereka. Gangguan
terhadap tempat ibadah dalam peristiwa yang terdokumentasikan pada
tahun 2018 sebagian besar mengarah pada gereja, yaitu sebanyak 13
peristiwa.

Masjid menjadi sasaran gangguan dalam 5 peristiwa. Sebagian
besar masjid yang menjadi korban gangguan adalah Masjid Jemaat
Ahmadiyah. Sisanya, Pura menjadi objek gangguan dalam 2 peristiwa,
sedangkan klenteng menjadi korban gangguan dalam satu peristiwa.
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Grafik 10.
Data Gangguan Rumah Ibadah
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G. Beberapa Catatan Kunci

Dengan mencermati data-data dan analisis pada variabel tingkat
pelanggaran, aktor pelanggaran, serta sikap dan perlakuan negara
sepanjang tahun 2018, SETARA Institute mengambil beberapa
catatan kunci. Pertama, secara umum, angka peristiwa dan tindakan
pelanggaran KBB pada tahun 2018 lalu melanjutkan tren relatif
rendahnya peristiwa dan tindakan dalam dua tahun terakhir. Tahun
2018 jumlah peristiwa hanya naik 5 angka dari sebelumnya 155
peristiwa, sedangkan jumlah tindakan hanya naik 1 poin. Padahal dua
tahun sebelumnya SETARA Institute mencatat angka tertinggi dalam
pemerintahan ini sehingga kondisi KBB pada waktu itu disintesiskan
sebagai situasi supremasi intoleransi. Hal itu menunjukkan, langkah
masyarakat sipil dan pemerintah untuk melawan intoleransi di
tahun politik—melalui countering politisasi identitas, kebangkitan
kelompok-kelompok sipil toleran, kesadaran untuk melawan hoaks
dan menciptakan Pemilu damai, serta kebijakan-kebijakan negara
untuk memberikan ‘perlawanan ideologis’ atas deideologi Pancasila
dan NKRI—telah relatif berhasil mencegah terjadinya peningkatan

43



signifikan dalam angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB.

Kedua, patut mendapat catatan aspek aktor non negara pada data
termutakhir, dimana kelompok warga dan individu semakin dominan
sebagai aktor non negara dengan jumlah tindakan tertinggi. Akumulasi
tindakan individu dan kelompok warga adalah 78 tindakan (individu 46,
kelompok warga 32). Tahun sebelumnya akumulasi tindakan individu
dan kelompok warga 33 tindakan. Bahkan tahun 2016 dimana angka
tindakan dan peristiwa mencapai level tertinggi dalam pemerintahan
ini, akumulasi tindakan kelompok warga dan individu ‘hanya’ 45
tindakan. Dinamika tindakan warga tersebut menunjukkan semakin
meningkatnya kapasitas warga untuk melakukan tindakan pelanggaran
dan restriksi atas hak-hak konstitusional seluruh warga untuk
beragama/berkeyakinan secara bebas. Oleh karena itu dibutuhkan
upaya yang lebih signifikan untuk peningkatan resiliensi sosietal serta
penguatan narasi, etika, dan kultur kewargaan agar tindakan warga
tidak berkontribusi lebih besar bagi peningkatan angka peristiwa dan
tindakan pelanggaran KBB.

Ketiga, tingginya angka tindakan yang dilakukan oleh pelaku non
negara juga harus menjadi perhatian. Terjadi pergeseran drastis dalam
tren tindakan dimana tindakan pelanggaran oleh aktor non negara
hampir dua kali lipat lebih tinggi dari tindakan negara. Data tersebut
menunjukkan bahwa kita dituntut untuk menggunakan perspektif yang
lebih progresif soal pemenuhan KBB sebagai hak dasar. Di samping
kita mesti selalu menuntut negara untuk menunaikan tanggung jawab
dan kewajibannya sebagai duty bearer, kita juga harus memberikan
perhatian pada pentingnya penguatan basis sosial masyarakat sipil

untuk memastikan penguatan praktik dan promosi toleransi dalam tata
kelola kebhinnekaan.

Keempat, berdasarkan data yang ada, beberapa gejala positif
patut diapresiasi sebagai kemajuan dalam isu KBB, antara lain sebagai
berikut. 1] Stabilitas angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB.
2] Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap kelompok-kelompok
minoritas keagamaan, seperti Umat Kristen, Jemaat Ahmadiyah, dan
Syi’ah yang selama ini mendominasi angka korban di hampir setiap
periode riset dan pemantauan. 3] Angka gangguan terhadap rumah
ibadah juga jauh lebih rendah dari rata-rata gangguan yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya. 4] Tindakan pelanggaran yang
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dilakukan oleh aktor negara jauh lebih rendah dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. 5] Mulai marak inisiatif dan gerakan masyarakat
sipil toleran yang selama ini sering dianggap sebagai silent majority
untuk mengambil prakarsa dan peran untuk melawan intoleransi,
diskriminasi, dan paham-paham yang mengarah pada destruksi nilai-
nilai hidup damai bersama dalam perbedaan (peaceful co-existence)
dan penguatan ideologi ekstrimisme dengan kekerasan.

Kelima, dilihat dari tingkat pelanggaran terhadap kelompok-
kelompok minoritas keagamaan yang selama ini selalu dijadikan sasaran
potensial pelanggaran, seperti Umat Kristen, Jemaah Ahmadiyat dan
Syi’ah, sepanjang tahun 2018 pelanggaran yang menimpa secara rata-
rata menurun tajam. Dengan tren tersebut, pelanggaran terhadap
kelompok korban bergeser dari kelompok minoritas agama ke warga
dan individu. Tingginya angka korban pada kategori warga dan
individu beriringan dengan maraknya politisasi agama, penggunaan
sentimen-sentimen keagamaan—termasuk untuk tindakan-tindakan
yang sering dihakimi sebagai penistaan agama dan penistaan ulama—
yang berujung pada maraknya tindakan persekusi, intimidasi, serta
pelaporan penodaan agama dan ujaran kebencian.

Keenam, dalam hal angka gangguan terhadap rumah ibadah,
kemajuan signifikan sebenarnya sudah bisa dilihat pada tahun 2016.
Bandingkan dengan periode riset sebelumnya yang selalu di atas 20.
Pada tahun 2015, gangguan terhadap rumah ibadah terjadi sebanyak 30
kali dan tahun sebelumnya 26. Bahkan, angka tahun 2013 mencapai 65
gangguan terhadap rumah ibadah. Gambaran menurunnya gangguan
terhadap rumah ibadah berbanding lurus dengan penyelesaian beberapa
persoalan administratif pendirian rumah ibadah, seperti yang terjadi di
Jambi dimana masalah IMB yang selalu mengalami hambatan selama
dua dekade akhirnya selesai pada tahun 2017. Beberapa pemerintah
daerah juga melakukan inisiatif untuk melakukan pendataan dan
memutihkan administrasi perizinan rumah ibadah, seperti yang
dilakukan oleh Bupati Gunungkidul DI Yogyakarta.

Ketujuh, berdasarkan data kondisi KBB tahun 2018, pemerintah
daerah masih tercatat sebagai aktor negara yang menempati peringkat
teratas pelaku pelanggaran KBB. Data tersebut melanjutkan tren
tahun 2017 dan beberapa tahun sebelumnya bahwa pemerintah lokal
merupakan salah satu kontributor terbesar pelanggaran kebebasan
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beragama/berkeyakinan. Untuk itu, pemerintah pusat harus
memberikan perhatian khusus bagi regulasi-regulasi di tingkat pusat
yang memberikan peluang atau bahkan memicu pemerintah daerah
untuk melakukan pelanggaran KBB. Di samping itu, pemerintah daerah
harus memberikan perhatian yang lebih kepada aparat di masing-
masing untuk meningkatkan perspektif HAM dan toleransi sehingga
dapat menghadirkan kesetaraan dalam tata kelola pemerintahan
daerahnya masing-masing, terutama dalam isu-isu yang berkenaan
dengan identitas sosio-religius warganya.

Di atas kedua regulasi ministerial tersebut, pemerintah juga harus
menunjukkan keseriusan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1/
PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dari sisi konten UU ini mengandung kelemahan akut. Pasal 1,
misalnya, menegaskan bahwa: “Setiap orang dilarang di muka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum,
untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut
di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran
dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama
itu.” Ketentuan itu memberikan ruang sangat elastis bagi siapapun,
termasuk pemerintah dan peradilan, untuk mendiskriminasi pemeluk
agama dengan tafsir yang secara subjektif dinilai “tidak sejalan”
dengan tafsir mayoritas. Hal ini menyebabkan fenomena eksklusi
kelompok-kelompok minoritas, yang jelas-jelas tidak selalu atau
hampir dipastikan tidak sejalan dengan mayoritas. Dengan konstruksi
logis demikian, akan selalu terbuka potensi kekerasan demi kekerasan
kepada minoritas yang tidak sejalan dengan tafsir dan keyakinan
mayoritas tersebut.

Di samping itu, dengan UU tersebut negara mengintervensi
terlalu jauh ke dalam ruang privat terdalam (forum internum)
individu warga negara, bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati
mereka. Negara telah melakukan kekerasan legal yang serius dengan
pilihan untuk menjadi “polisi moral” tersebut. Dengan ketentuan
demikian, negara tidak mungkin menjamin kepastian hukum bagi
seluruh warga negara dengan membentuk dan menerapkan undang-
undang yang mengatur objek dan substansi yang abstrak, kabur, dan
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absurd. Dengan absurditas tersebut maka akan muncul kemungkinan-
kemungkinan Negara mendasarkan diri pada aturan-aturan yang
melegitimasi status sebagai “polisi moral” tersebut, dan fatwa MUI
lah yang biasanya menjadi landasan bertindak. Secara faktual, UU ini
telah memicu terjadinya “banjir kasus” penodaan agama. Sepanjang
tahun 2017 terjadi 12 kasus penodaan agama. Dalam catatan SETARA
Institute terdapat 109 kasus penodaan agama sejak pengadopsian
ketentuan hukum penodaan agama melalui Penetapan Presiden
(PNPS) pada tahun 1965.

Selain itu, patut juga dilihat mulai muncul inisiatif dan gerakan
masyarakat sipil toleran yang selama ini sering dianggap sebagai
silent majority untuk mengambil prakarsa dan peran untuk melawan
intoleransi, diskriminasi, dan paham-paham yang mengarah destruksi
nilai-nilai hidup damai bersama dalam perbedaan (peaceful co-
existence) dan ideologi ekstrimisme dengan kekerasan (violent
extremism). Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok ormas keagamaan dalam bentuk pembubaran
pengajian dan penolakan ceramah keagamaan dari para tokoh agama
yang diduga penganjur anti demokrasi dan anti Pancasila, tetap harus
kita sebut sebagai cacatan negative pelanggaran di satu sisi. Namun di
sisi lain, hal itu juga perlu diapresiasi sebagai indikasi dari kebangkitan
kelompok-kelompok toleran, moderat, serta pro demokrasi,
kebhinnekaan, dan negara Pancasila. Dalam konteks itu, maka yang
sesungguhnya diperlukan adalah kehadiran negara dan aparatusnya
untuk menjadi penjamin dan promotor bagi terwujudnya toleransi dan
tertib hukum.

Namun demikian, “kemajuan kecil” di atas berhadap dengan
konteks tahun politik elektoral pada tahun 2018 dan 2019 yang
berpotensi untuk (1) semakin menguatkan fenomena politisasi
agama dan pembelahan sosial menggunakan sentimen-sentimen
keagamaan untuk kepentingan perebutan kekuasaan dalam Pilkada,
Pemilu, dan Pilpres, (2) mengurangi fokus dan mengalihkan energi
pemerintah dari agenda-agenda promosi toleransi dan pemajuan
jaminan hak-hak konstitusional warga atas kebebasan beragama/
berkeyakinan.
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H. Kondisi KBB dalam 12 Tahun

Berkaitan dengan transisi pemerintahan dari periode pertama
pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan keduanya, SETARA
Institute merasa penting untuk memberikan paparan sekilas
tentang tren pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam
12 tahun. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
kepada publik tentang kemajuan dan kemunduran dalam jaminan
KBB.

Dalam 12 tahun terakhir, terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran KBB
dengan 3.177 tindakan. Jika data longitudinal tersebut diturunkan ke
dalam satuan waktu yang lebih spesifik, berarti terjadi 16.7 peristiwa
dengan 22,1 tindakan dalam sebulan atau 4,2 peristiwa dengan 5,5
tindakan per pekan. Fluktuasi jumlah peristiwa dan tindakan setiap
tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 11.
Peristiwa dan Tindakan dalam 12 Tahun
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Peristiwa KBB dan sekaligus tindakannya dalam 12 tahun terakhir
menyebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Daftar 10
provinsi dengan peristiwa tertinggi dalam 12 tahun terakhir dapat
digambarkan dalam tabel berikut.
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Tabel 1.
Sebaran Peristiwa dalam 12 Tahun

Provinsi Total Peristiwa

Jawa Barat 629
DKl Jakarta 291
Jawa Timur 270
Jawa Tengah 158
Aceh 121
Sulawesi Selatan 112
Sumatera Utara 106
Sumatera Barat 104
Banten 90
Nusa Tenggara Barat 76

Komposisi 10 provinsi dengan peristiwa tertinggi tersebut
mengalami sedikit perubahan jika spektrum waktunya dipersempit
dalam 5 tahun terakhir atau pemerintahan Presiden pertama Presiden
Joko Widodo. Komposisi 10 provinsi dengan angka peristiwa tertinggi
sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.
Sebaran Peristiwa dalam 5 Tahun Periode Pertama Presiden Joko
Widodo
Jawa Barat 162
DKl Jakarta 113
Jawa Timur 98
Jawa Tengah 66
Aceh 65
DI Yogyakarta 37
Banten 36
Sumatera Utara 28
Sulawesi Selatan 27
Sumatera Barat 23
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Sedangkan fluktuasi jumlah peristiwa-peristiwa di provinsi
tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 12.
Fluktuasi Peristiwa Per Provinsi dalam 12 Tahun

90 91

80 80
76

73

70

60

50

40

30

#

20 21

17

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

JawaBarat

DKl Jakarta JawaTimur JawaTengah

Aceh

Sulawesi Selatan = Sumatera Utara = Sumatera Barat

= Banten e Nusa Tenggara Barat  ccoeeee Linear (Sulawesi Selatan)

Dalam 12 tahun terakhir, tindakan aktor non negara hampir
selalu lebih rendah dibandingkan dengan aktor negara. Fluktuasi

perbandingan aktor negara dengan aktor non negara dapat digambarkan
dalam grafik berikut.
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Grafik 13.
Fluktuasi Tindakan Negara dan Non Negara dalam 12 Tahun
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Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB
dalam 12 tahun terakhir adalah kepolisian, disusul kemudian oleh
Pemerintah Daerah. Komposisi aktor negara pelanggar KBB dalam 12
tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.
Pelaku Negara dalam 12 Tahun

Aktor Negara Jumlah Tindakan

Kepolisian 480
Pemerintah Daerah 383
Kementerian Agama 89
Pengadilan 71
Satpol PP 71
Kejaksaan 68
TNI 63
DPRD 38
Institusi Pendidikan 35
Pemerintah Desa 33
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Dinamika jumlah tindakan oleh 5 aktor negara dalam 12 tahun
terakhir dapat digambarkan seperti pada grafik berikut.

Grafik 14.
Dinamika Aktor Negara dalam 12 Tahun
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Sedangkan fluktuasi 5 besar aktor negara pelanggar KBB dalam 5
tahun terakhir tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 15.
Dinamika Lima Besar Aktor Negara dalam 5 Tahun
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Akumulasi aktor non negara pelanggar KBB selama ini selalu lebih
tinggi dari aktor negara. Siapa mereka? Aktor non negara pelanggar
KBB yang menempati 10 teratas dalam 12 tahun terakhir dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 4.
Pelaku Negara dalam 12 Tahun

Aktor Non Negara Jumlah Tindakan

Kelompok warga 600
Ormas Keagamaan 249
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 242
Front Pembela Islam (FPI) 181
Individu 92
Forum Umat Islam (FUI) 56
Tokoh Agama/Masyarakat 35
Ormas 33
Gerakan Reformasi Islam (GARIS) 26
Perusahaan 26

Apabila dispesifikkan pada data 5 tahun terakhir, terjadi perbedaan
komposisi aktor non negara pelanggar KBB. Gambarannya disajikan
pada tabel berikut ini.

Tabel 5.
Pelaku Non Negara dalam 12 Tahun

Kelompok warga 183
Ormas Keagamaan 91
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 77
Individu 57
Front Pembela lslam (FPI) 54
Ormas 20
Forum Umat Islam (FUI) 18
Perusahaan 13
Tokoh Agama/Masyarakat 11
Gerakan Pemuda (GP) Ansor 9

53



Sedangkan fluktuasi tindakan aktor non negara pada 10 peringkat
teratas dalam 12 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 16.
Dinamika Aktor Non Negara dalam 12 Tahun
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Sedangkan dinamika aktor non negara pelanggar KBB dalam 5
tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 6.
Pelaku Non Negara dalam 5 Tahun

Aktor Non Negara/ Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Kelompok warga 41 40 42 28 32
Ormas Keagamaan 11 19 33 13 15
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 15 13 17 10 22
Individu 0 0 6 5 46
Front Pembela Islam (FPI) 14 11 16 6 7
Ormas 3 1 0 5 11
Forum Umat Islam (FUI) 6 2 1 3 6
Perusahaan 1 7 4 0 1
Tokoh Agama/Masyarakat 0 8 1 2 0
Gerakan Pemuda (GP) Ansor 1 1 0 4 3
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Adapun korban yang menjadi objek pelanggaran KBB tertinggi

dalam 12 tahun terakhir adalah Ahmadiyah. Berikut daftar korban

pelanggaran KBB dalam 10 peringkat teratas.

Tabel 7.
Kelompok Korban dalam 12 Tahun

Korban Jumlah Peristiwa

Ahmadiyah 554
Aliran Keagamaan 334
Umat Kristen 328
Individu 314
Syiah 153
Warga 139
Umat Islam 79
Umat Katolik 51
Gafatar 49
Pelajar/Mahasiswa 42

Fluktuasi peristiwa yang menimpa 5 peringkat teratas korban
pelanggaran KBB dalam 12 tahun dapat digambarkan sebagaimana
dalam grafik berikut.

Grafik 17.
Dinamika Kelompok dalam 12 Tahun
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Sedangkan dinamika korban pelanggaran KBB pada 10 peringkat

teratas dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 8.
Kelompok Korban dalam 5 Tahun

Korban/ Tahun 2014 2015 2016
Individu 19 22 22 59 38
Warga 5 29 33 20 39
Umat Kristen 25 27 20 15 18
Syiah 15 28 23 10 7
Aliran Keagamaan 36 13 19 5 0
Ahmadiyah 11 12 27 8 5
Umat Islam 12 21 9 0 3
Gafatar 0 9 36 0 0
Pelajar/Mahasiswa 3 8 12 8 2
Penghayat Kepercayaan 7 1 0 0 3

Gangguan terhadap rumah ibadah dalam 12 tahun terakhir

mencapai 398 gangguan, dengan rincian sebagaimana digambarkan
dalam tabel berikut.

Tabel 9.
Gangguan Rumah Ibadah dalam 12 Tahun

Rumah Ibadah Jumlah Gangguan
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Gereja 199
Masjid 133
Rumah Ibadah Kepercayaan 32
Vihara 15
Klenteng 10
Pura 8
Sinagog 1
398
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Sedangkan fluktuasi gangguan terhadap seluruh rumah ibadah
dalam 12 tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana dalam grafik
berikut.

Grafik 18.
Dinamika Gangguan Rumah Ibadah dalam 12 Tahun
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Data-data tersebut menunjukkan bahwa isu pemajuan KBB dan
toleransi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang mesti
ditangani secara komprehensif. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin
sebagai pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 hendaknya mengambil
tindakan konkrit untuk merawat kemajemukan dan memperkuat
negara Pancasila. Pemerintah mesti mengambil langkah berani
melalui agenda-agenda terobosan, untuk: (1) meruntuhkan supremasi
intolerani dan merespons konsolidasi kelompok-kelompok intoleran
dan vigilante dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi,
(2) mencegah berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap
kebebasan beragama/berkeyakinan dan pelanggaran terhadap hak-
hak minoritas keagamaan, dan (3) menegaskan sikap zero tolerance
terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kebhinekaan
dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI. Dalam mengambil tiga
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terobosan kunci, SETARA Institute menekankan agar seluruh tindakan
yang diambil oleh pemerintah, harus tetap terukur dengan menjunjung
nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. []
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Bab 3
Potret Umum KBB di Tingkat Lokal

A. Pengantar

umum memotret peristiwa pelanggaran yang terjadi di

seluruh Indonesia sepanjang tahun 2018. Akan tetapi,
SETARA Institute juga memberikan perhatian khusus pada 12
provinsi yang merupakan lokasi riset. Pada 12 lokasi ini, SETARA
Institute menuliskan laporannya secara terpisah dalam laporan
tematik. Untuk memperoleh gambaran secara umum, pada bab
IV akan disajikan ringkasan temuan-temuan riset di 12 provinsi
yang diklasifikasi ke dalam 4 tema, yaitu: (1) Revivalisme Islam
dan Pelembagaan Perda Syariah, yang mencakup temuan riset di
Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat; (2) Penguatan
Konservatisme dalam Perubahan Sosial-Politik: Jakarta, Jawa Barat
dan Jambi; (3) Dinamika Toleransi dalam Mayoritarianisme Agama
di Tingkat Lokal, yang mencakup Bali, Sulawesi Utara dan Nusa
Tenggara Timur (NTT); dan (4) Dinamika Interaksi Sosioreligious
dalam Tata Kelola Kebinekaan, yang mencakup Yogyakarta, Jawa
Tengah dan Kalimantan Barat.

Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan secara
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B. Revivalisme Islam dan Pelembagaan Perda Syariah:
Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Revivalisme Islam di Indonesia mutakhir lebih tepat dibaca
sebagai reaksi atas dinamika sosial-politik kenegaraan sepanjang Orde
Baru, dibanding sebagai ekspresi otentik dan pergumulan keagamaan
yang menuntut resurgensi yang berpusat pada imaji masa lalu kejayaan
Islam. Meskipun revivalisme bersumber dan memusat pada respons
situasi eksternal, adopsi pandangan keagamaan ‘orginal’ kemudian
menjadi daya rekat dari gerakan revivalisme Islam yang lebih banyak
bersentuhan dengan kondisi politik kebangsaan. Dengan kata lain,
teologi dan doktrin keagamaan revivalis kemudian menjadi instrumen
Islam politik untuk berkontes dalam penyelenggaraan republik.

Jika secara teologi dan doktrin keagamaan berkonsentrasi pada
pemurnian ajaran Islam dan islamisasi ruang publik; maka dalam
konteks politik kenegaraan, gerakan revivalis juga memperjuangkan
aspirasi politik yang berbeda dengan gagasan republik, dimana jalan
kembali pada kebangkitan Islam sebagai satu-satunya jalan keluar dari
kemelut mutakhir yang dihadapai oleh bangsa-bangsa yang mayoritas
berpenduduk Islam, termasuk di Indonesia. Aspirasi politik yang paling
mencolok dari revivalisme Islam adalah pelembagaan syariah Islam
dalam tatanan Negara-bangsa.

Dikutip dari Khamami Zada? Oliver Roy (1994) dalam The Failure
of Political Islam, menyebut kelompok yang mendorong pemberlakuan
syariah Islam sebagai fundamentalis. Roy mencontohkan gerakan ini
seperti mereka yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin, Hizbut
Tahrir, Jama’ati Islami, dan Islamic Salvation Front (FIS).» Salah satu
ciri teologi dan doktrin keagamaan utamanya adalah kembali kepada
kepercayaan fundamental agama dalam semua praktik kehidupan
keagamaan yang secara literal mendasarkan pada al-Qur’an dan
Sunnah. Karen ciri ini, John L. Esposito (1992) lebih suka menyebut
kelompok ini dengan revivalisme Islam.”

27 K. Zada. (2002). Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras
di Indonesia. Jakarta: Teraju, 181.

28 O. Roy. (1994). The Failure of Political Islam, London: I.B. Tauris & Co Ltd,
2-4.

29 J. L.Esposito. (1992). The Islamic Threat Myth or Reality?. Oxford: Oxford
University Press, 7-8.
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Jika dilacak, maka kelompok revivalis ini sebenarnya telah tumbuh
sejak lama di republik. Pada abad ke-20, sebagai respons eksternal dan
semangat nasionalisme, politik identitas Islam ditujukan untuk melawan
kolonialisme Belanda dan devrivasi ekonomi-politik yang melahirkan
Sarekat Islam (SI) dengan ideologi revivalisme Islam, Mahdiisme atau
Ratu Adil dan antikolonialisme.® Gerakan ini kemudian menguat
pada Masyumi, Darul Islam (DI) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia
(DDII).** DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan
secara serius dan terorganisir pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah.
Sebelum peran ini diambil alih oleh Departemen Agama, DDII menjadi
agen utama untuk distribusi beasiswa dari Rabithah Alam Al-Islami
yang didukung pendanaannya oleh Saudi Arabia untuk belajar di Timur
Tengah. Untuk memudahkan hubungan dengan Saudi Arabia, DDII
bahkan membuka kantor di Riyadh pada tahun 1970-an. Hingga 2004,
DDII telah mengirim sebanyak 500 mahasiswa ke Timur Tengah dan
Pakistan. Mereka kebanyakan direkrut dari kader organisasi-organisasi
Islam modernis yang secara struktural dan kultural terkait dengan
Masyumi. Para alumnus pendidikan Timur Tengah inilah yang menjadi
aktor utama penyebaran gerakan revivalisme Islam di Indonesia.*

Sejatinya, revivalisme keagamaan adalah fenomena vyang
lazim terjadi di banyak setiap agama. Menjadi persoalan kemudian,
ekslusivismeajaran keagamaan yang dipilih menjadidoktrin gerakannya
menegasikan kelompok yang berbeda. Di sinilah revivalisme Islam
mendapati tantangannya. Dalam konstruksi masyarakat majemuk,
seperti Indonesia, ideologi revivalis jelas tidak kompatibel. Meskipun
tidak menggunakan pendekatan violent dalam mencapai tujuannya,
kelompok revivalis yang dalam perkembangan mutakhir menggunakan
jalur politik untuk mewujudkan gagasannya, telah mengikis jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan, yang justru merupakan jaminan
konstitusional dan HAM dalam Konstitusi republik.

30 A. Azra. (2000). “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam Gatra
Edisi Khusus, 44.

31 I. Hasani (ed.). (2010). Wajah Para Pembela Islam, Jakarta: Pustaka
Masyarakat Setara.

32 M. Imdadun Rahmat. (2005). Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan
Revivalisme Islam ke Indonesia (1980-2002). Jakarta: Erlangga, 83.
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Revivalisme yang tumbuh di tengah masyarakat majemuk
kemudian diidentifikasi sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Sepanjang ekspresi keagamaan itu berorientasi pada pemurnian
internal kelompoknya, maka kerangka demokrasi mesti mengafirmasi.
Tetapi nature dakwah keagamaan yang menyeru seluas-luasnya
umat telah menimbulkan reaksi dari kelompok keagamaan lain.
Belum lagi pergumulannya dengan teks-teks keagamaan literal yang
memungkinkan pemahaman keagamaan radikal. Tampak jelas bahwa
revivalisme adalah environtment yang kontributif pada radikalisasi
pandangan keagamaan Islam.

Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan 2018
yang disusun oleh SETARA Institute secara paralel menyajikan
laporan tematik yang membahas dan mendalami tema spesifik untuk
menangkap kecenderungan di tingkat provinsi tentang fenomena
dan praktik bernegara dan hubungannya dengan jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan. Meluasnya adopsi syariah Islam sebagai
bagian dari hukum positif dan islamisasi ruang publik jelas tidak bisa
dipisahkan dari gerakan revivalisme Islam Indonesia.

Merangkum pembacaan dan temuan riset dari Aceh, Sumatera
Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB), SETARA Institute memberi
topik Revivalisme Islam dan Pelembagaan Syariah. Dalam konstruksi
ketatanegaraan, tiga daerah ini memiliki perbedaan kewenangan. Jika
Aceh mengadopsi desentralisasi asimetris, maka Sumatera Barat dan
Nusa Tenggara Barat mengadopsi desentralisasi simetris atau biasa,
sebagaimana umumnya daerah lain. Dengan desentrasisasi asimetris
dan ‘kewenangan’ menerapkan syariah Islam, Aceh menjadi salah satu
contoh bagaimana pelembagaan syariah Islam dalam hukum daerah
(qanun) yang paling agresif. Sedangkan Sumatera Barat yang memiliki
tradisi keagamaan-adat sangat kuat sebagaimana tertuang dalam
adat basandi syara, syara basandi kitabullah, meskipun tidak diberi
kewenangan eksplisit seperti Aceh, menampilkan performa yang sama
dengan Aceh, yakni adopsi syariah Islam dalam hukum daerah dalam
bentuk perda-perda syariah. Meskipun masih terbatas pada hukum
perdata Islam, akselerasi penerapan dan penerimaan publik Sumatera
Barat telah mengokohkan justifikasi sosiologis keberlakuan produk
hukum daerah yang berbasis agama. Sementara Nusa Tenggara Barat,
berbekal kewenangan atribusian sebagaimana dijamin dalam Pasal 18
ayat (6) dan Pasal 18B UUD Negara RI 1945, juga mengoptimalkan
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dominasi mayoritas Islam sebagai justifikasi pelembagaan syariah Islam
menjadi produk hukum daerah.

Marzi Africo yang menulis tentang Dinamika dan Harapan
Pengelolaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di
Aceh, secara umum menggambarkan secara komprehensif fenomena
keagamaan baru di Aceh yang merupakan bentuk revitalisasi dari
praktik keislaman di masa lalu, sebelum era konflik Aceh berlangsung.
Africo mendeskripsikan secara kritis bagaimana dinamika hubungan
antar pemeluk agama dan keyakinan di Aceh. Otonomi khusus yang
efektif berjalan sejak 2006, dianggap gagal menjalankan mandatnya
untuk mengakselarasi pembangunan di Aceh. Hal yang justru menguat
di era ini adalah penguatan politik identitas di masyarakat Aceh, yang
berdampak buruk pada kemerdekaan minoritas dalam menjalankan
keyakinan mereka.

Dengan segenap kewenangan yang dimiliki, Aceh telah menjadi
pelopor pelembagaan syariah Islam dalam tatanan pemerintahan
daerah. Revivalisme Islam yang lebih menyerupai kebangkitan gairah
beragama sangat kuat terjadi di Aceh. Majelis-majelis dzikir tumbuh
subur berjalin kelindan dengan topangan penguasa setempat yang
dalam event-event tertentu juga menjadi pendukung peningkatan
elektabilitas kandidat yang sehaluan. Fenomena ini tentu saja bukanlah
keburukan dalam beragama, tetapi penggunaan sumber daya negara
untuk memperkokoh dominasi agama dalam relasi sosial bisa saja
menjadi persoalan.

Qanun-qanun di Aceh adalah gambaran bagaimana kelompok
revivalis Islam secara substantif gagasan menguasai panggung politik
lokal. Dukungan pelembagaan ini bukan hanya datang dari partai
politik Islam tetapi hampir semua partai politik mendukung gagasan
ini, karena dapat memetik insentif politik elektoral dari keberlakuan
qanun-ganun yang dalam konstruksi ketatanegaraan, sebenarnya
bermasalah lantaran bertentangan dan/atau inkonsisten dengan
jaminan-jaminan yang ada dalam Konstitusi Indonesia.

Selanjutnya, Sudarto dari Sumatera Barat menulis tentang Potret
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Sumatera Barat. Dalam
artikel ini, Sudarto merekam berbagai peristiwa yang terjadi di Sumatera
Barat, bukan hanya peristiwa yang terjadi pada periode riset tetapi juga
peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh-jauh sebelumnya. Dengan sajian
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ini, pembaca dapat memperoleh gambaran utuh tentang dinamika
kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat.

Isu sentral terkait pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
diSumatera Barat yang dibahas oleh Sudarto utamanya menyangkut hak
menjalankan ibadah secara bersama-sama/berjamaah dan mendirikan
tempat ibadah bagi komunitas non-muslim di banyak daerah. Sebagai
daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Sumatera Barat
mencatatkan temuan menarik, dari 19 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Barat, hanya terdapat 9 kabupaten/kota saja daerah yang
mempunyai rumah ibadah resmi bagi pemeluk agama selain Islam.
Padahal, bisa dipastikan bahwa di setiap daerah terdapat pemeluk
agama selain Islam. Selain problem bawaan yang melekat dalam
Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah,
dimensi adat dan relasi antar-agama juga memberikan pengaruh kuat
tidak terjaminnya kebebasan warga mendirikan tempat ibadah.

Sama seperti Aceh, Sumatera Barat juga termasuk provinsi yang
gemar memproduksi perda-perda berbasis agama. Favoritisme dalam
tata kelola pemerintahan daerah menjadi dasar adopsi syariah Islam
dalam hukum positif. Meskipun berbeda dengan Aceh yang sudah
mengatur hukum publik (pidana), di Sumatera Barat masih terbatas
pada hukum-hukum perdata Islam. Perda-perda tentang kewajiban
mengaji, tata cara berpakaian, dan lain-lain, sepintas tidak menjadi
persoalan, apalagi sudah diproses melalui prosedur demokratis yang
tersedia. Akan tetapi jika ditelisik, bisa menjadi instrumen pelembagaan
diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap warga
negara.

Sajian ketiga ditulis oleh Abdul Wahid dan Atun Wardatun
yang menulis Penguatan Konservatisme dan Dinamikanya dalam
Perubahan Sosial Politik: Konteks Nusa Tenggara Barat. Imajinasi
kehidupan keagamaan Islam di NTB memusat pada Kesultanan Bima
di masa lampau. Narasi revivalisme Islam bertolak dari sejarah lokal
NTB yang islami, telah mempertajam kontestasi keagamaan antar
organisasi keagamaan di NTB. Organisasi semacam Nahdlatul Wathan
(NW), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi
tantangan yang sama, yakni memastikan konservatisme yang menguat
tidak merusak daya tahan warga NTB menjadi intoleran.

Di NTB yang terjadi sebenarnya adalah favoritisme yang

64



dilembagakan dalam kehidupan berpemerintahan dan akomodasi
hukum perdata Islam menjadi hukum positif daerah. Berbeda dengan
Aceh yang sangat efektif, pelembagaan syariah Islam di NTB lebih
merupakan bagian dari politisasi identitas untuk tujuan politik, karena
yang sesungguhnya sedang bekerja di NTB adalah perang narasi
antarkelompok intoleran dengan kelompok moderat Islam. Kelompok
moderat Islam mengalami kerepotan luar biasa dengan ancaman narasi
keagamaan ekslusif yang hari ini sudah menguasai sekolah-sekolah,
perguruan tinggi, dan institusi-institusi pemerintahan.

Wahid dan Wardatun meyakini bahwa kelompok intoleran
yang anti kemajemukan anti-Pancasila beroperasi di atas pandangan
konservatisme beragama. Mereka menjadi pembentuk dan pelanggeng
sikap konservatisme dalam konteks kehidupan sosial keagamaan
masyarakat NTB. Benih-benih kekakuan kelompok yang belum secara
penuh menerima Pancasila sebagai dasar negara ikut membentuk
persepsi keagamaan masyarakat. Demikian pula masih berlangsungnya
relasi kuasa mayoritas terhadap minoritas serta ketidaktegasan pranata
hukum dan otoritas negara menindak pelaku kekerasan menyumbang
terhadap kemapanan konservatisme.

Energi pendorong terbesar pelembagaan syariat Islam di NTB
datang dari pergerakan kalangan muda muslim di Bima dalam
pencarian ulang identitas. Citra Bima lama sebagai daerah Islam
dengan penerapan syariah Islam melalui lembaga Mahkamah Syariyah
seringkali menjadi rujukan terutama oleh kalangan pendukung syariah
Islam, seperti elemen-elemen HTI, FUI, FPI, juga sebagian unsur-
unsur Muhammadiyah. Romantisisme historis terhadap masa lampau
Bima yang digambarkan jaya dalam panji Islam di masa Kesultanan
ditransformasikan oleh generasi tua yang masih mewarisi ingatan
sejarah itu kepada generasi muda yang sudah kabur memorihistoriknya.

Dalam lanskap pertarungan gagasan keagamaan sebagaimana
dipaparkan oleh dua penulis dari NTB ini, maka menjadi jelas mengapa
NTB juga mencatatkan sejumlah peristiwa kekerasan atas nama agama.
Peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas berlangsung di Pulau
Lombok, seperti Peristiwa 171 (2000), penyerangan kepada kelompok
Ahmadiyah di Kota Mataram (2006), penyerangan kepada kelompok
Salafi di Lombok Barat (2006 sebanyak dua kali), dan peristiwa
penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah di Lombok Timur (2018).
Peristiwa 171 adalah kekerasan paling massif yang pernah terjadi di
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Kota Mataram, mengakibatkan kerusakan beberapa bangunan ibadah
umat Kristen dan eksodusnya banyak keluarga Kristen dan etnis
Tionghoa. Dalam konteks yang demikian pula, kreasi resolusi konflik
bagi pengungsi Ahmadiyah di Wisma Transito, Mataram tak kunjung
berhasil.

Laporan tentang Revivalisme Islam dan Pelembagaan Syariah
yang digambarkan tiga artikel yang mengulas kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan di dari Aceh, Sumatera Barat dan Nusa
Tenggara Barat menggambarkan bahwa pelembagaan syariah Islam
menjadi hukum positif di tingkat lokal merupakan artikulasi poltik
revivalis yang ditopang oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang
tidak cakap mengelola kemajemukan. Selain itu, imajinasi kejayaan
masa lalu dalam panji-panji Islam yang dikembangkan sebagai
narasi pengantar gagasan-gagasan revivalis telah membuat gagasan
pelembagaan perda-perda syariah mendapat justifikasi sosiologis warga.
Sebagai gagasan yang bertolak dari pandangan keagamaan ekslusif,
perda-perda syariah jelas menjadi tantangan bagi jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan yang mensyaratkan ideologi kemajemukan
tumbuh subur dan berkembang di suatu daerah.

Membaca konteks Aceh dalam satu dekade ini, jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan sulit berkembang, meski ada hal-
hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak untuk membangunnya.
Akan tetapi sentimen narasi pelemahan Islam yang dieksploitasi
oleh pemimpin sosial dan beberapa pemimpin politik di Aceh,
telah memperkuat kecurigaan warga dan sikap antipati terhadap
pembaruan. Dalam kehidupan sosial-keagamaan, kelompok revivalis
Aceh sedang menikmati previlege dari otonomi asimetris yang
diberikan oleh pemerintah pusat sekaligus menjadikannya sebagai
bargaining dengan pemerintah pusat, baik secara diam-diam maupun
secara terbuka.

Harapan bagi perubahan sosial-politik di Aceh terletak pada
generasi muda dan kelompok kritis di sektor civil society organization
dan sebagian intelektual kampus yang masih terbuka. Pembaruan Aceh
menghadapi tantangan dari sikap permisif para pengkaji Aceh pada
penerapan syariah Islam. Pengutamaan pembenaran sosio-historik
dan otonomi asimetris justru telah menutup ruang-ruang pembaruan.
Dalam konstruksi Aceh, otonomi asimetris tetap terikat pada jaminan
konstitusional yang termaktub dalam UUD Negara RI 1945. Dengan
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kata lain, otonomi asimetris bukanlah jalan hegemonik kelompok
mayoritas terhadap minoritas agama.

Hampir sama dengan Aceh, tantangan terberat advokasi atau
sekedar promosi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di
Sumatera Baratberpusat pada hegemoni narasikekhasan Sumatera Barat
yang secara sosiologis memiliki sejarah keislaman kuat. Favoritisme
yang meluas di banyak sektor kemudian berimplikasi padan rendahnya
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat.
Salah satu isu yang paling sentral adalah menyangkut hak-hak yang
berhubungan dengan izin pendirian rumah/tempat ibadah. Persoalan
penolakan rumah/tempat ibadah secara resmi pada banyak kabupaten/
kota disebabkan oleh persoalan struktural maupun kultural, yakni
keterbatasan regulasi yang menjamin dan lemahnya kepemimpinan
politik pemerintah daerah yang tidak berani mengambil risiko, meski
untuk menjalankan mandat konstitusional. Klaim identitas islami
dan adagium “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”, telah
membuat masyarakat permisif terhadap pengabaian jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan.

Pemanfaatan jaminan konstitusional untuk mengadopsi
kekhususan daerah sebagai salah satu tema yang bisa diatur oleh
kepala daerah telah digunakan secara eksploitatif yang justru ditujukan
untuk memetik insentif politik elektoral. Episode UU 22 Tahun 1999,
UU 32 Tahun 2014, dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, tidak pernah merumuskan secara tegas batasan atau margin
of appreciation sebuah norma keagamaan bisa diadopsi menjadi
hukum positif di suatu daerah. Akibatnya, fakta 421 kebijakan daerah
diskriminatif (Komnas Perempuan, 2016) dan fakta 145 produk hukum
daerah intoleran (SETARA Institute, 2019) tidak pernah memperoleh
penanganan memadai dari negara. Pembiaran ini secara tidak langsung
merupakan bentuk rekognisi politik atas tata kelola pemerintahan
daerah yang mengancam kemajemukan.

Dalam situasi yang demikian, perda-perda syariah terus menerus
menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara.
Bukan hanya menyasar kelompok yang berbeda agama, siswa sekolah,
perempuan dan juga aparatur sipil negara yang memiliki pandangan
keagamaan berbeda dari mainstream yang hegemonik menjadi korban
diskriminasi.
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Menguatnya politik identitas, hampir terjadi di semua wilayah
riset sebagai dampak lanjutan dari Pilkada DKI Jakarta (2017), Pilkada
Serentak (2018) dan Pipres (2019). Di tiga provinsi yang menjadi area
riset, politik identitas tampak sangat kuat, dan mengunggulkan suara
Prabowo-Sandi yang diasumsikan sebagai kandidat presiden/wakil
presiden yang menjanjikan akomodasi politik kelompok revivalis.
Narasi antikemajemukan, anti-China, PKI, dan lain sebagianya
berkumandang di mimbar-mimbar keagamaan.

Melihat perkembangan konservatisme yang sistematis dan
sudah mengakar di NTB, memang diperlukan kerja cerdas dari
berbagai pihak. Tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Bruinessen,
konservatisme ini bisa berkembang jika pemerintah tidak kuat dan
tegas menyikapi munculnya dan tumbuhnya aliran-aliran tersebut.
Di tingkat lokal, gaya kepemimpinan kultural yang dikembangkan
oleh Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi - sering dipanggil
TGB (Tuan Guru Bajang) pada periode sebelumnya, cukup mewarnai
dinamika gerakan keagamaan, khususnya di kalangan masyarakat
Lombok. TGB yang berasal dari kalangan Nahdlatul Wathan (NW)
yang berhaluan Aswaja dapat memaksimalkan posisi politiknya
untuk memengaruhi perkembangan keagamaan. Tapi pada TGB juga
favoritisme menyebarluas di banyak sektor pelayanan.

Berharap perubahan pada NU, NW dan juga Muhammadiyah
memang dapat berkontribusi pada moderasi pandangan keagamaan.
Tetapimengingatvirusintoleransiyang dipromosikan kelomokrevivalis,
tidak cukup hanya mengandalkan organisasi-organisasi keagamaan ini.
Negara harus memiliki skema holistik menyikapi setidaknya pada isu
otonomi asimetris, keberadaan perda-perda intoleran-diskriminatif,
dan penguatan narasi kebinekaan guna memperkuat ketahanan sosial
melalui institusi-institusi pendidikan.

Paralel dengan langkah non-judicial ini, aparat penegak hukum
mesti melakukan tindakan berkelanjutan terhadap tindakan yang secara
nyata merupakan tindakan pelanggaran hukum. Karena pada wilayah
ini, menindak artikulasi revivalisme dalam bentuk tindak pidana
memperoleh justifikasi hukum nasional. Sementara untuk pencegahan
meluasnya virus intoleransi, tetap menjadi domain pemerintah dan
masyarakat sipil untuk berkontes sekaligus melakukan mainstreaming
tata kelola yang inklusif untuk memperkuat toleransi.
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C. Penguatan Konservatisme dalam Perubahan Sosial-
Politik: Jakarta, Jawa Barat dan Jambi

Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dilihat dari
spektrum yang beragam. Salah satu realitas yang yang bisa menjelaskan
kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan memburuk adalah
menguatnya konservatisme. Topik tentang Penguatan Konservatisme
dalam Perubahan Sosial ini mencakup gambaran dariJakarta, Jawa Barat
dan Jambi. Secara sosiologis, konservatisme menjalar di masyarakat.
Kecenderungan konservatisme hadir sejak satu dekade terakhir dan
melakukan disrupsi dalam berbagai sektor. Salah satunya sektor yang
menjadi arena pergulatan konservatisme adalah politik.

Bukan hanya sebagai salah satu variabel, tetapi konservatisme
kelompok agama dalam proses konsolidasi demokrasi yang lekat
dengan berbagai agenda politik menjadi fitur utama kebebasan
beragama/berkeyakinan saat ini. Dominasi agenda konservatif dalam
diskursus muslim yang mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat
lokal hingga nasional menjadi penanda transformasi dalam proses
demokrasi. Akan tetapi, arus konservatisme menyebabkan munculnya
kekerasan yang terlegitimasi, mulai dari kekerasan langsung, kultural,
hingga struktural. Arus tersebut membawa serta intoleransi di tengah
masyarakat.

SETARA Institute mencatat bahwa konservatisme berkontribusi
terhadap sejumlah insiden pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan dalam berbagai bentuk. Pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan yang berpusat pada konservatisme di antaranya
“(1) intoleransi, (2) penyesatan ajaran, (3) pemaksaan keyakinan, (4)
pengusiran, (5) ujaran/syiar kebencian (hate speech), (6) aksi teror, (7)
condoning, (8) penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/
keagamaan, (9) ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas, (10)
diskriminasi, (11) pembiaran, (12) kriminalisasi, (13) penolakan dan
penghentian paksa pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah,
(14) intimidasi, (15) penyegelan tempat ibadah, (16) pelarangan forum
ilmiah, (17) pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan, (18)
perusakan rumah warga kelompok minoritas, (19) pemerasan, dan (20)
pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang
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bersangkutan.” »

Konservatisme memiliki makna beragam dan perlu dipahami
secara kontekstual. Pada konteks ini, konservatisme merujuk kepada
konservatisme Islam yang menjadi agama arus utama sekaligus
mayoritas yang memiliki posisi tawar kuasa yang cenderung lebih besar
sehingga dinamika konservatisme di dalamnya memiliki pengaruh yang
signifikan. Van Bruinessen memandang Islam konservatif merupakan
wujud beragam aliran pemikiran yang tidak dapat menerima tafsir
ulang terhadap ajaran-ajaran atau cara hidup Islam yang dinilai ditafsir
secara liberal dan progresif. Islam konservatif juga didefinisikan sebagai
kecenderungan mempertahankan kebakuan suatu tafsir dan sistem
sosial yang diyakini bersumber dari sumber utama.* Dalam konteks
sosiologis masyarakat yang erat dengan ketimpangan relasi kuasa,
narasi mengenai kebakuan dimiliki oleh kelompok mayoritas yang
mengarusutama dan memiliki tendensi meniadakan gagasan maupun
pihak yang membawa gagasan di luar kebakuan yang telah ditetapkan.

Dalam dinamikanya, gerakan Islam konservatif memiliki relasi
antagonistik dengan Islam liberal atau Islam progresif yang membawa
gagasan kontekstualisasi dan penafsiran kembali ajaran Islam yang tidak
selalu dimaknai secara harfiah. Selain itu, perlu dipahami bahwa Islam
konservatif memiliki wajah yang berbeda dengan Islam fundamentalis
maupun “Islamis”. Gerakan Islam fundamentalis dimaknai sebagai
gerakan yang menyerukan ajakan untuk kembali merujuk kepada dasar
ajaran Islam yang terdapat dalam sumber ajaran Islam yang dasar,
seperti Alquran dan hadis. Sedangkan “Islamis” merupakan gerakoan
yang memberikan dukungan terhadap gagasan dan pemaknaan Islam
sebagai sistem politik dan arena perjuangan demi mencapai tujuan
pendirian negara Islam.*

Meskipun demikian, konservatisme yang telah memiliki jalur
disrupsi terhadap semua lini kehidupan tidak melewatkan arena sosial-
politik sebagai salah satu lini. Perkawinan konservatisme dan sosial
politik tidak dapat dinegasikan. Konservatisme telah menghidupi

33 Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute
2015 - 2018

34 D. Wahid. (2014). Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia. Studia
Islamika Vol 21 No 2, 377-378.

35 Ibid.
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kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan relasional antar
pihak. Hubungan tersebut memiliki sifat saling mempengaruhi serta
upaya mempertahankan pengaruh untuk memenangkan gagasan yang
dimiliki, termasuk gagasan konservatif. Jalur kontestasi kuasa yang
dipilih beragam, baik proses politik sehari-hari maupun politik praktis
secara struktural dengan menghidupi infrastruktur dan suprastruktur
politik di Indonesia.

Ancaman konservatisme terhadap demokrasi melalui pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan yang menjadi bagian spektrum
HAM sebagai elemen utama demokrasi menjadi perhatian masyarakat
sipil. Kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi signifikan dan
perhatian utama karena bergulir di dalam aktivitas sehari-hari
masyarakat Indonesia yang masih terikat pada agama atau keyakinan
serta menjadi budaya yang tidak terpisahkan. Selain itu, agama atau
keyakinan mendapatkan rekognisi secara struktural oleh negara, baik
dalam kontistusi, peraturan perundang-undangan, serta regulasi
turunan dari peraturan perundang-undangan. Dimensi kultural dan
struktural kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut mendorong
serta mengaktitkan agensi masyarakat sipil untuk mengupayakan
penjaminan dan penegakan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Advokasi berbasis HAM dinilai dapat menjadi pintu masuk
menghadapi konservatisme yang mewarnai transisi kondisi
keberagamaan di Indonesia oleh masyarakat sipil. Bentuk advokasi
beragam dengan penguatan basis melalui riset. Oleh karena itu,
Laporan Tematik Penguatan Konservatisme dalam Perubahan Sosial
Politik disusun sebagai basis advokasi yang merujuk dimensi khusus
permasalahan yang mewarnai pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan dinamika yang
terjadi di tiga wilayah yang merepresentasikan potret menguatnya
konservatisme dalam perubahan sosial politik. Pendekatan kewilayahan
dipilih untuk memberikan potret yang kontekstual dan menunjukkan
realitas yang hadir di masyakarat dengan lensa lokus sosial terdekat
berupa wilayah pemerintahan di bawah pemerintahan nasional.
Pemerintahan provinsi memiliki karakter yang mengakomodasi potret
makro dan mikro kondisi sosial politik masyarakat.

Dalam laporan ini terdapat tiga bagian tulisan yang menyuguhkan
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penguatan konservatisme dalam perubahan sosial politik di DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Jambi. Ketiga wilayah memiliki konteks berbeda,
tetapi ketiganya memiliki benang merah berupa munculnya geliat
konservatisme yang dipertemukan dengan pergulatan sosial politik.
Kondisi di ketiga wilayah menyisakan catatan perlunya mengikis
dampak buruk dinamika tersebut terhadap kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Potret penguatan intoleransi yang bertemu dengan politik
identitas disajikan melalui uraian kondisi di DKI Jakarta. Achmad
Fanani Rosyidi melalui tulisan Trend Penguatan Intoleransi dan
Politik Identitas dalam Kontestasi Elektoral di Jakarta Tahun 2018
menunjukkan kontestasi elektoral di Jakarta pada tahun 2018 menjadi
titik penting yang menandai pengaruh konservatisme dalam sosial
politik. Secara umum, tulisan ini memetakan kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan di DKI Jakarta di tengah penguatan kelompok
konservatif, penyebab penguatan kelompok konservatif di DKI Jakarta,
dan aktor-aktor baik dari kelompok konservatif maupun elit politik
yang memberikan ruang eksistensi politik intoleransi.

Tahun politik menjadi lahan basah perkawinan konservatisme
dan politik yang akhirnya membawa ancaman. Rentang tahun tersebut
menandai serangkaian proses elektoral, yaitu Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) gelombang kedua tahun 2017 dengan momentum Pemilihan
Presiden (Pilpres) tahun 2019 serta Pilkada serentak gelombang ketiga.
Masyarakat dihadapkan pada intensitas peristiwa politik yang tinggi dan
kerentanan polarisasi politik yang tinggi seiring tingginya kontestasi
politik. Tingginya tensi polarisasi tidak terlepas dari peristiwa Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada tahun 2017. Peristiwa tersebut
menjadi pemantik gelombang gerakan yang mengantagonisasi unsur
agama. Aksi 212 yang menentang Ahok menjadi titik awal penguatan
gerakan intoleransi politik.

Dalam tulisan tersebut, posisi DKI Jakarta menjadi faktor penting
polarisasi politik yang dinamis dapat terjadi di wilayah ini. DKI
Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan epicentrum dinamika
politik nasional menjadi wilayah tertinggi kasus intoleransi politik.
Transformasi keberagamaan di wilayah ini cukup signifikan semenjak
politisasi lekat di dalamnya. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa selama
11 tahun SETARA Institute melakukan riset pemantauan baru kali ini
ditemukan provinsi yang lebih tinggi intoleransi beragama dibanding

72



Jawa Barat. Peningkatan posisi ini juga tidak bisa dilepaskan dari
masifnya pergerakan aktor intoleran di dalam dinamika masyarakat.

Kondisi di DKI Jakarta pun dijelaskan dengan menilik beberapa
variabel penting yang dapat menjelaskan perkawinan konservatisme
dan sosial politik, yaitu penguatan politik identitas, dinamika kelompok
vigilante, ancaman intoleransi ke depan dengan adanya perubahan elit,
transformasi gerakan Islam pasca 212, dan ancaman intoleransi yang
berpotensi terjadi pasca Pemilu 2019.

Penguatan politik identitas dipandang sebagai hal yang sudah
lama terjadi, tetapi menguat dalam konteks Jakarta karena paling
mudah untuk mempengaruhi publik. Vigilante digambarkan memiliki
dinamika berupa aktor penggerak Aksi Bela Islam 212 memiliki rekam
jejak buruk soal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, para
penggerak gerakan ini merupakan aktor-aktor lama dan tidak ada aktor
baru yang mewarnai gerakan ini, gerakan aksi bela Islam ini disinyalir
ditunggai oleh kelompok jihadis, dan momen gerakan Aksi Bela Islam
212 merupakan momen penyatuan dan konsolidasi gerakan Islam
konservatif yang sebelumnya memiliki pandangan dan jalan yang
berbeda antara satu gerbong gerakan dengan gerbong yang lain.

Di sisi lain, ancaman intoleransi ke depan dengan adanya
perubahan elit tampak melalui pemilihan KH Ma’ruf Amin yang sarat
dengan politik identitas dan memiliki catatan problematis terkait
kebebasan beragama/berkeyakinan. Gerakan Islam juga menjadi
sorotan dengan pola transformasi yang direkam, yaitu gerakan ini sudah
memiliki basis massa Islam konservatif yang sangat tersegmentasi,
masif, serta terorganisir, gerakan ini semakin terorganisir dengan aksi
bela Islam 212 sebagai identitas pengikat, dan munculnya wadah-
wadah penghimpun organisasi gerakan islam baru dalam gerakan 212.
Ke depannya, potensi ancaman muncul berupa polarisasi berdasarkan
identitas religius semakin mendalam dalam pilpres kali ini.

Kecenderungan penguatan konservatisme yang mampu mengubah
dinamika sosial politik juga tampak di Jawa Barat. Irwan Amrizal
memotret kondisi tersebut dalam tulisan Situasi Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan di Kota Bandung serta Tantangannya. Dua potret
utama yang menjadi perhatian situasi di Kota Bandung sebagai ibukota
Provinsi Jawa Barat adalah proyeksi potensi gerakan hijrah untuk
mengakselerasi intoleransi di masyarakat dan kepemimpinan politik
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pemimpin daerah yang tidak menampakkan keberpihakan terhadap
kebebasan beragama/berkeyakinan. Keduanya berada dalam satu
domain yang menyatukan, yaitu beririsan dengan kelompok vigilante.

Tren hijrah di wilayah ini masih berada di level netral dan
belum menunjukkan kadar ancaman yang signifikan. Akan tetapi,
perkembangan gerakan hijrah memiliki potensi membawa dampak
buruk terhadap kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan. Pihak
yang mengisi gerakan tersebut mulai datang dari kelompok yang
konservatif, ekslusif, dan intoleran. Posisi mereka di dalam gerakan
berpengaruh karena mereka menjadi figur mentor yang didengarkan.
Oleh karena itu, para pemuda yang hijrah kini mulai terlihat mengeras
dan cenderung terlibat dalam kegiatan yang erat dengan intoleransi,
seperti terjun ke dalam aksi penolakan kelompok yang dianggap sesat.

Bangunan intoleransi pada akar rumput tersebut dikuatkan
dengan masuknya kepemimpinan yang memiliki keberpihakan rendah
terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Momen kepemimpinan
tersebut hadir ketika Muhammad Danial dan Yana Mulyana terpilih
menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2018-2023. Pasangan
yang didukung Gerindra dan PKS itu tidak punya rekam jejak dan
perspektif tentang toleransi dan HAM. Bahkan, Oded, terutama,
diketahui cukup dekat dengan ormas-ormas yang anti dengan
kelompok-kelompok yang dianggap sesat.

Perkawinan kedua elemen tersebut menunjang penguatan
kelompok Islam konservatif. Pemerintah turut mengakomodasi
inisiasi gerakan hijrah di wilayah ini. Titik awal kelahiran gerakan
hijrah adalah gerakan “Anak Muda, Dakwah Jalanan, Fragmetasi
Otoritas Keagamaan” gerakan dakwah yang menyasar anak-anak
muda di Bandung, khususnya kelompok geng motor, diinisiasi Pusat
Dakwah Islam (PUSDAI) Bandung sekitar 2015. Kegiatan ini didukung
Ridwan Kamil yang sedang memimpin karena anak muda merupakan
konstituen utamanya. Akan tetapi, pada perkembangannya gerakan
hijrah yang diinisiasi bertransformasi menjadi lahan basah intoleransi
di kalangan anak muda yang merupakan kelompok masyarakat yang
signifikan. Kelompok usia ini menghidupi konteks masyarakat yang
masih melestarikan segregasi dan eksklusi sosial-keagamaan, seperti
sikap antagonistik terhadap komunitas Syiah.

Perubahan di atas berkontribusi pada dinamika kelompok vigilante
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di wilayah ini. Para pemuda menjadi milisi baru dalam kelompok
vigilante. Secara umum mereka berasal dari sejumlah masjid di Kota
Bandung yang mengumpulkan anak-anak muda hijrah. Perubahan
aktor dalam kelompok vigilante juga disertai dengan perubahan narasi
yang semakin strategis sehingga mengalami penguatan. Perubahan
narasi berupa kelompok intoleran tampaknya ingin membajak wacana
kelompok toleran. Mereka juga mengkampanyekan konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bersyariah. Narasi dan wacana
ini lalu terus mereka pertahankan pada demonstrasi-demonstrasi
serupa setelahnya. Tren itu rupanya mendapat perhatian dari partai
politik tertentu dan caleg-calegnya. Mereka lalu menggunakan narasi
dan wacana itu sebagai jargon kampanye politik untuk meraup suara
dari ceruk pemilih muslim yang pro demonstrasi 212 pada Pileg 2019.
Selain itu, mereka melakukan pemanjaaan narasi untuk memperbesar
aliansi. Wacana atau narasi Pancasila dan NKRI dianggap sebagai jalan
tengah untuk mengakomodasi kepentingan dua kelompok tersebut
dalam rangka berjuang bersama-sama dalam melawan kelompok yang
dianggap sesat.

Cara-cara kelompok vigilante yang diadopsi dalam proses
politik pun mengkhawatirkan karena menghasilkan elite politik yang
menduduki posisi strategis pemerintahan. Residu politik elektoral
menunjukkan bahwa kelompok pendukung Prabowo Subianto tetap
kuat dan tidak berkurang, tetapi kelompok pendukung Jokowi tidak
kunjung bertambah. Selain itu, Kedua, ada kesinambungan antara hasil
Pilpres dan Pileg 2019. Dukungan yang diberikan kelompok intoleran
kepada Prabowo, diberikan pula ke partai-partai yang dipersepsi
mampu mengakomodasi kepentingan mereka, yaitu Gerindra dan PKS.

Rekam jejak politik pemimpin yang terpilih menjadi perhatian
karena partai politik yang mengusung pemimpin terpilih memiliki
ideologi Islam konservatif. Kedekatan pemimpin terpilih dengan
kelompok yang memiliki aspirasi politik intoleran juga dikhawatirkan
lebih akomodatif terhadap intoleransi daripada inisiasi-inisiasi toleran.
Kekhawatiran ini juga dilandasi keberadaan layanan publik dan regulasi
diskriminatif dan intoleran yang sudah ada sebelumnya bahkan sejak
pemerintahan yang lama.

Intoleransi di akar rumput yang berpotensi menguat serta
keterbukaan agensi bagi kelompok intoleran di dalam struktur
berkorelasi dengan insiden pelanggaran kebebasan beragama/
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berkeyakinan yang masih hadir di wilayah ini. Bentuk pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan yang menonjol di Jawa Barat adalah
penyegelan rumah ibadah milik kelompok minoritas, diskriminasi atas
nama agama, penyebaran ujaran kebencian, penyesatan kelompok yang
berbeda, dan seterusnya. Adapun kelompok yang kerap menjadi korban
pelanggaran di Jawa Barat adalah kelompok Kristen, Ahmadiyah, dan
Syiah.

Perhatian terhadap konservatisme dan perubahan sosial politik
juga diarahkan kepada Jambi yang menunjukkan anomali dalam
beberapa waktu terakhir. Husnul Abid menunjukkan transformasi
tersebut dalam tulisan Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan Jambi. Dalam tulisan tersebut penyebab peningkatan
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan peta aktor di
dalamnya menjadi perhatian. Secara kontekstual tulisan ini menyroroti
dinamika sosial politik yang dipengaruhi konservatisme.

Di wilayah ini tercatat bahwa beberapa organisasi vigilante hadir
dan berkembang dengan pesat. Kehadiran tersebut tidak terlepas dari
upaya untuk mengambil kekuatan kembali, seperti peran Hadrami
yang kian merosot di daerah tersebut, terutama dalam bidang agama
dan sosial kemasyarakatan, yang berusaha direbut kembali. Peran yang
semakin hilang itulah yang ingin direvitalisasi oleh para Hadrami, yang
kesempatannya semakin terbuka setelah reformasi. Bukan hanya hadir,
kelompok-kelompok vigilante ini menorehkan sejumlah insiden yang
melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan.

Kelompok yang memiliki tendensi negatif tersebut memiliki
kedekatan dengan aktor politik lokal sehingga aliansi terjalin. Tindakan
kelompok vigilante yang destruktif bertujuan mendukung pemerintah
daerah menegakkan peraturan daerah atau, dalam bahasa mereka,
membantu melakukan “kontrol sosial” semakin diakomodasi oleh aktor
politik yang berkuasa. Relasi antara organisasi vigilante dan politik juga
tampak dari beberapa pengurus inti organisasi-organisasi vigilante itu
adalah juga pemain politik lokal. Selain para eksponennya terhubung
dengan politik, eksistensi organisasi vigilante di Jambi juga diuntungkan
oleh persaingan para aktor politik lokal yang berebut menjadi kepala
daerah, yang pada gilirannya membentuk aliansi dengan mereka.

Aliansi tampak pada keikutsertaan politisi dalam sejumlah
pergerakan intoleransi yang dilakukan kelompok tersebut, seperti dalam
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penyegelan empat rumah ibadah, Aksi Bela Islam, dan demonstrasi
kasus lafal Allah di ornamen Natal di Hotel Novita. Secara khusus,
tulisan ini menyoroti ketepatan penyikapan penyegelan gereja yang
akhirnya berujung pada keputusan relokasi sebagai cara melakukan
resolusi konflik. Akan tetapi, relokasi rumah ibadah dipandang sebagai
pilihan yang tidak akomodatif dan berperspektif korban. Alasan
pandangan ini di antaranya relokasi membuat jarak tempuh umat
Kristiani dari rumah mereka ke rumah ibadah semakin jauh, gereja-
gereja di kawasan Pinang Merah akan “terasing” karena tidak tumbuh
“alamiah” melainkan dipaksakan di kawasan tersebut, dan wilayah
Pinang Merah kelak akan menjadi “kawasan gereja” atau “kawasan
Kristen” yang tentu saja identitas itu bisa menimbulkan persoalan baru
di tengah masyarakat Melayu yang Islam.

Potret konservatisme dan perubahan sosial politik di ketiga
daerah menjadi pengingat bagi semua pihak untuk mereduksi dampak
negatif yang dapat menciderai kebebasan beragama/berkeyakinan. Di
samping itu, kesadaran terhadap ancaman ini harus ditindaklanjuti
dengan upaya emansipatif sehingga kebebasan beragama/berkeyakinan
dapat ditegakkan. Agensi setiap pihak diperlukan dengan menghidupi
peran yang dimiliki secara konstruktif. Setiap pihak merupakan bagian
dari masyarakat yang tengah terjebak dalam jeratan konservatisme
yang dipelihara secara destruktif sehingga setiap pihak pun memiliki
kesempatan untuk mengentaskan masyarakat dari kondisi ini.

Konservatisme yang menguat di masyakarakat membawa
perubahan pada kondisi sosial politik yang destruktif, terlebih jika
ditilik dari perspektif kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejumlah
insiden dalam dinamika sosial politik di DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Jambi menjadi contoh partikular yang memberikan gambaran
mikro sekaligus perhatian makro. Gambaran yang ditangkap dari
realitas tersebut memiliki pola yang mencerminkan kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan, di antaranya kemunculan konservatisme di
ranah kultural dan struktural serta akar rumput dan pemerintahan,
konservatisme menciptakan segregasi dan kerentanan disintegrasi di
masyarakat, perkawinan konservatisme dan kekuatan politik dilandasi
pragmatisme sehingga berupa relasi transaksional, politik elektoral
menjadi lahan basah perkawinan konservatisme dan kekuatan politik,
serta kelompok minoritas menjadi korban dari relasi destruktif tersebut.

Ketiga wilayah menunjukkan bahwa konservatisme mulai
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tumbuh bahkan berkembang di ranah kultural dan struktural. Jalur
kultural yang bersifat kuotidian menjadi celah konservatisme bergeliat.
Akar rumput merupakan wilayah tumbuh dan berkembangnya
konservatisme secara kultural. Kelompok vigilante dan embrio
kelompok vigilante merupakan bagian dari masyarakat sehingga dapat
memperluas pengaruh di wilayah ini. Selain itu, konservatisme secara
struktural ikut bercokol dengan masuknya individu konservatif dan
memiliki kedekatan dengan kelompok vigilante yang menduduki
posisi strategis dalam pemerintahan. Individu tersebut menggunakan
posisinya untuk mengakomodasi agenda konservatif melalui alat dan
jalur pemerintahan, seperti peraturan dan regulasi.

Dalam dimensi sosiologis masyarakat, konservatisme yang
diperlakukan sebagai gagasan menegaskan narasi kebakuan dari satu
pihak yang dominan dapat menciptakan segregasi dan kerentanan
disintegrasi masyarakat. Masyarakat tersusun dari individu dan
kelompok yang memiliki perspektif keagamaan/keyakinan yang
beragam. Konservatisme yang secara kaku meletakkan kebakuan
sebagai kebenaran tunggal dapat menjadilandasan perilaku menentang
terhadap pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan nilai kebakuan
yang ditetapkan. Bahkan, pemahaman ini dapat mendorong untuk
meniadakan pihak lain tersebut sehingga relasi antagonistik di
masyarakat tercipta. Pihak yang berlawanan akan kehilangan common
denominator yang menjadi pengikat diri sebagai masyarakat.

Naasnya, destruksi di masyarakat terjadi karena perkawinan
konservatisme dan kepentingan politik yang disikapi secara pragmatis
dan transaksional. Para aktor mengelola politik identitas yang digunakan
untuk menjaring kekuatan politik karena cara ini dipandang sebagai cara
yang paling mudah. Politisi dan kelompok vigilante beraliansi untuk
mengelola emosi publik demi mendapatkan suara dengan menciptakan
konflik yang mempolarisasi masyarakat. Polarisasi dalam masyarakat
dapat digunakan untuk menjaring konstituen yang memiliki sikap
yang semakin keras sehingga memiliki militansi yang lebih mudah
dimobilisasi, termasuk untuk kepentingan politik elektoral. Apabila
kelompok vigilante memiliki kontribusi terhadap kemenangan di
dalam proses elektoral, maka kepentingan mereka dapat diakomodasi
oleh politisi yang telah mendapatkan posisi di tampuk kepemimpinan.

Pola di atas semakin terakomodasi dengan adanya tahun politik
yang menyediakan agenda elektoral yang besar. Pada tahun tersebut
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pemilihan pemimpin dilakukan, di antaranya Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) gelombang kedua tahun 2017 dengan momentum Pemilihan
Presiden (Pilpres) tahun 2019, serta Pilkada serentak gelombang ketiga.
Salah satu pemantik gerakan Islam konservatif di berbagai daerah
adalah Aksi Bela Islam yang bermula dari dinamika Pilkada DKI Jakarta.
Antagonisme kepada Ahok melahirkan suatu common denominator
bagi beberapa wilayah untuk melekatkan keagamaan/keyakinan
dengan agenda politik, termasuk memilih pemimpin. Oleh karena itu,
terdapat kecenderungan pemimpin konservatif mendapatkan posisi
kepemimpinan. Keterpilihan mereka disertai dengan pembawaan
agenda konservatif dalam pemerintahan.

Kondisiini padaakhirnyakembali menjadikan kelompok minoritas
keagamaan/keyakinan sebagai korban. Beberapa insiden pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan dialami oleh kelompok minoritas
keagamaan/keyakinan, termasuk serangan langsung, penyesatan,
dan penyegelan rumah ibadah. Tindakan tersebut dilakukan oleh
wirausahawan konflik untuk menaikkan tensi konflik agar masyarakat
terpecah dan mudah dimobilisasi. Demi kepentingan politik, kelompok
minoritas keagamaan/keyakinan sulit beranjak dari penindasan yang
bahkan sebelumnya sudah terpupuk.

D. Dinamika Toleransi dalam Mayoritarianisme Agama
di Tingkat Lokal: Bali, Sulawesi Utara dan Nusa
Tenggara Barat

Topik Dinamika Toleransi dalam Mayoritarianisme Agama
di Tingkat Lokal, mencakup gambaran dari tiga provinsi yakni: Bali,
Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara. Secara konseptual
mayoritarianisme agama merujuk pada kuantitas agama terbesar dalam
suatu populasi. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, Islam merupakan
agama mayoritas penduduk sehingga penyebutan mayoritarianisme
Islam di Indonesia merupakan hal lazim dalam kajian sosiologi-
keagamaan. Secara bersamaan, beberapa daerah di Indonesia yang
menjadi fokus studi tematik ini menunjukkan populasi mayoritas pada
agama tertentu yang endemic dan tidak selalu sejalan dengan posisi
agama mayoritas di tingkat nasional.

DiBali, Agama Hindu yang merupakan hasilasimilasi Hindu-India
melebur dengan kebudayaan megalitik, animistic, dinamistik, totemisme
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serta budaya Cina dan Jawa yang dijalankan oleh masyarakatnya
merupakan agama terbesar diyakini di provinsi tersebut, yakni sebesar
83% dari jumlah penduduk Bali. Di Kota Manado, Sulawesi Utara,
Agama Kristen (Katolik dan Protestan) merupakan agama yang paling
banyak dianut oleh penduduk setempat yakni berkisar 61%. Angka
ini diimbangi oleh penganut Islam sekitar 38%. Sedangkan di NTT,
dominasi Agama Kristen jauh melampaui komposisi penganut Islam,
yakni terdapat sebesar 91% penganut Kristiani.* Dengan komposisi
yang demikian, mengkaji tiga wilayah dengan populasi mayoritas
beragama akan memberikan wawasan tersendiri bagaimana membaca
dinamika di tingkat lokal dalam hubungannya dengan kebebasan
beragama/berkeyakinan.

Tulisan yang mencakup gambaran dari Bali, Sulawesi Utara
dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menggambarkan dinamika
keberagamaan atau berkeyakinan di masing-masing wilayah penelitian.
Ketiga daerah mempunyai kekhususan dan modal sosial yang tinggi
dalam menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan di daerah masing-
masing yang termanifestasi dengan pengejawantahan toleransi di antara
warga masyarakatnya ataupun pola bersikap terhadap warga asing atau
pendatang.

Bali, yang didominasi oleh Hindu-Bali, demikian penyebutannya,
mempunyai filosofi hidup yang mendukung terciptanya masyarakat
yang inklusif, toleran, dan plural di tengah masyarakat Bali. Pertemuan
antar budaya dalam masyarakat Bali yang dilingkupi oleh Hindu Darma,
toleransi dengan komunitas lain sudah sejak lama menjadi bagian
kearifan lokal masyarakatnya. Cita-cita dan suasana hidup bertoleransi
serta tradisi-tradisi yang mempersatukan berbagai umat beragama
berbeda sudah mengakar sejak lama. Kerukunan bagi masyarakat Bali
adalah jalan untuk mencapai Tuhan, apapun Tuhannya. Oleh sebab
itu, keberadaan para pendatang yang berbeda budaya umumnya tidak
menghadapi persoalan ataupun memicu sikap defensif warga Bali.

Dalam konteks keberagaman di Kota Manado dan Sulawesi
Utara pada umumnya, prinsip persaudaraan merupakan hal yang
dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, sebagaimana semboyan “Torang
Samua Basudara” atau “Kita semua bersaudara” merupakan hal yang

36 Persentasi jumlah penganut agama yang dipakai telah mengalami
pembulatan. Diambil dari sumber BPS, 2010.
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mengakar di benak masyarakat Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, sikap
saling mendukung dan membantu serta melindungi merupakan suatu
kewajiban dalam tali persaudaraan tersebut tanpa membedakan-
bedakan agama yang dianut. Terbukti dengan adanya perkawinan
campur antar suku, agama, ras ataupun budaya yang berbeda. Sikap
hidup masyarakat Manado yang terbuka dalam interaksi sosialnya
menjadi social capital kondusifnya kesatuan dan persatuan hidup
masyarakat.

Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, fondasi kekerabatan menjadi
roh yang mengilhami hubungan antar umat beragama berbeda.
Sehingga kerukunan dalam kehidupan masyarakat NTT dapat tercipta.
Berbagai kekhususan, kearifan, serta modal sosial di tingkat lokal ini
tidak hanya merupakan warisan yang dapat mempererat diantara
masyarakat daerah yang bersangkutan yang patut untuk dipuji. Namun
juga dapat disebarluaskan dan ditiru implementasinya di berbagai
masyarakat daerah lainnya.

Namun sayangnya, setelah rezim Orde Baru, diikuti dengan
berlakunya prinsip desentralisasi yang membuka ruang kontestasi
politiklokal sesuai dengan kekhususan daerah, kompetisi paraelitdaerah
kerap kali menggunakan agama sebagai ide politik yang menyatukan
dan memberi suara pada kelompok mayoritas. Cara berpolitik demikian
telah membangkitkan bahkan berujung persaingan kekuasaan dengan
agama minoritas lainnya. Alhasil, tidak berkontribusi positif dalam
pemajuan toleransi ataupun kebebasan beragama/berkeyakinan.

Di Provinsi Bali, fenomena politisasi agama pada dasarnya
mencuat setelah terjadinya Bom Bali yang membuat masyarakat Hindu-
Bali menaruh kecurigaan terhadap pendatang khususnya orang Jawa
dan muslim sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan identitas.
Perubahan karakter masyarakat Bali menguatkan identitas Hindu-Bali
dan munculnya wacana Ajeg Bali. Sebagai akibatnya, eksklusivisme
agama Hindu menguat dan alienasi terhadap pendatang pun menjadi
tak terelakkan. Jika dicermati lebih jauh, maka narasi ini tidak hanya
sampai di situ namun juga merambat pada munculnya berbagai
pergesekan hubungan masyarakat Hindu-Bali dengan Islam-Bali di
berbagai sektor.

Dinamika beragama/berkeyakinan di Manado baru-baru ini
ditandai dengan sederet kasus pelanggaran kebebasan beragama/
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berkeyakinan. Misalnya, terdapat kasus pengancaman yang dilakukan
seorang warga (beragama Kristen) kepada seorang muadzin untuk
tidak mengumandangkan adzan dengan pengeras suara di Keluruhan
Dendengan, terjadinya penolakan penggunaan fasilitas publik untuk
kelompok agama Islam, serta adanya fenomena termarginalkannya
kelompok Islam dalam politik pemerintahan daerah.

Hal yang sama juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, walaupun
toleransi merupakan hal yang inheren dalam kehidupan keberagaman
di NTT, potret diskriminasi tetap dapat ditemukan. Seperti halnya
mayoritarianisme Islam di banyak daerah yang menegasikan hak
kebebasan beragama/berkeyakinan kelompok Islam minoritas seperti
Syiah dan Ahmadiyah merupakan hal yang mungkin terjadi. Di NTT,
juga terjadi hal serupa yakni terdapatnya mayoritarianisme Kristen
terhadap Islam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keberagamaan
di tingkat nasional yang menarik untuk diikuti lebih lanjut. Hal yang
menjadi pembeda adalah eksistensi aliran agama minoritas seperti
Syiah dan Ahmadiyah di beberapa Kabupaten di NTT yang dapat
berkembang.

Terbukanya tata kelola desentralisasi dimana pada masa Orde Baru
berlaku sistem sentralistik, terpusat pada pemerintah pusat, dan tidak
adaptif terhadap keberagaman di tingkat daerah. Setelah reformasi,
khususnya amandemen UUD yang menyerahkan kepada rakyat
kekuasaan mutlak untuk menentukan kepala daerahnya menyebabkan
pertarungan politik yang terbuka dan menguatkan praktik politik
identitas yang menyentuh nilai-nilai tradisi dan religiusitas yang
dimainkan sedemikian rupa oleh para pelaku politik. Selain itu, ada
beberapa faktor yang penting untuk dicatat dalam perkembangan
kehidupan beragama/berkeyakinan di Bali, Manado dan NTT, yakni
terkait kebijakan agama/keyakinan di tingkat pusat dan akomodasi
aspirasi mayoritas Islam di tingkat nasional.

Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, adalah kebijakan yang
mengizinkan negara untuk berkonsultasi dengan organisasi keagamaan
yang lebih besar ketika memutuskan penerimaan kelompok agama
minoritas. Hal ini terjadi bahkan setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi. Peraturan ini mengarah pada keharmonisan umum dengan
mengorbankan kepercayaan yang tidak populer dan memarginalkan
minoritas. Kebijakan sepertiini baik secaralangsung atau tidak langsung
telah mempengaruhi dinamika kebebasan beragama/berkeyakinan di
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tingkat lokal.

Kedua, adanya dinamika perpolitikan di tingkat nasional pada
akhirnya berdampak langsung pada dinamika keberagamaan di tingkat
daerah. Elit-elit politik di tingkat nasional demi kepentingan politiknya
memainkan narasi relasi mayoritas-minoritas. Narasi mayoritas-
minoritas ini kemudian diambil sebagai gagasan yang bisa diterapkan
di tingkat lokal dan mengikis keberagamaan di tingkat lokal telah
berlangsung ajeg dan hidup dalam kerukunan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005, misalnya,
meningkatkan otoritas MUI sebagai institusi semi resmi. Dalam
Kongres Nasional MUI ia berjanji untuk meningkatkan otoritas MUI
untuk mendefinisikan apa yang merupakan Islam yang tepat. Tak lama
setelah itu, MUI mengeluarkan fatwa yang melarang salat antaragama,
pernikahan campuran, pewarisan antaragama, pluralisme agama,
liberalisme, dan sekularisme. Hal-hal semacam ini meningkatkan
pergolakan dan pergesekan di tingkat lokal, serta memunculkan
kehendak lokal untuk mendesain ulang relasi mayoritas-minoritas.
Terlepas apakah Islam, Kristen atau Hindu yang menjadi agama
mayoritasnya.

Ketiga, pemerintah pada tahun 2006 juga mengeluarkan suatu
Peraturan Bersama Menteri yang mengatur ketentuan pendirian rumah
ibadah. Di tahun 2008 pemerintah SBY mengeluarkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) yang melarang Ahmadiyah. Kebijakan-kebijakan di
tingkat pusat ini, merupakan sumber terjadinya gesekan-gesekan
keberagamaan/berkeyakinan di ketiga lokus penelitian ini.

Di NTT, merupakan hal yang tidak dapat terelakkan bahwa PBM
ini menjadi dasar atau pemicu tumbuhnya sikap intoleransi masyarakat
terkait pendirian rumah ibadah. Masyarakat NTT yang pada awalnya
tidak mempermasalahkan ketentuan-ketentuan dapat berdirinya
sebuah rumah ibadah terlebih dengan adanya sistem kekerabatan
yang kuat di masyarakat NTT. Masyarakat NTT sebelumnya tidak
pernah mempersoalkan tentang keberbedaan dalam beragama dan
berkeyakinan. Kemunculan PBM tersebut akhirnya membuat relasi
umat beragama menjadi tidak baik. PBM dengan sendirinya membuat
umat beragama merasa berbeda dan dibutuhkannya persetujuan
mayoritas yang sebelumnya tidak pernah ada dalam tatanan sosial
masyarakat untuk menjadi prasyarat berdirinya sebuah rumah ibadah.
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Hal yang sama berlaku bagi masyarakat Bali, misalnya, narasi-
narasi yang digaungkan di tingkat pusat tersebut menabuh genderang
perang. Karena narasi tersebut mengesankan hubungan mayoritas
dan minoritas, di mana mayoritas tampak memiliki hak yang
lebih menguasa kepada kelompok minoritas. Hanya saja, kondisi
keberagamaannya berbeda. Di Bali, Islam bukanlah agama mayoritas,
dan Hindu tidak bisa diklaim sebagai minoritas. Narasi-narasi penuh
provokasi pada minoritas ini yang cukup banyak melukai masyarakat
Bali, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Hindu-Bali
terhadap masyarakat-masyarakat muslim. Tidak mengherankan, jika
pada akhirnya narasi-narasi politik yang mendiskreditkan kelompok
muslim mendapatkan simpati rakyat.

Ataupun dalam konteks keberagamaannya di Manado, artikulasi
politik Islam konservatif yang diakomodir di tingkat nasional juga
memicu prasangka buruk. Dalam perjalanan babak baru keberagaman
di tiga daerah ini, polarisasi kerukunan yang terkikis oleh penggunaan
agama sebagai alat politik patut untuk dicermati dan diantisipasi
bahaya penggunaannya untuk menjaga kemajemukan dan kedamaian
Indonesia ke depan.

Tiga tulisan yang mendukung gambaran dinamika
mayoritarianisme termasuk memotret dampak ikutan dari favoritisme
negara di tingkat pusat terhadap agama tertentu (baca: Islam), berasal
dari Iif Fikriyati Ihsani. Iif menulis topik Dampak Traumatik Bom
Bali: Mekanisme Pertahanan Dua Kelompok: Islam dan Hindu.
Ulasan mendalam yang disajikan dalam tulisan ini menunjukkan
bagaimana aksi terorisme menjadi penanda relasi baru antara Islam
dan Hindu. Sebagaimana diuraikan di atas, peristiwa terorisme di Bali
memunculkan sikap defensif dan pertahanan baru umat Hindu dalam
membangun dan menjalani relasi kewargaan dengan kelompok Islam.

Tulisan selanjutnya adalah Minoritas Muslim Dalam Konteks
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang ditulis oleh Rahman
Mantu dari Manado. Rahman fokus membuktikan tesa tentang bias
mayoritas dalam relasi agama. Dengan dominasi Kristen di Sulawesi
Utara, maka aspirasi dominasi struktur sosial-pemerintahan juga
tampak, sekalipun dalam beberapa kesempatan fakta ini dibantah oleh
para pejabat di daerah. Meskipun menyajikan fakta dampak-dampak
yang dialami kelompok minoritas, tetapi sajian Rahman justru meng-
encourage semua elemen untuk memastkan patuh pada ideologi bangsa
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dan Konstitusi RI dalam tata kelola pemerintahan, sehingga tidak
memberikan dampak lanjutan pada diskriminasi kelompok minoritas.

Tulisan terakhir disajikan oleh Yohanes Victor Usbobo dan
Pdt. Emmy Suhertian yang mengangkat topik Kekerabatan sebagai
Fondasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di NTT. Usbobo dan
Suhertian dalam ulasannya meyakini bahwa kekerabatan yang kuat
antara penganut agama Kristen dan Islam menjadi sebuah fondasi yang
kokoh dalam mengelola toleransi beragama/berkeyakinan di NTT. Bagi
keduanya, terobosan penyelesaian konflik kekerasan yang bernuansa
agama dan kelompok etnis di tahun 1980-2000-an adalah bukti bahwa
toleransi di NTT kuat.

Bias mayoritas memang tidak bisa dihindari di NTT, meskipun
mitigasi sosial yang dimiliki warga NTT cukup menjadi obat penawar
sekaligus pendorong resolusi konflik. Utamanya mayoritas Kristen
terhadap pemeluk Kristen dengan ordo yang berbeda. Eskalasi
intoleransi justru muncul sebagai reaksi terhadap perlakuan kelompok
mayoritas di tempat lain. Peristiwa yang menimpa Basuki Tjahaja
Purnama, Gubernur DKI Jakarta yang pada 2016-2017 dituduh
melakukan penodaan agama misalnya, menjadi pemicu intoleransi
pemeluk Kristen terhadap kelompok Islam. Sekalipun tidak melahirkan
konflik serius, tetapi relasi semacam ini perlu mendapat penanganan.

Pemaparan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dari tiga
provinsi ini menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai modal
sosial yang besar dan sistem kekerabatan yang mempersatukan sehingga
perbedaan agama ataupun keyakinan tidak menjadi persoalan. Di Kota
Manado dan NTT terdapat kekerabatan yang kuat antara penganut
agama Kristen dan Islam menjadi sebuah fondasi dalam mengelola
toleransi yang memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk
beribadah menurut agama dan keyakinannya. Hal ini terbukti telah
membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan
konflik-konflik kekerasan yang bernuansa agama dan kelompok
etnis. Hal yang sama juga ada dalam masyarakat Bali yang didominasi
oleh penganut Agama Hindu. Hindu dan Islam mempunyai sejarah
kerukunan yang panjang dalam tatanan sosial masyarakat tersebut.

Dari ketiga lokus penelitian ini, tergambar bahwa agama
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan
masyarakat Bali, Manado, ataupun NTT. Paska reformasi dengan
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diterapkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,
kontestasi politik di daerah menjadi awal terjadinya gesekan-gesekan
antar kelompok agama yang disebabkan oleh penggunaan ideologi
agama dalam narasi-narasi kampanye pemerintah daerah. Oleh sebab
itu, dorongan-dorongan (impuls) untuk menunjukkan eksistensi
minoritas ataupun memperkuat dominasi mayoritas menjadi bagian
yang tidak dapat terelakkan dalam kontestasi kekuasaan di daerah.

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat
antara pengarusutamaan mayoritarianisme Islam di tingkat nasional
pada situasi di ranah lokal. Pemerintah pusat pada dasarnya telah
berperan dalam menciptakan situasi atau kondisi ketidakharmonisan
dan disasosiasi antar pemeluk agama di tingkat lokal yang justru
membahayakan, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,
terjadinya konflik sosial, mendukung perkembangan politik ekslusi,
serta berkontribusi menegasikan penghormatan terhadap kebhinekaan
yang menjadi roh bangsa Indonesia.

Berbagai regulasi dan kebijakan di tingkat nasional telah menjadi
dasar legitimasi tindakan intoleransi dan diskriminasi di tingkat
lokal. Selain itu, gesekan-gesekan kemasyarakatan yang sebelumnya
tidak pernah ada pada lokus penelitian muncul seketika ketika
dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang mengatur
perihal pendirian rumah ibadah. Berbagai sengketa pendirian
rumah ibadah sebagaimana diterangkan dalam ketiga penelitian ini,
mengindikasikan PBM tersebut telah merenggut kebebasan beragama
dengan keberlakuannya yang dapat ditafsir dan diberlakukan secara
retroaktif. Hal ini tentu saja berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum
yang berlaku umum. Sebut saja Masjid Al-Khairiyah di kampung Texas
yang didirikan pada tahun 1968. Belakangan ketika PBM ini, keabsahan
masjid ini dipermasalahkan.

Selain itu, terdapat contoh mayoritarianisme Islam di tingkat
Nasional yang berdampak diskriminatif adalah terhadap Provinsi
NTT yang didominasi oleh penganut Kristiani. Meskipun merupakan
agama mayoritas, namun para penganut agama Kristen mengalami
diskriminasi yang dilakukan oleh negara secara terstruktur dari pusat
ke pemerintah daerah. Salah satu contoh konkretnya adalah di bidang
pendidikan. Sekolah Tinggi yang bernaung di bawah Kantor Agama
yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (Katolik) dan Sekolah Tinggi
Teologia (Protestan) untuk bisa diakreditasi harus mendapatkan
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asesor yang berasal dari Sekolah Tinggi Islam. Para asesor ini berasal
dari Sekolah Tinggi Islam ini tidak paham tentang teologi Katolik dan
Prostestan. Selain itu, jumlah bantuan pendidikan yang dikucurkan
oleh Kementerian Agama memberikan porsi yang lebih besar kepada
agama Islam dan sekolah-sekolah agama Islam dibandingkan dengan
sekolah Katolik dan sekolah Protestan yang merupakan kelompok
mayoritas di NTT dan Kota Kupang.

Beberapahal yang menarik darifaktamayoritarianisme agamayang
bukan Islam di tingkat daerah, salah satunya adalah memberi contoh
dapat tumbuh dan berkembangnya Islam minoritas yang dihambat
perkembangannya di banyak daerah lainnya yang didominasi oleh
kelompok Islam. Aliran agama Syiah dan Ahmadiyah tetap bisa hidup
tanpa terusik di daerah yang didominasi oleh penduduk Kristen. Di
beberapa daerah kabupaten di NTT, Syiah dan Ahmadiyah tetap eksis,
bahkan di Kota Manado penganut agama Syiah dapat mengekspresikan
keagamaannya (khususnya dalam berpakaian) secara lugas. Hilangnya
dominasi agama Islam di daerah yang didominasi kelompok Kristen
memberi dan menjamin ruang ekspresi keagamaan yang lebih pada
minoritas Syiah dan Ahmadiyah.

Selain itu, sasaran atau objek diskriminasi pada beberapa daerah
yang mayoritas bukan Islam justru berbeda. Objek diskriminasi dapat
merujuk pada aliran agama tertentu yang dianggap menyimpang
oleh mayoritas agama mayoritas tersebut ataupun aliran kepercayaan
tertentu yang endemic (asli daerah tersebut). Dominasi mayoritas
terhadap minoritas di daerah mayoritas non-Islam, tidak selalu
terjadi terhadap Islam yang minoritas. Sebagai contoh dalam konteks
keberagamaan di NTT, penganut Katolik yang minoritas menjadi
sasaran dominasi Protestan. Hal ini menampilkan sisi yang sama
dengan mayoritarianisme Islam di banyak wilayah di Indonesia. Islam
mainstream telah mendominasi Islam yang tidak mainstream seperti
Syi’ah dan Ahmadiyah sehingga sasaran tindakan religious intolerance
masyarakat.

Secara keseluruhan, persoalan intoleransi ataupun diskriminasi
keberagamaan di daerah penelitian ini, belum sampai pada taraf yang
menyebabkan perpecahan atau konflik. Meski demikian gejala-gejala
yang muncul tidak bisa diabaikan begitu saja. Diseminasi informasi di
melalui media sosial nyatanya telah berkontribusi dalam pembentukan
pola pikir beragama yang radikal. Penceramah-penceramah agama
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yang menyebarkan gagasan-gagasan eksklusivisme, sekat di antara
kelompok agama berdampak ke daerah-daerah. Kebebasan berekspresi
di ruang publik yang tidak mempunyai mekanisme sirkulasi preventif
telah secara langsung menyebarkan paham-paham yang tidak sehat
untuk keberagaman dan toleransi. Kondisi ini menunjukkan adanya
kebutuhan nyata untuk memoderasi pemahaman keagamaan yang
tidak berkontribusi pada terciptanya toleransi keberagaman dengan
menggunakan identitas keindonesiaan sebagai pemersatu bangsa.

E. Dinamika Interaksi Sosioreligious dalam Tata Kelola
Kebinekaan: Yogyakarta,Jawa Tengah dan Kalimantan
Barat

Gambaran terakhir dari 12 provinsi digambarkan dalam
Dinamikan Interaksi Sosioreligious dalam Tata Kelola Kebinekaan yang
mencakup temuan-temuan kunci dari Yogyakarta, Jawa Tengah dan
Kalimantan Barat. Tulisan pertama disajikan oleh Iif Fikriyati Ihsani,
yang menulis Ketegangan Interaksi Sosio-Religius dalam Tata Kelola
Kebudayaan dan Multikulturalisme Daerah Istimewa Yogyakarta:
Babak Baru Identitas Politik dan Politik Identitas.

Sebagai daerahistimewa yang dianugerahibanyak privilege, Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang senantiasa diharapkan
menjadi potret bagi keberlangsungan kemajemukan di Indonesia.
Mengemban amanat sebagai pusat budaya, Yogyakarta memang
memiliki kekhasan dibanding kota-kota lainnya. Tradisi-tradisi lokal
yang hidup di Yogyakarta mencerminkan perjalanan panjang sejarah
Indonesia dalam beragama dan berinteraksi antara tradisi lokal dengan
agama-agama yang datang”.

Kerukunan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta sepanjang

37 Wacana kesejarahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermula
dari amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai Raja
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kawedanan Pakualaman yang menyatakan
bergabung dan mendukung Republik Indonesia pada tanggal 5 September 1945.
Atas sikap tersebut, Presiden Soekarno mengukuhkan Yogyakarta sebagai Daerah
Istimewa dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai
Kepala Daerah dan Wakilnya, dalam piagam pengukuhan dari Presiden Soekarno
serta diperkuat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jo Undang-undang
Nomor 19 tahun 1950
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penelitian ini menunjukkan skala yang menurun. Pemicunya banyak
disebabkan oleh perubahan sosial dan gonjang-ganjing politis di
lingkungan Keraton. Perubahan sosial akibat dari percepatan industri
di sekeliling Yogya mendorong gaya hidup modern yang jauh dari
nilai-nilai dasar masyarakat Yogyakarta. Karenanya kembali kepada
agama sebagai keyakinan yang baku dan berakar dipandang sebagai
cara untuk menjauh dari sikap-sikap modern yang serba kompetitif.

Sebagai upaya memperkuat diri, agama kemudian dieksistensikan
ke dalam kelompok dan mulai menunjukkan eksistensinya pada
publik, melalui sikap-sikap mengelompok dan memisahkan diri dari
masyarakat pada umumnya. Setelah berhasil membentuk kelompok,
eksistensinya mulai menjalar pada usaha bagaimana mempengaruhi
orang lain yang dalam praktiknya mulai mengelompok ke dalam
bentuk bentuk eksklusif yang mempolarisasi antara Islam sebagai
ideologi sebagai lawan dari ideologi yang ada, yang dipandang tidak
berhasil menjadikan Indonesia dan Yogyakarta sebagai tempat yang
ramah dan aman.

Narasi eksklusivisme lebih banyak menggunakan hubungan
mayoritas dan minoritas, dimana mayoritas dianggap kehilangan
kewenangannya karena pemerintah cenderung berpihak pada
minoritas. Padahal bagi minoritas, sikap mayoritas yang tidak terbuka
kepada minoritas membuat minoritas perlu bersandar penuh pada
pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Minoritas membutuhkan
mayoritas yang inklusif untuk bisa memultikulturalisasi kemajemukan.
Itusebabnya peran pemerintah dan semuaaparaturnya menjadi penting.
Jika pemerintah dalam hal ini Keraton tidak berhasil menyelesaikan
konflik di dalam dirinya, maka Yogyakarta akan kehilangan nilai-nilai
asalnya, setidaknya mulai bergerak ke arah yang semakin kuat berdasar
pada eksklusivisme.

Gambaran kedua diperoleh dari tulisan Singgih Nugroho
yang memaparkan temuan kunci di Jawa Tengah. Tulisan berjudul
Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil dalam Melawan Intoleransi
dan Radikalisme di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain
menggambarkan dinamika fakta pelanggaran dan kemajuan kebebasan
beragama atau berkeyakinan (KBB) di Jawa Tengah tahun 2018. Tulisan
ini secara luas menyajikan ketegangan interaksi sosio-religius dalam
tata kelola kebudayaan dan multikulturalisme dengan studi kasus di
Kota Semarang. Secara substantif topic ini penting dikaji setidaknya
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karena dua alasan. Pertama, perlindungan dan pemenuhan hak warga
atas KBB memperlihatkan kondisi sudah ada kemajuan sebagai buah
kerja dari banyak pihak seperti aparat keamanan (kepolisian dan TNI),
pemerintah, dan aktivis dari kalangan masyarakat sipil. Hal ini ditandai
antara lain sudah tidak ada lagi atau berkurangnya tindakan kekerasan
etno-religius dalam skala besar, dan banyak bermunculan aktor atau
organisasi pendukung toleransiyangberjejaringdengan para pengambil
kebijakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk daerah yang masa
lalu pernah memiliki peristiwa konflik dan kekerasan etnis dan agama
seperti Maluku dan Poso.

Alasan kedua, adalah masih adanya fakta pelanggaran KBB yang
menandai bahwa usaha perlindungan terhadap kelompok minoritas
dan rentan, baik politik, etnis maupun agama, masih menjadi tantangan
bersama. Dari berbagai laporan tentang kondisi KBB diperoleh adanya
empat kecenderungan dalam hal pelanggaran KBB yaitu, (a) aspek
regulasi tentang KBB yang diskriminatif atau berpeluang dipakai
untuk mendiskriminasi, antara lain seperti UU No. 1 PNPS Tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
(b) elemen negara yang semakin represif dengan melanggar KBB dan
turut serta dalam tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dilakukan
oleh sebagian kelompok masyarakat; (c) terjadi penularan yang efektif
pelanggaran dan tindakan intoleransi terhadap hak atas KBB; dan
(d) pelanggaran dan intoleransi terkait tempat ibadat memberikan
kecenderungan masyarakat semakin intoleran dalam hal pendirian
tempat ibadat.*

Alasan ketiga, sebagai bagian kawasan yang majemuk,
terutama dari sisi jenis keyakinan dan etnisitasnya, Provinsi Jawa
dan Kota Semarang, menyediakan database mengenai dinamika
multikulturalisme yang variatif. Karakteristik dasar kebudayaan Jawa
yang cenderung mengutamakan keselarasan sosial dan menghindari
konflik terbuka, meski masih dominan, namun dalam sejumlah kasus
menampakkan fakta berkebalikan. Ketegangan, konflik dan kekerasan
dalam periode dan wilayah tertentu, turut mengiringi perkembangan
daerah ini sejak masa lalu hingga sekarang. Dengan demikian studi di
kawasan ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran penting dalam

38 Ismail Hasani (ed.), Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi
Agama/Keyakinan, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2011, hlm. 57.
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melihat konstruksi tata kebudayaan terbaru.

Secara umum, daerah Jawa Tengah sebagai salah satu asal
kebudayaan Jawa, memiliki sosio religius dan kebudayaan yang
heterogen yang yang dipengaruhi oleh karakteristik regional, dan
terwujud dalam keragaman unsur logat bahasa, kesenian rakyat,
makanan, dan lain-lain. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000,
daerah ini dihuni sekurangnya 19 etnis dan bangsa. Etnis Jawa paling
dominan, disusul Sunda, Cina, Batak, dan Madura. Relasi antar agama
atau keyakinan serta etnis di Jateng berjalan dinamis. Relasi antar
penduduknya secara umum berjalan damai. Meski demikian, acapkali
disertai munculnya peristiwa ketegangan dan kekerasan keagamaan.

Hal sama juga terjadi di Kota Semarang. Berbagai uraian kasus-
kasus di laporan ini memperlihatkan kondisi kemajemukan Semarang
berjalan dinamis, yang ditandai dengan kondisi damai panjang
dan ketegangan-konflik skala terbatas. Berdasarkan catatan sejarah
masa lalu, di Kota Semarang pernah terjadi 4 kasus dengan rincian 1
peristiwa konflik damai, dan 3 peristiwa kekerasan rasial. Kesemuanya
juga terjadi pada periode tertentu dengan satu kasus rasial bersumber
dari dalam (internal Semarang) dan dua kasus bersumber dari luar.
Pasca kerusuhan rasial anti-Tionghoa tahun 1980—sebagai dampak
Solo—sampai dengan laporan ini disusun, kondisi sosial di Semarang
secara umum berjalan damai. Peristiwa konflik dan kekerasan tidak
berjalan dengan massif. Meski demikian ada sejumlah peristiwa sosial

keagamaan yang muncul, sejumlah pihak menyebutnya sebagai riak-
riak kecil.

Berdasarkan analisa berbagai laporan studi dan juga temuan studi
ini, daerah ini masih menemui sejumlah menemui tantangan sekaligus
harapan pemajuan di bidang pengembangan toleransi kehidupan
beragama. Dinamika intoleransi dan kekerasan atas nama agama,
baik intern dan antar umat beragama, dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Sekurangnya sejak tahun 2016, daerah ini masuk dalam
5 besar sebagai daerah di Indonesia dengan catatan intoleransinya.
Laporan Setara Institute pada tahun 2018 terjadi 17 kasus pelanggaran
KBB. Laporan Lembaga Agama dan Sosial (ELSA) Semarang, terjadi
14 kasus kasus terkait terorisme; 7 kasus peristiwa-peristiwa bernuansa
agama; 3 kasus berkategori “discrimination by judicial” (diskriminasi
oleh negara dengan menggunakan dokumen legal); dan 9 kasus konflik
horisontal. Kondisi itu sejajar dengan hasil Indeks Kerukunan Umat
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Beragama Balitbang Kemenag tahun 2018 yang menempakan Provinsi
Jateng pada urutan ke-13 dari 34 provinsi yang disurvei dengan skor
nilai berkategori rukun, yakni 78,7 persen.

Dinamika kondisi KBB di Kota Semarang pada tahun 2018 ditandai
oleh 4 kasus keagamaan antara lain meliputi penangkapan terduga
teroris, peristiwa bernuansa agama (penggrebekan kelompok terduga
aliran sesat), tindakan intoleransi (penolakan kedatangan Ustadz Abu
Somad, dan penolakan Asyura di Semarang oleh FUIS dengan cara
meminta pembatalan ijin Polda Jateng). Tahun 2018 terjadi penurunan
jumlah kasus dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 8 peristiwa.

Munculnya sejumlah kasus di Kota Semarang ini, dalam sejumlah
aspek, dipengaruhi oleh perubahan konstelasi politik keagamaan pasca
1998. Seperti halnya daerah-daerah lain di Kota Semarang juga tumbuh
organisasi massa berbasis agama dan sosial politik yang bervariatif.
Sebagian mereka merupakanorganisasilamayangbarumendeklarasikan
secara terbuka sesudah tahun 1998. Dalam konteks ormas Islam, selain
ada kelompok mainstream seperti NU dan Muhammadiyah berikut
pelbagai lembaga otonominya, muncul kelompok kecil yang variatif
dan mengambil arus berbeda seperti FUIS, FPI, JAT, JAD, JAS, dll.
Kehadirannya, meski tidak selalu berkorelasi langsung, tapi tak bisa
dipungkiri turut mempengaruhi dinamika sosial keagamaan di kota ini.
Sekurangnya beberapa kejadian insiden keagamaan di Kota Semarang
melibatkan kelompok-kelompok tersebut.

Sejumlah data itu menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan
sosial keagamaan itu bersifat dinamis. Grafiknya banyak dipengaruhi
oleh sejumlah faktor antara lain dinamika perhelatan politik lokal
maupun nasional. Dinamika politik identitas dalam Pilkada Jakarta,
ditengarai menyumbang pengaruh signifikan. Faktor lain adalah
pembakaran bendera HTI di Garut serta regulasi tentang penodaan
agama dan pendirian tempat ibadah. Situasi ini antara lain tampak
dalam sejumlah insiden kekerasan skala terbatas yang terjadi pada pada
periode tahun politik (2018-2019), seperti perusakan nisan makam
di Magelang, sekolah kristen, kantor PCNU Blora, dan penganiayaan
kyai kampung di Kendal. Menjelang Pemilu 2019 juga ada kasus-
kasus pembakaran kendaraan bermotor di empat daerah yaitu Kota
Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten
Grobogan.

92



Dalam bagian lain juga dicatat adanya sejumlah kemajuan
dalam promosi KBB seperti, kecepatan aparat negara (pemda dan
keamanan) dalam merespon kasus-kasus bernuansa SARA yang
dipandang bisa mengganggu kondusifitas kamtibmas. Sejumlah
organisasi interfaith baik yang diinisiasi negara maupun masyarakat
sipil mulai menunjukkan partisipasi yang lebih dalam menghandle isu
KBB. FKUB Jateng sejak akhir 2014 membuat terobosan antara lain
dengan menginisisasi paguyuban FKUB se-Indonesia, memperkuat
kapasitas pengurus FKUB Kabupaten/Kota se-Jateng dalam merancang
kegiatannya, berkomunikasi dengan kepala daerah masing-masing,
dan terlibat penyelesaian masalah dalam konteks keagamaan. Selain itu
sebagian FKUB kabupaten/kota, sudah membentuk atau mendirikan
FKUB Muda, selain paguyuban lintas agama di tingkat kecamatan dan
desa.

Di kalangan masyarakat sipil, partisipasi dalam aktivitas
kampanye, pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus keagamaan
mulai menonjol. Misalnya Forum Sobat, forum lintas iman yang
diinisiasi oleh Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK),
Ponpes Edi Mancoro dan Sinode GK]J sejak tahun 2002 sd sekarang.
Selain itu juga ada Jaringan Gusdurian (JGD) yang telah eksis di banyak
daerah di Jateng. Di Kota Semarang, aktor dan kelompok pendukung
perdamaian dan pegiat toleransi juga semakin bertambah. Pemain lama
seperti aktivis yang bergiat di Lembaga Studi Agama dan Sosial (ELSA),
dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, EIN Institute serta
Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Keuskupan
Agung Semarang (KAS), sejak tahun 2016 berperan penting dalam
menginisiasi kelompok PELITA (Persaudaraan Lintas Agama) Kota
Semarang. Kehadiran tokoh perdamaian lokal ini merupakan bagian
dari perrkembangan terbaru dalam format yang lebih luwes (informal)
berikut jaringannya yang lebih beragam. Mereka lahir dari kebutuhan
lokal untuk merespons dengan cepat terhadap praktik sosial yang
dianggap intoleran di wilayahnya atau tempat lain agar tidak terjadi di
wilayahnya. Perkembangan teknologi informasi seperti internet dan
media sosial sebenarnya juga berperan penting dalam menfasilitasi
tumbuhnya kelompok-kelompok pendukung perdamaian.

Kehadiran kelompok-kelompok “baru” ini menjadi amunisi
tambahan bagi gerakan perdamaian yang telah diusung oleh kelompok-
kelompok lama. Mereka turut serta dalam kampanye narasi damai di
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setiap wilayah dan bersedia membangun kerjasama dengan kalangan
aparat negara seperti kepolisian lokal, pemerintah daerah, dan FKUB.
Bentuk-bentuk dukungannya antara lain melakukan silaturahmi,
diskusi informal, petisi, dan aksi-aksi solidaritas kemanusian non-
konvensional. Tidak jarang mereka terlibat secara langsung dalam
kepanitian kegiatan bersama dengan aparat negara untuk acara-acara
pluralisme. Melalui kerjasama itu telah terjadi sharing informasi
kepada kepolisian dan pemerintah daerah tentang isu keberagaman
dan radikalisme di masing-masing wilayah, sekaligus memperkuat
aparat negara seperti kepolisian dalam merespons tekanan kelompok
intoleran. Mereka juga cukup aktif menyebarkan nilai-nilai toleransidan
perdamaian dengan membuat reportase kegiatan dan mempostingnya
di acount medsosnya (Facebook, instagram dan twitter).

Tulisan terakhir datang dari Kalimantan Barat, dengan judul
Potret Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Tantangan Politik
Kebangsaan Di Kalimantan Barat, yang ditulis oleh Syarifah Ema
Rahmaniah.

Isu-isu tentang kebebasan beragama marak hampir sepanjang
waktu, terlebih lagi di Kalimantan Barat secara khusus yang secara
sosiokultural menjadi tempat tumbuh suburnya berbagai agama dan
aliran kepercayaan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari keberadaan
suku-suku bangsa yang ada didalamnya. Bahwasannya terdapat
hubungan yang sangat erat antara adat istiadat masyarakat di
Kalimantan Barat dan agama-agama yang ada. Artinya bahwa antara
kehidupan keberagamaan dengan tradisi suku masih sangat kental.
Misalnya suku Dayak kental dengan prosesi Kristen, suku Melayu
dengan tradisi Islam dan suku Tionghoa dengan tradisi Konghucu.

Dalam konteks lokal, terjadi pembagian wilayah/segregasi
berdasarkan etnis yang kemudian membentuk mata pencaharian, cara
pandang dan gaya hidup, serta pendapatan tingkat ekonomi. Hal ini
kemudian mempengaruhi kerja-kerja dalam penyuaraan keberagaman
dalam konteks kultur dan juga agama/kepercayaan. Media massa
juga turut membangun pola segregasi dalam konteks komunikasi.
Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa hingga hari ini belum ada
gerakan bersama dari masyarakat sipil lintas etnis dan komunitas dalam
upaya merawat kebhinekaan dan perdamaian. Peran tokoh-tokoh yang
ada, terkesan masih ekslusif dan pragmatis, dan hanya berada pada
kelompok tertentu saja.
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Pemerintah sebagai pihak yang merumuskan kebijakan diharapkan
untuk lebih peduli pada penanganan dan pencegahan konflik di Kalbar
dan perlu upaya konkrit dalam menciptakan kedamaian, utamanya
dalam pengawasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Diperlukan
bantuan dan kerjasama dari semua pihak dari pemerintah, masyarakat
dan lembaga pendidikan untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI
dan perdamaian terutama dalam upaya menciptakan kehidupan sosial
yang multikulturalis, menjaga toleransi antar umat beragama agar
tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Seluruh masyarakat lintas etnik, agama dan budaya diharapakan
untuk selalu membangun silaturahmi dan hubungan yang baik. Tidak
ada sikap arogansi paling benar sendiri. Meminta dan mengusulkan
pada semua pihak untuk tetap menjaga sikap menerima dan
menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika,
saling menghargai, menghormati, bertoleransi, memberikan solusi
dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang
muncul. (]
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Bab 4
Pelembagaan Kriminalisasi
Keyakinan

A. Pengantar

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), terutama dalam

bentuk pembatasan yang problematik. Argumentasi yang paling
seringkali dijadikan justifikasi adalah dimungkinkannya derogasi atau
pengurangan dan pembatasan pada hak-hak tertentu, khususnya hak
sipil dan politik. Dalam konstitusi RI, pembatasan dan pengurangan
didasarkan pada ketentuan Konsitusi, yang berbunyi:

Penodaan agama merupakan salah satu problem dalam isu

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di antara pembatasan yang kerap dijadikan justitkasi dalam
menindak pemeluk agama/keyakinan adalah doktrin penodaan
agama. Peraturan perundang-undangan utama yang digunakan
untuk mengukuhkan pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan
adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

39 Pasal 28] ayat (2) UUD 1945
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dan/atau Penodaan Agama. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan
dengan konstitusi, semakin tegaslah pengaturan negara mengenai
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai bentuk pembatasan
KBB. Dalam perkembangannya penodaan agama tidak hanya menjadi
doktrin pembatasan, tapi juga pelembagaan kriminalisasi keyakinan.

B. Episteme Penodaan Agama

Masyarakat dunia kontemporer memberikan perhatian yang
besar terhadap defamasi atau apa yang dalam konteks Indonesia
populer dengan frasa penodaan agama. Tahun 2009, Majelis Umum
PBB menyetujui resolusi tentang Combating defamations of Religions.
Faktor determinan resolusi tersebut adalah kecenderungan bahwa
defamasi agama dapat memantik disharmoni sosial dan pelanggaran
HAM. Namun begitu, resolusi tersebut tidak memberikan kewenangan
kepada negara-negara dengan alasan defamasi agama untuk membatasi
kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi yang nota bene
merupakan hak sipil dan politik yang fundamental sebagaimana diatur
dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
1966.

Salah satu misi perang melawan defamasi agama adalah
pemenuhan HAM, maka norma substantif yang mestinya diacu
adalah instrumen HAM, yang mengikat secara hukum (legally
binding), khususnya ICCPR. Apalagi untuk konteks Indonesia,
ICCPR merupakan hukum positif sebab sudah diratifikasi melalui
UU No. 12 tahun 2005. ICCPR menegaskan, kebebasan beragam/
berkeyakinan merupakan hak dasar.® Dalam Konvensi tersebut
tidak ada pendefinisian khusus tentang defamasi agama. Namun ada
larangan spesifik yang berkaitan dengan agama, yaitu Pasal 20 ayat
(2) yang berbunyi: “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian
atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan
untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus
dilarang oleh hukum”. Artinya, ekspresi eksternal atas kebebasan
internal (forum internum) untuk beragama dan berkeyakinan dijamin
hukum, sepanjang tidak memuat hate speech atau anjuran kebencian

40 ICCPR, Pasal 18 ayat (1-4)
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yakni hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, dan
kekerasan. Dengan menggunakan metode penafsiran gratikal dan
teleologis-sosiologis, hate speech inilah substansi pokok defamasi
agama menurut instrumen HAM.

Sedangkan menurut Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No 1/
PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, substansi penodaan agama adalah penafsiran dan kegiatan
keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.
Ketentuan tersebut problematik, sebab tafsir yang sekedar berbeda
saja (terutama dari tafsir mainstream ajaran agama tertentu) potensial
disebut sebagai penodaan, apalagi jika dilegitimasi dengan penyesatan.
Padahal betapa banyak perbedaan pokok-pokok ajaran berbagai mazhab
atau sekte dalam satu agama, apalagi antar agama. Bisa dibayangkan
besarnya potensi “penodaan” itu. Oleh karena itu, ketentuan dua
peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi.

Dalam rezim defamasi yang problematik tersebut, negara akan
mudah menjadi alat tirani tafsir arus utama agama kepada yang
pinggiran; mayoritas terhadap minoritas, dari yang cerewet (noisy) ke
yang diam (silent). Atau paling tidak, pemeluk agama dengan tafsir
mayoritas akan “membantu” negara dalam menghukum sesama
pemeluk agama dengan “tafsir menyimpang”, seperti yang banyak
terjadi di Indonesia. Di titik inilah potensi disharmoni sosial dan
pelanggaran HAM ditabung. Hal ini jelas bertentangan dengan misi
anti defamasi agama yang dicanangkan negara-negara beradab di
dunia.

Apalagi data menunjukkan bahwa rezim defamasi yang mengidap
cacat paradigmatik tersebut kerapkali ditegakkan secara hukum
dengan menghimpun energi politik. Setara Institute mencatat, UU No.
1/PNPS/1965 paling banyak digunakan pada masa pemerintahan SBY
dengan sokongan gerakan massa. UU Penodaan Agama tersebut dalam
kurun 2004 hingga 2014, digunakan untuk 100 lebih kasus. Padahal
sepanjang masa pemerintahan otokratik Soeharto selama 32 tahun, UU
yang sama tercatat digunakan hanya untuk 10 kasus.

Pasca reformasi, rezim defamasi agama yang rapuh ditegakkan
lebih banyak dengan mengandalkan energi politik di luarnya,
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khususnya dalam bentuk mobilisasi massa.# Salah satu contoh
aktual yang menonjol adalah kriminalisasi Tajul Muluk dengan pasal
penodaan agama di Sampang. Padahal tokoh Syiah tersebut beserta
jemaahnya nyata-nyata menjadi korban kekerasan, penyerangan, dan
pembakaran yang mengakibatkan rusaknya harta benda, hilangnya
nyawa serta tercerabutnya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan
budaya. Tapi, dalam kasus tersebut, massa dan kelompok-kelompok
intoleran menghendaki agar Tajul Muluk dipenjara dengan dalil
penodaan agama dan negara menuruti selera mereka.

Penegakan hukum demikian tidak boleh terjadi. Negara mesti
menegakkan rezim defamasi agama dengan beralas pada dasar negara,
konstitusi dan zeitgeist di balik Bhinneka Tunggal Ika dan mengacu
pada instrumen HAM yang juga digunakan negara-negara beradab.

C. Penodaan Agama di Tengah Doktrin Derogasi dan
Limitasi

Dalam perspektif teori HAM, dikenal doktrin pengurangan
dan pembatasan dalam hak sipil dan politik. Derogasi merupakan
mekanisme yang memungkinkan “pengecualian” bagi suatu negara
untuk menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya
situasi khusus atau darurat. Maka hak-hak yang boleh diderogasi
dikenal sebagai derogable rights.

Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
menyatakan bahwa “dalam keadaan darurat umum yang mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan
secara resmi, Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil
tindakan untuk mengurangi kewajiban mereka menurut Kovenan
ini, sejauh yang sungguh- sungguh diperlukan oleh tuntutan situasi,
dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan
kewajiban lain Negara Pihak menurut hukum internasional dan tidak
menyangkut diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.” Pada
umumnya hampir semua perjanjian internasional memiliki ketentuan

41 SETARA Institute secara mendalam mengurai fakta ini dalam laporan
tahun 2016. Lihat Halili, Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016 (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2016)
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tentang derogasi, seperti halnya dengan ketentuan dalam Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Derogasi dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan
nasional, paling tidak, dilakukan dengan tiga alasan utama, yaitu: suatu
keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu
negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional, dan disintegrasi
bangsa. Contohnya, perang saudara dan bencana alam yang hebat
seperti tsunami Aceh.

Meskipun begitu, Derogasi hanya dapat dikenakan pada hak-hak
tertentu.derogasi tidak bisa dilakukan pada semuahak yangdiatur dalam
Kovenan Internasional. Sebab, derogasi memungkinkan suatu negara
untuk melepaskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu
perjanjian internasional. Padahal secara prinsipil, seluruh hak dasar
yang diakui negara- negara beradab, diakui dan diatur dalam norma
dan instrumen nasional harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi
seoptimal dan sejauh mungkin.

Berdasarkan Prinsip Siracusa,® terdapat dua perlakuan terhadap
implementasi HAM, vyaitu: prinsip non-derogable rights (hak-hak
yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan
derogable rights (hak- hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan
pemenuhannya). Prinsip siracusa menggaris-bawahi bahwa hak-hak
yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada
situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan
kepentingan umum.

Sementara prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang
bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan
atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang
terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh),
hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa),
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan

42 Prinsip Siracusaadalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi
hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan
hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini
menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam
ICCPR. Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.) (2011), juga Halili
dan Bonar Tigor Naipospos (2014), Stagnasi Kebebasan Beragama, Jakarta: Pustaka
Masyarakat Setara, hlm. 6
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berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk
tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual,
serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut.
Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan
hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas
beragama—sebagai salah satu unsur non-derogable rights—dapat
digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sedangkan limitasi merupakan doktrin yang memungkinkan
negara melakukan pembatasan pada hak-hak tertentu. Pasal 12
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi
oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa
pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik pada dasarnya tidak
boleh dilakukan, kecuali karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan
oleh Kovenan, yaitu:

1) Guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum,
2) Melindungi kesehatan atau moral masyarakat, atau

3) Melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang
sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan.

Selain itu, pembatasan tersebut harus diterapkan secara
proporsional. Asas proporsionalitas dalam pembatasan tersebut, paling
tidak, harus dilakukan dengan menenuhi dua aspek: 1) tidak boleh
diterapkan secara diskriminatif, dan 2) dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang- undangan.

Dengan demikian, limitasi juga merupakan “norma pengecualian”
dari norma umum hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam
Kovenan Internasional. Karena bersifat pengecualian, maka kriteria
dan indikator yang dikenakan juga harus ketat, dengan mengacu pada
norma dan hukum internasional.

Dalam konteks derogasi dan limitasi tersebut, pengaturan
kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dilakukan, tetapi bukan
dalam kerangka tindakan negara (termasuk tindakan hukum) yang
memungkinkan, membuka peluang, atau bahkan mendeterminasi
terjadinya pelanggaran KBB. Sebaliknya, “intervensi” negara dalam
bentuk pengembangan regulasi dan kebijakan haruslah bertujuan untuk
menghormati, melindungi, dan menjamin implementasi kebebasan
beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar.
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Secara substantif, kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan
hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Negara,
hukum nasional, dan hukum internasional. Hak setiap warga negara
untuk beragama/berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang
bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh
siapapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat perang
sekalipun.®

Kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut harus dilindungi
dan ditegakkan oleh negara. Dalam perspektif itu, negara harus
menyediakan mekanisme-mekanisme hukum yang memberikan
jaminan dan mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran
atas hak tersebut.

Hal tersebut berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, substansi
hak. Hakikatnya, kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan
hak mutlak (absolute) dan tidak dapat dikurangi, dibatasi, dicampuri
dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat perang (non
derogability). Namun demikian, pembatasan tetap dimungkinkan
paling tidak jika mengacu pada doktrin limitasi, terutama untuk alasan-
alasan yang telah disebutkan pada ulasan sebelumnya, yaitu, demi
melindungi kepentingan publik, kesehatan dan moralitas umum, serta
hak-hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, pembatasan
(limitasi) yang dilakukan, pada dasarnya untuk perlindungan dan
pemajuan hak tersebut, bukan untuk pengurangannya.

Kedua, fungsi negara. Negara harus berdiri tegak dan konsisten
untuk memenuhi fungsi-fungsi aksiologisnya, antara lain:
1. melaksanakan ketertiban (law order) untuk mencapai tujuan dan
menghindari tindakan konflik berkekerasan,

2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,

43 Payung hukum untuk kebebasan beragama/berkeyakinan dalam bentuk
instrumen nasional dan internasional antara lain sebagai berikut: 1) Deklarasi Umum
Hak Asasi Manusia tahun 1948 (pasal 18), UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 4, pasal 22 ayat (2), UU Nomor
29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Covenant on Elimination of All
Forms of Racial Discrimination/CERD atau Kovenan Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Right/ICCPR atau Kovenan tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik.
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3. penjagaan dan pertahanan ancaman dan serangan dari luar, dan

4. menegakkan pengadilan melalui badan-badan peradilan.

Dengan demikian, dalam konteks kebebasan beragama/
berkeyakinan, negara harus menyediakan segala mekanisme dan
prosedur hukum untuk melindungi hak warga negara, mencegah
terjadinya pelanggaran oleh warga negara—lebih-lebih oleh apparat
negara, dan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran atas kebebasan
beragama/berkeyakinan tersebut.

Ketiga, pengaturan oleh negara. Berkaitan dengan dua aspek
tersebut maka tindakan negara bukan sesuatu yang tabu, namun
dengan tujuan melindungi, memajukan, mencegah pelanggaran, dan
menegakkan hukum atas pelanggaran yang ada. Dalam konteks itu,
maka pertanyaan ekorannya adalah: bagaimana lingkup pembatasan
tersebut dan apa kriteria-kriterianya.

Sebelum mengulas batasan-batasan pembatasan tersebut, kita
perlu meninjau ruang lingkup kebebasan beragama/berkeyakinan
yang menjadi objek afirmasi dalam aneka instrumen nasional dan
internasional. Instrumen pokok hak asasi manusia yang menjadi dasar
bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diadopsi oleh PBB
pada tahun 1966. Pasal 18 Kovenan Internasional tersebut menegaskan
bahwa kebebasan beragama/ berkeyakinan mencakup:

1. Kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau
tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya
dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran;

2. Tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk
menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan
pilihannya;

3. Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum,
dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan,

44 Lihat Miriam Budiardjo (1998), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT
Gramedia, hlm. 46
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ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan
kebebasan mendasar oranglain;

4.  Negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati
kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah,
untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak
mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah meratifikasi
Kovenan Internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (legally binding)
dan sebagai negara pihak (state parties) yang telah meratifikasi,
Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari
perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik
kepada Komisi HAM PBB.

Sedangkan instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang
mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah
Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi
Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination
of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or
Belief) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55
pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan
Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena
bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (non-binding)
bagi negara pihak. Namun demikian, meskipun tidak mengikat
secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus universal dari
komunitas internasional. Oleh karena itu, memiliki kekuatan moral
dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai
negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa sekonyong-konyong
mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi
hak asasi warga negaranya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945,
dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di
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wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dari dua pasal Konstitusi tersebut dapat dicermati bahwa jaminan
konstitusional atas hak untuk beragama/berkeyakinan sangatlah kuat
di dalam UUD 1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada
pemaknaan dan sekaligus tuntutan kebijakan turunannya, minimal
sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang
seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama
serta menjalankan agama dan keyakinannya.

2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan
bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya.*

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara mengemban
tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap
warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan
beragama/ berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan
Pasal 29 UUD 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 281
ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk
melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi
RI di atas, maka lingkup kebebasan beragama/berkeyakinan secara
umum meliputi:

1) Kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya
sendiri,

2) kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang
dipercayainya,

3) Kebebasan untuk mematuhi, mengamalkan dan menyelenggarakan

45 Lihat Ismail Hasani (ed) (2011), Dokumen Kebijakan Penghapusan
Diskriminasi Agama/Keyakinan, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, hlm. 81
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pengajaran secara terbuka atau tertutup.*

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional
hak asasi manusia berkewajiban (obligation of the state) untuk
menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) kebebasan setiap
orang atas agama atau keyakinan.” Prinsip dasar kewajiban negara
untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak
melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok
atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk
melindungi adalah mengambil tindakantindakan yang diperlukan untuk
melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran
hukum/kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya,
termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang
menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut
dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip
Siracusa yang telah disepakati, derogasi dan limitasi dimungkinkan dan
dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap
dapat membahayakan kepentingan umum.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya
pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi
manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran
baik hak-hak yang termasuk dalam kategori forum internum maupun
kebebasan yang masuk dalam kategori forum eksternum.

D. Penodaan Agama Mengarusutama pada 2018

Salah satu aspek KBB yang menonjol pada tahun 2018 adalah
kasus penodaan agama. Terjadi 25 kasus penodaan agama. 23 kasus
baru dan 2 kasus lama. 2 kasus sudah diputus oleh pengadilan; 23 kasus

46 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): “Setiap orang
berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk
kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama
atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan
ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
di muka umum maupun sendiri.”

47 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 281, 28 E, 29 UUD Negara
RI 1945

107



baru yang dilaporkan ke kepolisian meliputi tiga kategori korban, yaitu
individu, warga, dan partai politik. Data lengkap aktor, korban, dan
jumlah kasus dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 18.
Data Kasus Penodaan Agama 2018
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Data tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya sistematis yang
progresif dari pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk merevisi UU
No. 01/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk konteks UU Penodaan
Agama, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam concurring opinion
Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa rumusan
Pasal 1 Undang-Undang PNPS 1965 mengandung kelemahan. Maka,
untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan revisi Pasal 1
Undang-Undang ITE oleh lembaga pembuat Undang-Undang, dalam
halini DPR dan Pemerintah. Sementara apabila Pasal 1 Undang-Undang
tersebut dicabut, akan terdapat ke-vakum-an hukum yang disebabkan
oleh ketiadaan aturan tersebut, dimana hal itu dapat menimbulkan
akibat sosial yang luas meskipun akibat itu sendiri dapat diatasi dengan
aturan hukum yang ada, namun untuk melakukan hal yang demikian
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akan memerlukan social cost yang tinggi.

Dengan demikian, meskipun terdapatkebutuhan untuk melakukan
revisi terhadap perumusan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, namun
karena keterbatasan Mahkamah Konstitusi yang hanya sebagai negative
legislator yang tidak berwenang untuk mengganti rumusan Pasal 1
Undang-Undang a quo dengan rumusan yang berbeda, sementara
pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum akan menimbulkan
ke-vakum-an hukum, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil
menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-
Undang, maka untuk sementara waktu Undang-Undang tersebut
perlu dipertahankan. Dengan demikian, maka Pemerintah dan DPR
dituntut untuk memulai proses ‘legislasi normal’ untuk mengganti UU
No.1/PNPS/1965 yang diakui hakim MK memiliki banyak kelemahan.
Sedangkan UU ITE sejak awal bermasalah. Pasal-pasal yang paling
problematic adalah 27 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (2) yang
mengandung potensi restriksi serius atas kebebasan mengemukakan
pendapat dan pandangan.

E. Problem Kriminalisasi melalui PNPS

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan salah satu
masalah fundamental dalam hirarki hukum kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia. UU yang bermula dari legislasi “tidak
nornal” berupa penetapan Presiden (PNPS) ini megandung beberapa
cacat materiil.

Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan:

Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut
di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan
yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama
itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-
pokok ajaran agama itu.

Hakim Harjono yang mengajukan concurring opinion dalam
uji materi UU tersebut di MK, menyatakan bahwa Undang-Undang
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Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Dalam perubahan tersebut
terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) perlindungan
agama; (2) hak kebebasan meyakini sebuah kepercayaan kepada pihak
lain. Hubungan antara kedua unsur harus disatukan dalam formula
yang tidak saling menegasikan. Dalam kaitan dengan hal itu, Hakim
Harjono berpandangan bahwa penerapan Undang-Undang Penodaan
Agama secara harfiyah dapat menimbulkan ketidakseimbangan,
sehingga merusak keinginan untuk mencari keseimbangan dua unsur
tersebut.*

Musababnya, Pasal 1 UU tersebut menurut Harjono, dari sudut
redaksional mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi
syarat tindak pidana yang haruslah jelas (lex certa). Dengan alasan itu,
ia menyarankan perlunya melakukan revisi terhadap Undang-Undang
Penodaan Agama oleh Pembuat Undang-Undang.

Satu yang pasti UU tersebut tidak dapat memberikan kepastian
untuk terlaksananya hak beragama/berkeyakinanbagi warganegara. UU
tesebut juga tidak dapat memberikan kepastian untuk tidak terjadinya
perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan hak beragama
dan berkeyakinan seseorang, yang disebabkan oleh karena UU tersebut
mengandung unsur- unsur materiil yang tidak jelas maksudnya
atau mengandung banyak tafsir. Fakta tersebut diakui oleh seluruh
hakim konstitusi yang memeriksa proses pengujian Undang-Undang
ini. Kondisi tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa UU tersebut
tidak memadai untuk memberikan kepastian agar hak beragama/
berkeyakinan terlaksana tanpa pelanggaran dan diskriminasi.

Dengan demikian, kekeliruan mendasar dalam Undang-Undang
tersebut—sebagaimana tergambar secara eksplisit dalam rumusan Pasal
1 di atas—antara lain: 1) Pemerintah mendiskriminasi pemeluk agama
dengan tafsir yang secara subjektif dinilai “tidak sejalan” dengan tafsir
mayoritas, 2) Negara mengintervensi terlalu jauh ke dalam ruang privat
terdalam (forum internum) individu warga negara, bahkan hingga
ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka, 3) Negara tidak menjamin
kepastian hukum bagi seluruh warga negara dengan membentuk dan

48 Margiyono, dkk., “Bukan Jalan Tengah” Eksaminasi Publik Putusan
Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun
1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, The Indonesian Legal
Resourse Center (ILRC), Jakarta, 2010, hlm. 76
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menerapkan undang-undang yang mengatur objek dan substansi yang
abstrak, kabur, dan absurd.

Di samping itu, UU ini juga mengandung cacat materiil yang
berkaitan dengan proses beracara terhadap penyalahgunaan dan
penodaan agama. UU ini tidak mengatur mengenai mekanisme hukum
yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebelum seseorang
atau organisasi yang diduga melakukan pelanggaran diberi teguran,
peringatan atau pembubaran. Teguran dan peringatan dapat diberikan
begitu saja tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian terhadap tindakan
yang disangkakan. Kondisi tersebut membuka ruang untuk terjadinya
tindakan sewenang-wenang dan perlakukan diskriminasi dalam
pelaksanaan hak beragama dan berkeyakinan.

Oleh karena itu, elemen masyarakat sipil—Setara Institute
merupakan bagian di dalamnya—mengajukan uji materi UU PNPS ke
Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009
dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, MK
menyatakan bahwa UU tersebut konstitusional, dan permohonan para
pemohon ditolak. Namun demikian, MK mengakui bahwa Undang-
Undang ini memiliki kelemahan yang memerlukan diadakannya
perubahan. Dalam poin [3.71] pendapat hukumnya, Mahkamah
Konstitusi menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan
paraahliseperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edi OS Hiariej,
Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad
Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihza Mahendra,
yang menyatakan perlunya revisi terhadap UU Pencegahan
Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-
undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur
materiil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan
kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena
Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya
boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya,
maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama
tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah
tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya.
Oleh karena itu, untuk memperbaikinya agar menjadi
sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang- Undang
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untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.*

Apapun kontroversi yang melatarinya, pada akhirnya UU tersebut
tetap merupakan hukum positif dalam hirarki hukum nasional. Hingga
kini UU tersebut tetap dijadikan landasan bagi pembentukan beberapa
peraturan

Dengan demikian, dapat kita inferensi bahwa UU PNPS
sesungguhnya tidak kompatibel dengan doktrin dan teori hak asasi
manusia dalam hal derogasi dan limitasi. Selain itu, UU PNPS juga
bertentangan dengan kerangka normatif dan legal hak asasi manusia,
bahkan cenderung membuka ruang bagi pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional setiap warga negara,
baik baik masyarakat maupun negara, dalam aneka bentuk pelanggaran
baik dalam bentuk tindakan langsung (by commission) maupun dalam
bentuk peraturan pelaksana di bawahnya (by rule).

Dengan latar belakang objektif bahwa UU PNPS bermasalah dari
beberapa aspek, maka negara harus menyusun politik legislasi baru
yang korektif terhadap UU tersebut. Negara, dalam konteks itu, harus
mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan yang menginstrumentasi UU
tersebut.

Melalui politik legislasi normal yang baru, negara dalam hal ini
pemerintah dan/atau DPR, harus melakukan pembentukan UU yang
baru. Pembentukan UU baru tersebut harus didasarkan pada urgensi
dan perspektif hak asasi manusia.

Beberapa acuan dasar untuk legislasi baru UU pengganti UU
PNPS, antara lain sebagai berikut:

1. UU yang baru harus didasarkan pada jaminan konstitusional
kebebasan beragama/ berkeyakinan yang ada dalam UUD Negara
RI 1945.

2. UU yang baru harus menegasi realitas legal yang diskriminatif
dan stimulatif terhadap pelanggaran kebebasan beragama/

49 Ismail Hasani (Ed.), Putusan Uji Materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965
tentang Pncegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, Publikasi Setara Institute,Jakarta,
2010, hlm. 336
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berkeyakinan di indonesia.

UU yang baru harus memberikan kepastian hukum secara materiil
maupun formil untuk menghindari kerentanan politisasi dan
kriminalisasi atas dasar penodaan dan penyalahgunaan agama.

UU vyang hendak disusun melalui proses legislasi normal
hendaknya berorientasi pada penghapusan diskriminasi dan
intoleransi agama/ keyakinan.

Momentum legislasi baru tersebut sebenarnya sudah hadir sejak

periode pemerintahan yang lalu. Secara politiko-legal, dinamika lima
tahun terakhir memungkinkan pembentukan UU baru yang dimaksud.
Beberapa faktor yang memungkinkan proses legislasi tersebut, antara

lain:
1.

Mahkamah Konstitusi RI mengamanatkan pembentukan UU
baru atau revisi atas UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunan/ Penodaan Agama.

DPR RI bersama Pemerintah telah memasukkan RUU Kerukunan
Umat Bergama (KUB) dalam Program Legislasi Nasional.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014, yang berarti
bahwa RUU KUB atau sejenisnya seharusnya menjadi agenda
pembahasan DPR RI. Faktanya justru sebaliknya.

Pemerintah telah membuka kemungkinan revisi atas Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan
No. 09/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
Pendirian Rumah Ibadat; dan Surat Keputusan Bersama Tiga
Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP- 033/A/JA/6/2008,
Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah
Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Elemen-elemen masyarakat sipil telah ikut mendorong
kemungkinan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan.17

Berbagai peristiwa mutakhir merupakan akselarator penyusunan
legislasi UU PNPS dan peraturan turunannya.

Sayangnya, momentum tersebut dilewatkan begitu saja, baik oleh
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pemerintah maupun DPR periode yang lalu. Maka tidak ada pilihan
lain bagi pemerintahan periode ini selain menyegerakan penyusunan
legislasi baru untuk menyusun UU pengganti UU PNPS. Hal itu
merupakan ujian bagi pemerintah, apakah mereka akan menegakkan
konstitusi dan cita hukum berkaitan dengan kebhinnekaan—khususnya
dalam agama/keyakinan—atau mereka akan akan tunduk pada
kehendak kelompok intoleran sehingga pelanggaran demi pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan akan terus kita saksikan di negeri
Pancasila ini.

F. Penguatan Kriminalisasi dalam RUU KUHP

Belakangan ini terjadi pemburukan pelembagaan kriminalisasi
agama/keyakinan melalui RUU KUHP yang saat ini sebenarnya sudah
disepakati pemerintah dan DPR untuk diundangkan namun ditolak
publik. Berdasarkan draf RUU KUHP hasil rapat internal pemerintah
25 Juni 2019, delik pidana terhadap agama diatur dalam enam pasal,
yakni Pasal 313 hingga Pasal 318. Keenam pasal itu diletakkan pada
Bab VII dengan judul Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan
Beragam.

Dalam penilaian SETARA dan beberapa organisasi masyarakat
sipil yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama
atau Berkeyakinan pasal-pasal dalam RKUHP itu bermasalah. Pasal-
pasal tentang agama dalam RKUHP justru semakin membuka ruang
diskriminasi, konflik, dan melegitimasi tindakan intoleransi di tengah
masyarakat.

Ada beberapa persoalan yang dicatat oleh SETARA Institute.
Pertama, penamaan judul yang tidak tepat. Bab VII menjadikan agama
sebagai subyek hukum, padahal yang seharusnya menjadi subyek hukum
adalah penganut agama. Situasi tersebut menimbulkan persoalan serius
sebab tidak akan memberikan jaminan kepastian hukum. Seharusnya,
agama tidak dapat mewakili dirinya sendiri dalam proses hukum.

Kedua, selain itu, ketidakpastian juga akan muncul karena
besarnya potensi multitafsir sebab agama tidak tunggal. Multitafsir
tersebut membuka ruang bagi diskriminasi. Terdapat begitu banyak
tafsir keagamaan, tidak saja dalam spektrum lintas agama, namun
juga di dalam satu agama. Negara membuka ruang bagi terjadinya
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diskrimina jika hanya menggunakan satu tafsir agama sebagai dasar
terkait tindak pidana terhadap agama.

Ketiga, selain soal ketidaktunggalan nomenklatur agama, beberapa
pasal juga mengandung multiinterpretasi yang berpotensi membuka
ruang bagi munculnya praktik diskriminasi, seperti penggunaan kata
penghinaan dalam pasal 313. Pasal 313 RUU KUHP menyatakan:

Setiap orang di muka umum melakukan penghinaan
terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Kategori V.

Nomenklatur ~ ‘penghinaan’  mempertegas  pelembagaan
kriminalisasi keyakinan yang selama ini terjadi. RKUHP seharusnya
mengatur tindakan dan ujaran kebencian untuk melindungi pemeluk
agama dari kejahatan. Persoalan lain juga muncul pada Pasal 315
tentang hasutan yang tidak jelas rumusannya sehingga berpotensi
menyasar pihak yang hanya melakukan ajakan untuk memeluk suatu
agama. Pasal 316 tentang membuat gaduh di dekat bangunan tempat
untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung juga
berpotensi memicu terjadinya persekusi. Kata “gaduh” dapat menjadi
multitafsir karena tidak dijelaskan secara jelas sebesar apa suara
sehingga dapat dikatakan gaduh.

Kelima, perluasan nomenklatur penodaan agama meliputi
peniadaan agama. Original intent peniadaan agama sangat gamblang
ingin menyasar kelompok ateis. Tetapi dari sisi lex scripta, tidak ada
kejelasan unsur pemidanaan atas peniadaan agama, sehingga hal
tersebut berpotensi memperluas kriminalisasi ekspresi keyakinan dan
hati Nurani terhadap kelompok-kelompok yang sejak awal dilabeli
sebagai ateis, seperti aktivis gerakan kiri di Indonesia.

Secara umum, pasal-pasal mengenai RKUHP melembagakan
secara lebih restriktif kriminalisasi agama/keyakinan. Selain tidak
memberikan jaminan kepastian hukum, pasal-pasal dalam Bab tentang
tindak pidana mengenai agama secara substantif bertentangan dengan
UUD 1945 dan kecenderungan universal mengenai jaminan hak forum
internum dan forum externum dalam KBB. []
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Bab 5
Intoleransi Dan Produk Hukum
Daerah Intoleran

A. Pengantar

ebebasan beragama/berkeyakinan merupakan suatu hak

asasi manusia yang berlaku universal dan terkodifikasi dalam

instrumen-instrumen HAM internasional. Kefundamentalan
hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan senafas dengan
kebebasan berfikir dan bersikap sesuai hati nurani, sehingga hak ini juga
dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable
rights).* Prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang bersifat
mutlak atau absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau
ditunda dalam situasi kondisi apapun.™

50 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Kompilasi Hasil Penelitian
Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan, ILRC, Jakarta, 2014, hlm. 1

51 Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak
dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiya, diperkosa), hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan hak untuk
diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya
memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum
yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan
hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama, sebagai
salah satu unsur non derogable rights, dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.
Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds), 2011, Mengatur Kehidupan
Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
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Kebebasan beragama/berkeyakinan telah memperoleh jaminan
kebebasan dalam Konstitusi Indonesia baik yang termaktub di Pasal
29 maupun Pasal 28E UUD Negara RI 1945, UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM, UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 Tahun
2015 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Keseluruhan ketentuan tersebut
menjamin secara tegas hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan
yang harus dipenuhi, dilindungi, dan diakui oleh negara.*

Namun demikian, sebagaimana disajikan dalam berbagai
laporan, tren kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan masih
relatif tinggi dan belum ada terobosan signifikan sepanjang 10 tahun
terakhir. Jika didalami, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah dinamika otonomi daerah
yang melahirkan kebijakan-kebijakan daerah atau produk hukum
daerah yang diskriminatif. Di sisi lain, merujuk pada Pasal 10 ayat (1)
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan
bahwa agama menjadi satu dari 6 urusan pemerintahan absolut. Pada
ayat (2) UU a quo, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan absolut, pemerintah pusat melakukan (a) melaksanakan
sendiri; atau (b) melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal®
yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
berdasarkan asas dekonsentrasi.

Salah satu contoh produk hukum daerah yang intoleran-
diskriminaif, yang mencolok adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah
Indonesia di Jawa Barat. Selain secara nyata mengandung muatan
intoleran-diskriminatif, produk hukum daerah ini juga telah menjadi
justifikasi akselerasi tindakan intoleran. SETARA Institute mencatat
sebanyak 72 peraturan daerah berkategori intoleran yang membatasi
kebebasan beragama/berkeyakinan kelompok minoritas, termasuk di

52 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), loc.cit.

53 Pasal 1 poin 10 mendefenisikan instansi vertikal adalah perangkat
kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan
pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu
dalam rangka dekonsentrasi
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dalamnya kelompok Ahmadiyah, Syiah, Millah Abraham, dan lainnya.
Tulisan ini mencakup produk-produk hukum daerah yang disahkan
sejak tahun 2000.*

Produk hukum daerah intoleran-diskriminatif merupakan
dampak desentralisasi utuh/nyata yang tidak disertai dengan
mekanisme-mekanisme pencegahan sebagai instrumen mitigasi
potensi adopsi norma-norma yang intoleran-diskriminatif dalam
peraturan perundang-undangan di daerah. Akibatnya, selaian secara
aktual muncul produk hukum yang berpotensi bertentangan dengan
Konstitusi, juga menguatnya politisasi identitas, politik pencitraan, dan
pelembagaan diskriminasi melalui produk hukum daerah, yang dalam
konstruksi HAM termasuk salah satu bentuk violation by rule.

Hingga saat ini, belum adanya penanganan atas produk hukum
daerah intoleran-diskriminatif. Pemerintah bersama DPR justru
kembali memfasilitasi bangkitnya hukum-hukum lokal (adat) melalui
adopsi prinsip living law dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Melalui pasal yang mengatur tentang ketentuan hukum
yang hidup dalam masyarakat atau living law pada Pasal 2 jo. Pasal 598,
potensi inflasi produk-produk hukum daerah dengan beragama konten
bisa saja berdampak pada menguatnya pelembagaan intoleransi-
diskriminasi. Potensi persoalan muncul karena ketidakjelasan antara
hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat, sehingga
ketika akan diatur dalam perda (sebagaimana Penjelasan RKUHP 15
September 2019), berpotensi memunculkan perda atau produk hukum

54 Ikhsan Yosarie, dkk., Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif
Terhadap Pelayanan Publik, Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2019, hlm. 18.

55 Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat
yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa hukum yang
hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat
hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang
diakui masyarakat beradab. Pasal 598 ayat (1) RKUHP mengatur bahwa setiap orang
yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pada ayat (2)
nya kemudian mengatur bahwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruff.
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daerah yang diskriminatif.*> Dalam diskusi pemerintah dengan DPR
pada 28 Agustus 2019, pemerintah bahkan mengakui belum memiliki
penelitian tentang penerapan “hukum yang hidup di masyarakat”,
penelitian dalam bentuk kompilasi hukum adat baru akan dilaksanakan
setelah RKUHP disahkan dalam masa transisi 2 tahun.” Ketidakjelasan
adopsi living law dalam RUU KUHP berpotensi menambah daftar
produk hukum daerah intoleran-diskriminatif di masa depan.

Keberadaan produk hukum intoleran-diskriminatif mengikis
jaminan perlindungan bebas dari diskriminasi setiap warga negara.
Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI 1945 telah mengamanatkan setiap
orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatifatas dasar apapun
dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu. Sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), sesuai
ayat (4) dan ayat (5) pasal a quo, perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama
pemerintah yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.® Fakta keberadaan produk
hukum intoleran-diskriminatif ini jelas telah mengingkari amanat
Konstitusi yang menegaskan prinsip nondiskriminasi terhadap seluruh
warga negara Indonesia dan kewajiban negara untuk melindungi.
Karena produk hukum itu menjadi dasar diskriminasi berkelanjutan,
Komnas Perempuan menyebutnya sebagai pelembagaan diskriminasi.*

Kebijakan intoleran-diskriminatif berangkat dari praktik-praktik
diskriminatif yang terdapat di masyarakat, termasuk diskriminasi
berbasis agama, aliran keagamaan, ras, jender dan identitas lainnya.
Kehadiran kebijakan daerah intoleran-diskriminatif itu tidak saja
melanggengkan praktik diskriminasi dalam kehidupan masyarakat,

56 ICJR, 20 Sep 2019, Pasal-Pasal Dalam RUU KUHP yang Menjadi Perhatian
Publik. Dapat diakses pada http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/09/
Tanggapan-atas-Keterangan-Menkumham-tentang-RKUHP.pdf

57 Ibid.
58 Ibid.

59 Menurut Komnas Perempuan, inisiasi dan implementasi kebijakan ini tidak
saja membiarkan praktik diskriminasi terus hidup dalam masyarakat, tetapi juga
memunculkan situasi yang memperlihatkan lembaga negara menjadi penggagas dan
pelaku langsung tindak diskriminasi terhadap warga negaranya. Situasi inilah yang
dimaksud sebagai pelembagaan diskriminasi Kamala Chandrakirana, dkk, 2010, Atas
Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa,
Jakarta: Komnas Perempuan, Jakarta, Komnas Perempuan, hlm. 1
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tetapi juga, memosisikan praktik diskriminasi sebagai tindakan yang
sah dalam tata kelola berbangsa dan bernegara dengan lembaga negara
dan lembaga pemerintahan menjadi penggagas dan pelaku langsung
tindak diskriminasi terhadap warga negaranya.®

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (fo protect), memajukan
(to promote), memenubhi (fo fulfill) dan menghormati (to respect) nilai-
nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 281 ayat (4)
UUD Negara RI 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di
mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain
juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam
melakukan penegakan hak asasi manusia.®

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan,
perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak untuk bebas
beragama/berkeyakinan bagi setiap warga negara ada pada negara.
Negaral-ah yang bertindak selaku pemangku kewajiban (duty bearer).
Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan
kewajiban tersebut kepada aktor non-negara untuk melaksanakanya.
Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan
membuka ruang terjadinya pelanggaran jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya
kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan
kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.®

B. Kerangka Ukur

1. Hak Asasi Manusia

Pasal 1 poin 1 UU Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999
mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

60 Ibid., hlm. 17.
61 Halili, op.cit, hlm. 7
62 Ibid.
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perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, pada poin 6 dijelaskan bahwa pelanggaran hak
asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak
sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-
undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Meskisifatdasar HAMtidakdapatdihilangkanataupundicabut
dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip
syracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap
implementasi HAM, yaitu: prinsip non-derogable rights (hak-hak
yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan
derogable rights (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan
pemenuhannya). Kefundamentalan hak atas kebebasan beragama/
berkeyakinan senafas dengan kebebasan berfikir dan bersikap
sesuai hati nurani, sehingga hak ini juga dikategorikan sebagai hak
yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights).

Prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang bersifat
mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau
ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. segala jenis tindakan
yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun
sekelompok orang untuk bebas beragama, sebagai salah satu unsur
non-derogable rights, dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak

asasi manusia.

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan
(violation of right to freedom of religion or belief) adalah bentuk
kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur
tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau
kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak
pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian,
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan
penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak
dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan
yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif



(by commission) maupun tindakan pembiaran (by commission).*

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan
kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan
diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan
bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih
tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah
konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian
terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi,
sepertiapartheid (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang
secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu
berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.*

Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.’s

2. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 28E UUD Negara RI 1945 telah menegaskan jaminan
kebebasan beragama/ berkeyakinan, sebagaimana bunyi pasal
berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurutagamanya,memilih pendidikandanpengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

63 Ibid. him. 16

64 UNESCO, Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide
for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version). (Paris:
UNESCO, 1994), him. 16.

65 Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
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kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dalam
Konstitusi RI di atas, secara ringkas definisi operasional kebebasan
beragama/berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu
agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan
ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta
mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau
tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan,
bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.*

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/
berkeyakinan sebagai non derogable rights, UUD Negara RI 1945
juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau
posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan
hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang
menyatakan sebagai berikut. Pasal 29 UUD 1945:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dari dua pasal tersebut dapat dicermati bahwa jaminan
konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di
dalam UUD 1945.

Jaminan  konstitusional tersebut berimplikasi pada
pemaknaan, sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih
rinci, yakni sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan
ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara
merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan
keyakinannya.

2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan
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hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama
dan keyakinannya.?

Sementara dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan,
Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundangan. Pasal 2
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan
bahwa:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai
hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan,
dan kecerdasan serta keadilan.

Kemudian pada Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa:

1.  Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan
martabat manusia yang sama dan sederajat serta
dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
semangat persaudaraaan.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil
serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa
diskriminasi.

Selanjutnya pada pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa :

1.  Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang
berhak menuntut dan memperoleh perlakuan
serta perlindungan yang sama sesuai dengan

67 Lihat Ismail Hasani (ed), Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi
Agama/Keyakinan, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), hlm. 81.
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martabat kemanusiaannya di depan hukum.

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan
perlindungan yang adil dari pengadilan yang
obyektif dan tidak berpihak.

3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat
yang rentan berhak memperoleh perlakuan
dan perlindungan lebih berkenaan dengan
kekhususannya.

Selain itu, juga terdapat UU No. 29 Tahun 1999 Tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial, UU No. 11 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan UU No. 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil
dan Politik. Berbagai UU dan instrumen di atas menegaskan
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk dengan cara
melarang pembentukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan
(contrary to) atau inkonsisten (inconsistent with) dengan jaminan
kebebasan yang termaktub dalam Konstitusi maupun peraturan
perundang-undangan lainnya.

Dengan menggunakan tolok ukur peraturan tersebut,
sejumlah kebijakan daerah baik dalam bentuk perda, perkada,
maupun surat edaran, terindikasi bertentangan dengan jaminan
kebebabasan  beragama/berkeyakinan karena ~memberikan
justifikasi praktik intoleransi.

3. Ketentuan Internasional

Terdapat tiga ketentuan internasional yang dapat menjadi
rujukan terkait kebijakan intoleran, yakni Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi tentang Penghapusan Semua
Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau
Keyakinan.

Pertama, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) mengamanatkan bahwa:

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat



dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan
hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Kemudian juga pada Pasal Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan
yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perkecualian
apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau pun kedudukan lain.

Kedua, pada Pasal 2 poin 1 Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik mengamatkan, bahwa:

Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk
menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini
bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada
wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain,
asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status
lainnya.

Kemudian pada poin 3, menyebutkan bahwa:
Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji:

(a) menjamin, bahwa setiap orang yang hak atau
kebebasannya diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan
memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun
pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang
bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya
pemulihan tersebut harus ditentukan haknya itu oleh
lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang
berwenang, atau oleh lembaga-lembaga berwenang
lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut,
dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya
penyelesaian peradilan; dan

(c) menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut

akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila
dikabulkan.
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Ketiga, Pasal 2 poin 1 Deklarasi tentang Penghapusan Semua
Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau
Keyakinan, mengamanatkan :

Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh
negara, lembaga, kelompok orang-orang atau orang manapun atas
alasan-alasan agama atau kepercayaan lain.

Kemudian Pasal 4 Deklarasi yang sama mengatur:

Ayat (1): Semua negara harus mengambil tindakan-tindakan
yang efektif untuk mencegah dan menghapus diskriminasi
berdasarkan alasan-alasan agama atau kepercayaan dalam
pengakuan, pelaksanaan, dan penikmatan HAM dan kebebasan
mendasar di semua bidang sipil, ekonomi, politik, sosial, dan
kehidupan budaya.

Ayat (2): Semua negara harus melakukan semua tindakan
untuk membuat atau mencabut perundang-undangan apabila
perlu untuk melarang diskriminasi apapun semacam itu, dan
mengambil semua tindakan yang tepat untuk memerangi
intoleransi berdasarkan alasan-alasan agama atau kepercayaan
lain dalam hal ini.

4, Metode Analisis

Dalam menganalisis produk hukum daerah, SETARA
Institute pertama-tama merumuskan terlebih dahulu definisi
intoleransi. Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA
Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi
aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama
secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang
diyakini sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai
individu dan mahluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap meyakini
ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial
dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau
menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi.

Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agama
sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat
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mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga
ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang
paling nyataantara merekayangintoleransi pasif dengan intoleransi
aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori
intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan
tetapi juga tindakan.®

Mengacu pada makna dasar dari diskriminasi dan istilah
produk hukum daerah, maka produk hukum daerah intoleran-
diskriminatif dapat didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi
atau kabupaten/ kota, baik dalam bentuk regeling berupa perda,
peraturan bupati, peraturan walikota, peraturan gubernur, maupun
dalam bentuk beschikking berupa ketetapan-ketetapan.” Termasuk
dalam produk hukum daerah adalah surat edaran, panduan
yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah, yang mengandung
norma diskriminatif, baik langsung atau tidak langsung karena
membatasi, melecehkan, atau mengucilkan secara langsung
atau tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, keyakinan, suku, ras, kelompok, golongan,
status sosial-ekonomi, jenis kelamin, bahasa, orientasi politik,
yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek
kehidupan.”

Untuk menguji apakah sebuah kebijakan daerah (dan juga
kebijakan lain) diskriminatif atau tidak, dilakukan dalam tiga aras.”
Pertama, tujuan pembentukan kebijakan daerah. Pengujian ini
dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisa isi (content
analysis) atas kebijakan daerah maupun melalui analisa persepsi
penggagas dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan

69 Ibid.

70 Ikhsan Yosarie, dkk, 2019, Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif...,
op.cit, hlm. 14.

71 Ibid.

72 Kamala Chandrakirana, dkk, 2009, Atas Nama Otonomi Daerah..., op.cit,
hlm. 17.
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tentang tujuan kebijakan daerah tersebut.

Kedua, dampak yang ditimbulkan akibat kehadiran dan
pelaksanaan kebijakan daerah itu. Hal ini dapat dilakukan melalui
metode observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi
target pelaksanaan kebijakan daerah maupun analisa persepsi
masyarakat pada umumnya. Ketiga, praktik berdemokrasi dalam
proses perumusan kebijakan. Perhatian utama diberikan pada
sejauh mana warga negara, tanpa kecuali, dapat berpartisipasi
secara aktif dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan
yang merupakan bagian dari hak konstitusionalnya sebagai warga
negara.

C. Peta Produk Hukum Daerah Intoleran

Kajian tentang produk hukum daerah dengan pelbagai fokus telah
banyak dilakukan oleh pelbagai lembaga dan individu sejak tahun 2008.
Beberapa kajian yang bisa disebutkan antara lain Robin Bush (2008),”
Komnas Perempuan (2009),* SETARA Institute (2008),” Michael
Buehler dan Dani Muhtada (2016).7

Secara lebih spesifik, catatan Komnas Perempuan sejak tahun
1999-2009 terdapat 154 kebijakan diskriminatif, baik karena
mengkriminalisasi perempuan, mengontrol tubuh perempuan,
maupun karena pemihakan pada kelompok tertentu. Angka tersebut
kemudian bertambah menjadi 421 di tahun 2016. Sementara Buehler
dan Dani Muhtada (SEA Research, 2016), mencatat 422 produk hukum
diskriminatif di Indonesia (shari’a and non-shari’a clusters) sepanjang

73 Robin L. Bush, Regional “Sharia” Regulation in Indonesia: Anomaly or
Symptom, 2008, dalam Greg Fealy dan Sally White, Expressing Islam: Religious Life
and Politics in Indonesia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, hlm. 174

74 Kamala Chandrakirana, dkk, Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan
Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009

75 Ismail Hasani dkk., Berpihak dan Bertindak Intoleran, Intoleransi
Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan,
Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2009, hlm. 23-24

76 Michael Buehler dan Dani Muhtada, Democratization and the Diffusion of
Shari’a Law: Comparative Insights from Indonesia, Southeast Asia Research, Vol. 24,
No. 2, (261-282), 2016 dan Michael Buehler, The rise of shari’a by-laws in Indonesian
districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political
corruption, South East Asia Research, 16, 2, hlm. 255-285
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1998-2013. Kemudian Buehler (Cambridge, 2016), menyebut 443
produk hukum diskriminatif di Indonesia dalam rentang waktu yang
sama.

Pelbagai fokus terlihat dalam uraian singkat penelitian terdahulu,
misalnya Komnas Perempuan yang memfokuskan riset pada produk
hukum daerah yang berkaitan dengan diskriminasi perempuan secara
umum. Kemudian Buehler dengan klaster syariah dan non syariah.
Maka riset ini memfokuskan diri pada aspek produk hukum daerah
yang intoleran terhadap kelompok agama/keyakinan. Pilihan ini
kemudian dengan sendirinya akan berfokus pada produk hukum yang
berbasis keagamaan atau persepsi keagamaan. Produk-produk hukum
daerah ini dikaji dalam perspektif hak asasi manusia. Selain merupakan
bentuk politisasi identitas (agama), produk hukum tersebut juga secara
konstitusional problematik, karena bertentangan dengan jaminan-
jaminan hak konstitusional warga negara.

SETARA Institute pada periode 2019 mencatat 145 produk
hukum daerah di Indonesia yang berpotensi intoleran terhadap
kelompok agama/keyakinan tertentu dalam rentang tahun 2001-
2019, yang terbagi atas beberapa jenis, yakni: Peraturan Gubernur (4),
Peraturan Daerah (62), Qanun Aceh (5), Surat Keputusan Bersama (9),
Surat Keputusan (18), Surat Edaran (28), Instruksi Bupati/Walikota
(4), Peraturan Bupati/Walikota (14), dan Peraturan Nagari (1). Lihat
Lampiran 1 pada Bab 5.

Adapun kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi korban
intoleran secara langsung, seperti Jamaat Ahmadiyah, Syi’ah, Millah
Abrahah, Umat Kristiani, Perempuan, dan Gafatar. Sementara
kelompok yang berpotensi menjadi korban intoleran secara tidak
langsung, seperti PNS, Pelajar/Siswa, Pelaku Usaha, dan Warga secara
umum.

Bentuk intoleransi yang dialami di klasifikasi menjadi 4, yakni (1)
hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan, (2) hak atas kebebasan
menjalankan ibadah, (3) hak atas kebebasan dari diskriminasi, dan (4)
hak atas ekspresi keagamaan.

1. Intoleransi Langsung dan Tidak Langsung

Dari 145 produk hukum daerah, sebanyak 37 produk
hukum daerah mengakibatkan intoleransi secara langsung, dan
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108 lainnya mengakibatkan intoleransi secara tidak langsung.”
Violation by rule terjadi karena rumusan norma dalam suatu
produk hukum daerah bertentangan dengan jaminan hak dan
kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin Undang-
undang Dasar Negara RI Tahun 1945.”

Produk hukum vyang mengakibatkan intoleransi secara
langsung, berkaitan dengan larangan penyebaran atau pun
aktivitas Jamaat Ahmadiyah, Syiah, Millah Abrahah, umat
Kristiani, dan Gafatar, misalnya Peraturan Gubernur No.12 Tahun
2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat
(Ahmadiyah), Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:
450/0224/B. Kesejahteraan Tahun 2017 Tentang Mewaspadai
dan Mengantisipasi Aliran Syiah (Syiah), Peraturan Gubernur
No. 9 Tahun 2011 tentang Pelarangan Ajaran Millah Abraham di
Provinsi Aceh (Millah Abraham), Surat Keputusan Walikota No.
503/367-Huk Tentang Pembatalan Surat Keputusan No. 601/389-
Pem Tahun 2006 tentang Pendirian Gereja Yasmin Kota Bogor
(Kristiani), dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak
Banten Nomor 11 Tahun 2015 tentang pelarangan Paham Gafatar
(Gafatar).

Sementara, dalam konteks produk hukum yang
mengakibatkan intoleransi secara tidak langsung, berkaitan
dengan produk hukum yang mengatur larangan berjualan di
bulan Ramadhan, pengaturan pakaian bagi PNS dan pelajar, serta
program keagamaan tertentu di sektor pendidikan.

Dalam konteks intoleransi-diskriminasi langsung, Jamaat
Ahmadiyah menjadi contoh nyata bagaimana produk hukum
yang secara langsung mengakibatkan intoleransi terjadi. Merujuk
pada data beberapa tahun ke belakang, kasus-kasus intoleransi-
diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat dalam
kurun waktu2007-2017 terdapat 244 kasus intoleransi, diskriminasi
dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di pelbagai daerah di Jawa
Barat. Dari 244 kasus tersebut ditemukan 583 praktik diskriminasi

77 Dapat dilihat pada Tabel 1 Bab V.
78 Ikhsan Yosarie, dkk, 2019, Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif...,

op.cit, hlm. 15
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pelayanan publik yang terbagi dalam 285 sektor pelayanan bidang
administrasi dan 298 sektor pelayanan jasa.”

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat
Berakhlaqul Karimah atau biasa disebut Perda Gerbang
Marhamah bisa menjadi salah satu contoh dampak produk hukum
daerah intoleran-diskriminatif. Kasus-kasus yang terjadi, bukan
merupakan tujuan dari dibuatnya perda ini, melainkan dampak
dari implementasi Perda Gerbang Marhamabh, seperti aturan jam
malam, wajib jilbab di perkantoran, dan penutupan warung makan
di Bulan Ramadhan. Dari segi substansi norma yang dikandung,
Pasal 1 poin 6 dan hakekatnya pada Pasal 2, mengarah kepada
salah satu agama, sehingga beberapa implementasinya berpotensi
tidak sesuai dengan agama/keyakinan lainnya dan berpotensi
tidak memberikan ruang pengakuan bagi kelompok selain Islam.
Menurut salah satu warga yang bukan beragama Islam:

...tidak begitu ramah bagi kami yang lain” kenapa
tidak menggunakan bahasa yang lain yang lebih
mencerminkan kesetaraan. Akhirnya, kami merasa
bahwa itu semua bukan milik kami, kami merasa diakui
apa tidak sebenarnya. Ruang-ruang di perda tersebut
tidak buat kami, saya pikir.*

Kemudian, menurut warga lainnya :

...jadi kalau Kota Cianjur yang berslogan kota yang maju
dan agamis, sekarang setelah diskusi sama teman-teman
menjadi lebih Islamis, bukan agamis lagi. Saya berharap
kalau memang ingin ditonjolkan nilai-nilai agamisnya,
sebaiknya ditambah fasilitas budaya yang lainnya.®

79 Ibid., hlm. 60
80 Ibid. hlm. 57

81 Wawancara SETARA Institute bersama Hendra dari Gereja Kristen
Indonesia (GKI), Cianjur, 17 Feb 2019

82 Wawancara SETARA Institute bersama Willy dari Organisasi Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa, Cianjur, 17 Feb 2019
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2. Penyebaran Produk Hukum Intoleran

Dari 145 produk hukum daerah intoleran yang tercatat,
tersebar di 73 Kota/Kabupaten dan 21 Provinsi di Indonesia.
Adapun daerah terbanyak, yakni Kabupaten Sukabumi (7),
Kabupaten Banjar (5), Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bulukumba,
dan Kabupaten Indramayu masing-masing (4), Kota Padang, Kota
Banjarmasin, Kota Depok, Kota Serang, dan Kota Pekanbaru (3).

Sementara, untuk level Provinsi, 5 teratas ditempati Jawa
Barat (34), Sumatera Barat (26), Kalimantan Selatan dan Sulawesi
Selatan (12), Nanggroe Aceh Darussalam dan Banten (10), dan
Jawa Timur (7).

Tabel 10.
Penyebaran Produk Hukum Intoleran (Provinsi dan Jumlah)

No. | Provinsi Jumlah
1 Jawa Barat 34
2 Sumatera Barat 26
3 Kalimantan Selatan 12
4 Sulawesi Selatan 12
5 Aceh 10
6 Banten 10
7 Jawa Timur 7
8 NTB 6
9 Riau 5
10 Sumatera Utara 3
11 Sumatera Selatan 3
12 Sulawesi Tenggara 3
13 Jambi 2
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No. | Provinsi Jumlah
14 Kepulauan Riau 2

15 Jawa Tengah 2

16 Kalimantan Timur 2

17 Gorontalo 2

18 | Bangka Belitung 1

19 DKI Jakarta 1

20 Kalimantan Barat 1

21 Sulawesi Utara 1
Jumlah 145

D. Keterbatasan Mekanisme Mempersoalkan Produk
Hukum Intoleran

Masih terbitnya produk-produk hukum daerah yang diskriminatif
menunjukkan bahwa mekanisme-mekanisme yang tersedia dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia belum bekerja efektif. Di satu sisi,
kewenangan Menteri Dalam Negeri yang diatur Pasal 251 UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk membatalkan
produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota yang existing
telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 137/PUU-
VIII/2015). Demikian juga kewenangan pemerintah provinsi untuk
membatalkan produk hukum daerah kabupaten/kota yang juga telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kewenangan
preventif dan desain pengawasan pembentukan produk hukum daerah
belum berjalan efektif.

Bagaimana pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
menyikapi produk hukum intoleran yang existing dan mencegah
pembentukan produk hukum daerah intoleran di masa yang akan
datang?
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1. Kerangka Normatif Penanganan Produk Hukum Daerah
Intoleran-Diskriminatif

Sebelumnya, terdapat episode dimana pemerintah pusat
memiliki kewenangan penuh dalam merespons pertumbuhan
perda dan produk hukum daerah lainnya, yang dianggap
mengandung masalah. Sekalipun tidak sepenuhnya ditujukan
untuk merespons keberadaan perda-perdaintoleran-diskriminatif,
regulasi yang tertuang dalam UU 32/2004 sebenarnya bisa menjadi
solusi bagi pemerintah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
mengatur penanganan inkonsistensi perda melalui Pasal 251
(1), yang menyebutkan bahwa “Perda Provinsi dan peraturan
gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri” Sementara pada
ayat (2) Pasal 251 dijelaskan bahwa Perda Kabupaten/Kota serta
peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat. Namun, apabila gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota serta
peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka tugas
tersebut dapat diambil alih oleh Mendagri.

Desain sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014
tersebut merupakan cara efektif dan represif untuk merespons
permasalahan terkait produk hukum daerah yang tidak sesuai
dengan peraturan yang lebih tinggi termasuk yang intoleran-
diskriminatif. Berbekal UU tersebut sebanyak 3.143 perda yang
dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi telah dibatalkan pada 2016. Sekalipun seluruh
perda yang dibatalkan terkait dengan ekonomi, investasi dan
perpajakan kecuali 1 perda yang mengatur larangan pelacuran,
Kementerian Dalam Negeri sebenarnya telah berencana juga
membatalkan produk-produk hukum daerah lainnya, yang
diskriminatif, pada episode selanjutnya.

Namun demikian, kewenangan tersebut telah dianulir oleh



Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dua uji materi sekaligus.
Pertama, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 pada April
2017. Putusan tersebut menganulir kewenangan Kementerian
Dalam Negeri terkait pembatalan Perda Kabupaten/Kota serta
peraturan bupati/wali kota, sebagaimana bunyi putusan MK
“Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal
251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa
‘...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”
Kedua, pembatalan kewenangan Kementerian Dalam Negeri
dalam melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Putusan
ini terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri. Dengan
adanya putusan MK ini, maka Mendagri tidak lagi bisa mencabut
Perda Provinsi.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Pasal
251 adalah dalam rangka menegakkan prinsip kepastian hukum
sesuai yang dijamin oleh Konstitusi RI. MK juga mendalilkan
bahwa DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi adalah
representasi kedaulatan rakyat di daerah-daerah yang merupakan
organ legislatif. Oleh karena itu, pembatalan sepihak oleh organ
eksekutif adalah bertentangan dengan prinsip rule of law. Produk
legislatif hanya bisa dibatalkan melalui jalur political review oleh
organ pembentuknya, yakni unsur legislatif dan eksekutif serta
melalui jalur judicial review oleh Mahkamah Agung.

Sekalipun  kewenangan  represif telah  dibatalkan,
sesungguhnya kewenangan pemerintah pusat dalam menangani
produk hukum daerah yang diskriminatif masih bisa dilakukan.
Tetapi terbatas untuk produk hukum daerah yang belum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur. Menteri Dalam
Negeri masih memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 242 Pasal 1-9 UU No. 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 80/2015 tentang Produk Hukum Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 120/2018 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 80/2018. Selain itu, kerangka normatif
juga bisa mengacu Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia No. 2/2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan
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Perundang-Undangan Melalui Mediasi.

Secara singkat, ketentuan tersebut tetap bisa digunakan
sebagai basis kerja pengawasan pemerintah pusat kepada
pemerintah provinsi dan pengawasan pemerintah provinsi kepada
pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan tersebut intinya bahwa
seluruh peraturan daerah harus memperoleh klarifikasi dan
nomor registrasi dari pemerintahan di atasnya sebagai manifestasi
peran pengawasan pemerintahan secara berjenjang dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, ketentuan-ketentuan normatif dalam UU
12/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan,
UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur perihal
materi muatan peraturan daerah dan produk hukum daerah,
jika dipatuhi sebenarnya tidak akan muncul perda-perda yang
diskriminatif sebagaimana temuan-temuan riset ini. Namun selain
soal willingness pemerintah dalam mengawasi pembentukan
produk hukum daerah yang diskriminatif, terdapat juga soal
koordinasi teknis yang tidak efektif antara Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan
tidak terbitnya produk hukum daerah yang diskriminatif dan
bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, menguatnya
politisasi agama dan politisasi identitas yang dituangkan
dalam produk hukum daerah, telah menyulitkan penanganan
permasalahan ini.

2. Langkah Penyikapan Lanjutan

Rencana pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang
disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (17/1/2019) adalah
peluang terbaik untuk melakukan dua hal sekaligus: (1) merespons
produk hukum daerah intoleran-diskriminatif yang existing yang
berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing
daerah yang menerbitkannya sehingga tidak menyalahi putusan
Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/
PUU-XIV/2016; dan (2) mendesain sekaligus menjalankan peran
pengawasan terintegrasi dan berkelanjutan rancangan peraturan
daerah dan produk hukum daerah lainnya. Pembentukan
Badan ini membutuhkan rekonsiliasi kewenangan pengawasan
Kementerian Dalam Negeri dan kewenangan Kementerian



Hukum dan HAM sekaligus memutus tarik menarik kewenangan
dua kementerian ini. Untuk membentuk Badan ini, Jokowi
cukup menerbitkan Peraturan Presiden dengan menghimpun
kewenangan-kewenangan eksekutif yang tersebar di Kementerian
dan Pemerintah Provinsi sebagai tugas pokok Badan baru.
Penguatan kewenangan Badan baru ini juga telah memperoleh
justifikasi dengan revisi secara terbatas UU No. 12 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memberikan legitimasi pembentukan Pusat Legislasi
Nasional. Revisi terbatas juga diperlukan terhadap UU 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut tata
cara pembentukan perda.

Paralel dengan pembentukan Pusat Legislasi nasional
terbentuk, pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Hukum dan HAM perlu membentuk Satuan
Tugas (Taskforce) untuk menyusun indeks kebijakan daerah yang
terpusat dan satu data (repository) yang menghasilkan data dan
rekomendasi revisi/pencabutan produk hukum daerah, dalam
kerangka yang tidak bertentangan dengan Putusan Makamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang
menerbitkan produk hukum daerah diskriminatif didorong
melakukan revisi dan memulihkan hak atas pelayanan publik yang
berkualitas terhadap kelompok masyarakat yang terkena dampak,
melalui 3 langkah yaitu: (1) untuk jenis peraturan gubernur
(Pergub), Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) pemerintah
daerah bisa langsung melakukan revisi dan/atau pemerintah pusat
menjadikan variabel tidak adanya produk hukum diskriminatif
sebagai syarat mengakses dana alokasi khusus (DAK) dan/
atau variabel penilai dalam berbagai indeks yang disusun oleh
pemerintah pusat. (2) Untuk jenis produk hukum daerah dalam
bentuk Perda, Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil prakarsa
melakukan legislative review melalui mekanisme legislasi di DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (3) pemerintah daerah,
melakukan pemulihan segera terhadap kelompok terkena dampak
dengan memenuhi hak-hak atas pelayanan publik dan atau
menyusun panduan pelayanan publik baru yang antidiskriminasi.

Sebagai manifestasi mainstreaming inclusive governance
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mencegah  intoleransi-diskriminasi, = pemerintah  provinsi
membentuk Local law Center (LLC) sebagai bentuk pelembagaan
partisipasi civil society dalam pembentukan produk hukum
daerah. Selain memastikan adanya proses konsultasi yang efektif,
LLC akan memastikan keterlibatan kelompok terdampak dalam
proses pembentukan produk hukum daerah. Gubernur cukup
menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum
beroperasinya LLC yang beranggotakan Biro Hukum Provinsi,
Kantor Wilayah Hukum dan HAM, perguruan tinggi dan civil
society organization. ]



Bab 6
Rumah Ibadah Sebagai Elemen KBB

A. Jaminan Hak Atas Tempat Beribadah

Tuhan Yang Maha Esa merupakan forum internum setiap orang

dalam beragama dan berkeyakinan yang harus dinilai dengan
perspektif keindonesiaan sehingga berbeda dengan konsep kebebasan
beragama/berkeyakinan yang ada dan diadopsi di negara lain.®
Demikian pula derajat penghormatan terhadap konvensi dan berbagai
perangkat hukum internasional harus dinilai didasarkan pada falsafah
dan konstitusi negara.* Dalam putusannya tahun 2009, Mahkamah
Konstitusi mengafirmasi kebebasan beragama (freedom of religion)
sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (basic) dan
bersifat fundamental. Hak ini disepakati sebagai hak individu yang
melekat secara langsung, wajib untuk dihormati, wajib untuk dijunjung
tinggi dan juga wajib untuk dilindungi oleh negara, pemerintah, dan
oleh setiap orang tanpa terkecuali demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.*

B erdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, keyakinan terhadap

Selain itu, jaminan kebebasan beragama telah diteguhkan dalam
sejumlah instrumen hukum internasional, diantaranya adalah Pasal 18
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International

83 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, bagian
pertimbangan hukum, hlm. 273-4.

84 Ibid, hlm. 275.
85 Ibid, hlm. 276.
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Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) yang keduanya telah
diadopsi baik langsung maupun tidak langsung dalam ketatanegaraan
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia serta UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).*

Mahkamah Konstitusi membedakan kebebasan beragama dalam
hal meyakini dengan kebebasan beragama dalam hal menyatakan
pikiran dan sikap keberagamaan/berkeyakinan atau memanifestasikan
keyakinan beragama. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut
Mahkamah Konstitusi merupakan kebebasan absolut yang tidak dapat
dibatasi dengan pemaksaan atau bahkan tidak dapat diadili, karena
kebebasan dalam meyakini agama atau kepercayaan merupakan
kebebasan yang berada dalam pikiran dan hati seseorang. Hal ini
sepenuhnya merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi
namun tetap tidak kebal dari berbagai pengaruh lingkungan yang
berasal dari luar.”

Sedangkan kebebasan untuk memanifestasikan agama dan
keyakinan merupakan bagian dari forum externum karena sudah
menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Maka
manifestasi atau perwujudan bentuk kebebasan beragama dapat
dibatasi.®* Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa beragama dalam
pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan merupakan
ranah forum externum yang terkait dengan hak asasi manusia orang
lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan
publik, dan dengan kepentingan negara.®

Dalam Bahasa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), aspek pribadi untuk meyakini suatu nilai atau norma agama,
pemikiran, atau keyakinan terkait penggunaan simbol keagamaan
merupakan kebebasan individu (private freedom) yang berada dalam
ranah masing-masing individu (forum internum), sedangkan pentaatan
terhadapnya (manifestation) merupakan bentuk kebebasan pribadi

86 Ibid, hlm. 276-277.
87 Ibid, hlm. 288.

88 Loc.cit.

89 Ibid, hlm. 292.
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yang dilaksanakan di ruang publik (public freedom) baik secara kolektif
dengan anggota komunitas yang lain maupun secara interaktif dengan
anggota masyarakat lainnya (forum externum).”

Dalam konteks yang lebih spesifik, mendirikan tempat ibadat
merupakan hak yang tidak dapat terpisahkan dari kebebasan beragama
secara umum. Hak atas tempat ibadah diyakini sebagai hak yang
dimiliki oleh setiap pemeluk agama." Dari perspektif hak asasi manusia
yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas,
pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari forum externum
yang memungkinkan untuk dibatasi.” Sebagaimana termuat dalam
General Comment on The Right to Freedom of thought, conscience and
Religion, kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan
dapat terwujud dalam bentuk ibadah, ketaatan, praktik dan pengajaran
keagamaan yang mencakup berbagai tindakan yang beragam. Konsep
ibadah mencakup ritual dan kegiatan seremoni yang menyatakan
ekspresi langsung kepercayaan, termasuk juga berbagai praktik-praktik
lainnya tidak dapat terpisahkan, termasuk dalam mendirikan rumah
ibadah.”

Namun demikian, pembatasan hak atas rumah ibadah sebagai
bagian dari forum externum, tetap harus dilaksanakan dengan standar-
standar pembatasan yang ditetapkan oleh disiplin hak asasi manusia.
Selain soal pembatasan, pendirian rumah ibadah bukan semata
soal Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah (IMB) tetapi secara
langsung menyangkut hak setiap orang untuk beribadah. Bagaimana

90 Komnas HAM: Standar Norma dan Setting No. 02 “Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan,” (September 2019), hlm. 5-6.

91 Thsan Ali-Fauzi, dkk, Kontroversi Gereja di Jakarta, (Yogyakarta: Center for
Religious & Cross-cultural Studies, 2011), hlm. 21.

92 Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami Beribadah? Review Tematik
Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tentang Rumah Ibadah & Hak
Beribadah, Januari-Juli 2010, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2010, hlm. 14.
Hal yang sama juga dinyatakan oleh ELSAM melalui Siti Aminah & Uli Parulian
Sihombing, Memahami Kebijakan Rumah Ibadah, (Jakarta: Delapan Cahaya
Indonesia Printing — Canting Press, 2010), hlm. 5. Lihat juga Wahid Institute, Laporan
Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 The Wahid
Institute, (Jakarta: The Wahid Institute, 2014), hlm. 9.

93 Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comment No.
22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18): .30/07/93, poin
nomor 4.
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mungkin jemaat bisa beribadah jika rumah ibadah tersebut tidak bisa
didirikan. Dan bagaimana pula jemaat bisa beribadah dengan tenang,
jika terus menerus keberadaannya selalu diganggu lantaran dianggap
meresahkan warga.” Karena persoalan kebebasan menjalankan ibadah
mensyaratkan adanya jaminan kebebasan mendirikan tempat ibadah.
Sifatinterdependesi mutlak diperlukan karena tidak mungkin seseorang
bisa beribadah tanpa adanya rumah ibadah.”

Dalam perkembangannya, negara mempunyai kewajiban (state
obligations) dalam pemenuhan hak atas rumah ibadah seperti putusan
Komisi HAM Bosnia Herzegovina di dalam kasus hukum antara the
Islamic Community in Bosnia and Herzegovina v. The Republic Srpska.
Komisi HAM Bosnia menjelaskan kewajiban positif dari negara secara
efektif (effective), layak (reasonable) dan tepat (appropriate) untuk
melindungi rumah-rumah ibadah dan situs-situs keagamaan suci
lainnya.” Atau dalam kontek negara-negara yang tergabung dalam Uni
Eropa yang lebih luas, bersepakat untuk memberikan akses yang bebas
terkait rumah ibadah.”

B. Kuantitas dan Jenis Gangguan Rumah Ibadat

SETARA Institute mencatat sepanjang tahun 2018, terdapat
sebanyak 20 tindakan yang merupakan gangguan terhadap rumah
ibadah. Sebagian besar gangguan yakni sebanyak 13 tindakan gangguan
ditujukan terhadap Gereja. Selain itu, terdapat sebanyak 4 gangguan
menyasar masjid, sebanyak 2 kali gangguan rumah ibadah terhadap
Pura, dan terdapat 1 kali gangguan terhadap Klenteng. Sepanjang
tahun ini, tidak ditemukan gangguan rumah ibadah Vihara, Sinagog
atau rumah ibadah aliran keagamaan tertentu. Berikut tabel gangguan
rumah ibadah.

94 Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami Beribadah?..., op.cit, hlm. 14.
95 Ibid, hlm. 15.

96 Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, Memahami Kebijakan Rumah
Ibadah, op.cit., hlm. 5-6.

97 Concluding Document of the Vienna Meeting 1986 of Representatives of the
Participating States of the Conference on Security and Co-Operation in Europe, Held on
the Basis of the Provisions of the Final Act Relating to the Follow-Up to the Conference,
(1989), Number (16.4).
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Tabel 11.
Gangguan Tempat Ibadah pada Tahun 2018

Aliran Keagamaan 0
Gereja 13
Klenteng 1
Masjid 4
Pura 2
Sinagog 0
Vihara 0
Total 20

Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan
SETARA Institute dari 2007 sampai 2018, yakni selama kurun waktu 12
tahun, terdapat sebanyak 398 total gangguan terhadap rumah ibadah.
Gangguan terbanyak dialami oleh gereja yakni sebanyak 199 kali
gangguan. Gangguan terbanyak kedua adalah terhadap masjid, yakni
sebanyak 133 gangguan. Terdapat pula sebanyak 32 gangguan terhadap
tempat ibadah aliran keagamaan, sebanyak 15 gangguan rumah ibadah
vihara, sebanyak 10 gangguan rumah ibadah Klenteng, sebanyak 8
gangguan rumah ibadah Pura, dan terdapat sebanyak 1 kali gangguan
terhadap rumah ibadah Sinagog.*

Tabel 12.
Gangguan Tempat Ibadah 2007-2018
Rumah Ibadah/ 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8
(=2 =1 =] e o e e e e e e e ]umlah
Tahun N (0[O | O Pl [\®] w e 9) ] (=) AN | (o]
Aliran 20003102 12 |4 |43 ]2 |1 ]9 o 32
keagamaan

98 Diolah dari database Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA
Institute, 2019.
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Gereja 7 |7 13|35 |32 (22 |34|13 |17 |6 |0 |13 199
Klenteng 0 (0|0 O (O (3 |0 |0 [0 |0 |6 |1 10
Masjid 4 (2217 |16 (20 |9 |24|8 (11 |7 |1 |4 133
Pura 0 (1|0 |0 |O I |1 (2 |0 0 |1 |2 8

Sinagog 0 [0 |1 |0 |O 0 |0 |0 |0 0 |0 |0 1

Vihara 0 |1 |3 |3 |2 3 12 |0 |0 1 |0 |0 15
Jumlah 1331|2756 |56 |42 (6526 |30 |15 17|20 | 398

Berdasarkan pemetaan selama kurun waktu 12 tahun ini, eskalasi
gangguan terhadap rumah ibadah terbanyak terjadi secara berturut-
turut di tahun 2010-2013 dan menurun di tahun 2014,” yakni sebanyak
56 gangguan rumah ibadah di tahun 2010. Angka ini berbanding
terbalik dengan tahun sebelumnya, terdapat sebanyak 27 gangguan
rumah ibadah. Pada tahun 2011, kembali terjadi sebanyak 56 gangguan
rumah ibadah, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 42 gangguan terhadap
rumah ibadah, dan puncaknya di tahun 2013 terdapat sebanyak 65
gangguan rumah ibadah.®

Secara kuantitatif, total serangan terhadap gereja memang
melampaui jumlah serangan atau gangguan terhadap masjid. Jika
diperbandingkan lebih lanjut, jumlah rumah ibadah suatu kelompok
agama di seluruh Indonesia dibandingkan jumlah serangan atau
gangguan yang diterima oleh rumah ibadah kelompok tersebut, maka
frekuensi serangan terhadap gereja dan masjid berbanding 6:1. Atau
jika dibalik, terdapat sebanyak 1 gangguan terhadap masjid berarti
terjadi sebanyak 6 kali gangguan terhadap rumah ibadah gereja.

99 Penyerangan rumah ibadah yang meningkat pada tahun ini adalah
penyerangan terhadap Gereja. Setara Institute mencatat, eskalasi penyerangan
terhadap rumah ibadah, khususnya terhadap jemaat Kristiani terus meningkat jika
dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terdapat 17 tindakan;
pada tahun 2009, terdapat 18 tindakan pelanggaran pelanggaran yang menyasar
jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk. Dan, pada tahun 2010 sejak Januari-Juli,
sebagaimana dalam review tematik ini tercatat 28 peristiwa pelanggaran kebebasan
beragama/ berkeyakinan. Setara Institute: dimana tempat kami beribadah?, op.cit,
hlm. 3.

100 Loc.cit.
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Perhitungannya adalah sebagai berikut:
(@) Total jumlah gereja (Katolik dan Protestan) = 70.394
Maka: X 100% = X100% = 0.3%

(b) Total jumlah masjid = 296.797
Maka: X 100% = X 100% = 0.05%

Perbandingan ini tidak mengherankan, mengingat kembali
catatan sejarah serbuan dan gangguan terhadap gereja dari tahun 1969
sampai 2006. Terdapat lebih dari 1000 gereja di seluruh Indonesia
yang dirusak dan dihancurkan selama periode waktu tersebut.
Sebagaimana Melissa Crouch gambarkan dalam tulisannya, bahwa
sebelum adanya PBM Tahun 1969, dari tahun 1945-1966 (era
Soekarno) hanya terdapat 2 gereja yang dihancurkan. Sedangkan
pada era Soeharto (1966-1998) terdapat sebanyak 456 gereja
dihancurkan. Penghancuran terhadap gereja meningkat pada masa
Presiden Habibi yakni sebanyak 156 gereja dihancurkan. Selanjutnya
pada masa Presiden Abdurrahman Wahid terdapat sebanyak 232
gereja dihancurkan dan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati
sebanyak 68 gereja dihancurkan.!:

Gangguan terhadap rumah ibadah dapat berupa penyegelan,
pengrusakan,™ pembakaran, memaksakan kesepakatan untuk

101 Kementerian Agama RI Dalam Angka 2016 ‘Ministry of Religious Affairs
in Figures 2016,” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2017), hlm. 50.

102 Data ini merupakan data Hera Diani & Muninggar Saraswati dalam
tulisannya “Doubts Dog Revised Decree on Places of Worship” di Jakarta Post pada 24
Maret 2006 dan dikutip melalui tulisan Melissa Crouch, Regulating Places of Worship
in Indonesia: Upholding Freedom of Religion For Religious Minorities?, (Singapore
Journal of Legal Studies, 2007), hlm. 101.

103 Melissa Crouch, Regulating Places of Worship in Indonesia: Upholding
Freedom of Religion For Religious Minorities?, (Singapore Journal of Legal Studies,
2007), hlm. 101.

104 Ismail Hasani, Mengenali lokus diskriminasi dalam PBM 2 menteri ‘Legal
Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.
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memindahkan rumah ibadah,* penolakan pendirian rumah ibadah,
melarang pendirian rumah ibadah, penutupan paksa,”” pencabutan
izin yang menyasar pada gereja atau rumah ibadah yang telah berdiri,
pada rencana pendirian gereja, bahkan pada gereja yang secara sah
telah memiliki izin mendirikan bangunan,"® penutupan akses jalan
menuju rumah ibadah,” pembubaran aktivitas ibadah yang diikuti
pengrusakan rumah ibadah,"® ancaman dan intimidasi penyerangan
rumah ibadah, desakan penutupan rumah ibadah, penghentian paksa
pembangunan rumah ibadah, penurunan papan nama rumah ibadah,
pengeboman,!! serta penyerangan dengan senjata tajam.'

Salah satu contoh kasus gangguan terhadap rumah ibadah
berdasarkan sederet bentuk gangguan terhadap rumah ibadah adalah
kasus pendirian rumah ibadah yang sudah berlangsung sekitar satu
dekade, yaitu GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat dan HKBP
Philadelphia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap
memenangkan kedua pihak tersebut, namun, hingga kini putusan

9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumah Ibadat, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2010, hlm. 2.

105 Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami Beribadah?, op.cit, hlm. 5.
106 Loc.cit.

107 Ibid, hlm. 6.

108 Ibid, hlm. 3.

109 Diolah dari database Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA
Institute, 2010

110 Diolah dari database Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA
Institute, 2011.

111 Data kebebasan beragama dan berkeyakinan Setara Institute pada tahun
2013 dan 2016.

112 Serangan terhadap Gereja di Slemen, Lima Luka-luka melalui https:/www.
voaindonesia.com/a/serangan-terhadap-gereja-di-sleman-lima-luka-luka/4248611.
html, pada 12 Oktober 2019, pukul 7 PM. Bandingkan data pelanggaran kebabasan
beragama dan berkeyakinan yang dikeluarkan oleh Wahid Institute. Pelanggaran
kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait gangguan terhadap rumah ibadah
adalah dalam bentuk penyegelan tempat ibadah, pembatasan ibadah di rumah ibadah,
pelarangan ibadah di rumah ibadah ataupun bisa mewujud dalam bentuk pembiaran
eksekusi oleh massa terhadap rumah ibadah. Lihat Wahid Institute, Laporan Tahunan
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Op.cit., hlm. 12.
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Mahkamah Agung tersebut ‘kalah’ terhadap tekanan dari kelompok-
kelompok intoleran yang tidak menyetujui keberadaan gereja-gereja
tersebut.!

Baru-baru ini, Pemerintah Kota Bogor akhirnya mencabut izin
mendirikan bangunan GKI Yasmin yang sudah mencapai setengah
pekerjaan karena adanya desakan kuat kelompok intoleran.'* Hal
ini sejalan dengan laporan Center for Religious and Cross-cultural
Studies (CRCS) yang mendeteksi adanya disfungsi aparat pemerintah
daerah dalam menyikapi desakan kelompok intoleran terkait pendirian
rumah ibadah. Pemerintah daerah kerap kali menyetujui pembatalan
pemberian izin rumah ibadah didasarkan tekanan masyarakat yang
begitu kuat."

C. Aktor dan Motif

Aktor negara ataupun aktor non-negara merupakan pelaku
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan khususnya terkait
rumah ibadah. Hal ini terlihat dari laporan Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute. Selama tahun 2018 terdapat
sebanyak 9 kali penolakan terhadap pendirian rumah ibadah dan
sebanyak 7 tindakan pengrusakanrumah ibadah oleh aktor nonnegara.'
Sedangkan aktor negara berperan mengafirmasi desakan massa yang
kuat atas penolakan suatu rumah ibadah. Dalam kasus Masjid Al-
Hidayah Sawangan Depok misalnya, yang merupakan tempat ibadah
Jemaah Ahmadiyah yang diminta-segelkan oleh Forum Masyarakat
Sawangan (Formas). Organisasi masyarakat ini menggunakan
fatwa MUI yang menyatakan sesat, melarang, dan meminta negara
membekukan semua kegiatan kelompok Ahmadiyah sebagai dasar atau
basis legitimasi penolakannya terhadap Masjid tersebut."” Akhirnya,

113 Siaran Pers Setara Institute, Melawan Intoleransi di Tahun Politik, 31
Maret 2019, hlm. 9.

114 Curahan Hati Jemaat GKI Yasmin, Terusir dari Gerejanya Sendiri, melalui
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/12/22395911/curahan-hati-jemaat-gki-
yasmin-terusir-dari-gerejanya-sendiri, pada 12 Oktober 2019, pukul 3 PM.

115 Thsan Ali-Fauzi, dkk, Kontroversi Gereja di Jakarta, op.cit., hlm. 22.

116 Siaran Pers Setara Institute, Melawan Intoleransi di Tahun Politik, 31
Maret 2019, him. 3.

117 Ribuan warga Depok dukung penyegelan Masjid Ahmadiyah melalui
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pemerintah daerah melalui Satpol-PP mengafirmasi permintaan
tersebut dengan berkali-kali menyegel Masjid Al-Hidayah Sawangan.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus penolakan Gereja
Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu, Kabupaten Bantul. Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul yakni Bupati Bantul membatalkan IMB
rumah ibadah yang telah dimiliki oleh GPdI. Hal ini dilakukan oleh
Bupati untuk mengakhiri polemik yang terjadi antara kelompok yang
menolak gereja dengan kelompok pendiri gereja.'*

Motif gangguan terhadap rumah ibadah-pun beragam tergantung
pada jenisnya. Gangguan terhadap gereja misalnya didasari oleh
ketakutan terjadinya Kristenisasi bagi warga Muslim sekitar gereja
yang akhirnya menjadi pemantik gangguan terhadap gereja tersebut.
Walaupun, pada awalnya masyarakat tidak mempermasalahkan
keberadaan gereja. Namun ketika isu Kristenisasi berkembang,
masyarakat mulai mempertanyakan izin bangunan sampai dengan
mempertanyakan apakah rumah ibadah gereja tersebut telah sesuai
dengan PBM 2006 atau tidak."?

Untuk penggunaan rumah ibadah tidak berijin yang digunakan
oleh kelompok agama Buddha aliran Shinsei Bukkyo di Desa
Citarunggal, Kecamatan Babakan Madang, Bogor misalnya, warga
mendatangi tempat ibadah tersebut dan melakukan protes terhadap
kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Diketahui bahwa protes
tersebut dilakukan karena tempat ibadah yang digunakan bukan
merupakan tempat ibadah tidak berijin.»

Sedangkan gangguan terhadap Masjid, sebagai contoh terjadi pada
Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor yang beraliran Wahabi yang
ditolak oleh masyarakat setempat. Diakhir tahun 2017, Pemerintah

https://www.rappler.com/indonesia/berita/172472-ribuan-warga-depok-dukung-
penyegelan-masjid-ahmadiyah, pada 8 Oktober 2019, pukul 13 WIB.

118 Pemkab Bantul Batalkan IMB Gereja, Ini Penjelasan Bupati melalui https://
yogyakarta.kompas.com/read/2019/07/29/20090781/pemkab-bantul-batalkan-imb-
gereja-di-sedayu-ini-penjelasan-bupati?page=all, pada 12 Oktober 2019, pukul 8 PM.

119 Thsan Ali-Fauzi, Sengketa Rumah Ibadat di Indonesia: Mengevaluasi Peran
Forum Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Pusat Paramadina, 2019), hlm. 10.

120 Warga Protes Gedung Jadi Tempat Ibadah melalui https://poskotanews.
com/2018/09/26/warga-protes-gedung-jadi-tempat-ibadah/, pada 12 Oktober 2019,
pukul 8 PM.
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Kota Bogor yakni Walikota Bogor Bima Arya membekukan IMB Masjid
tersebut dengan alasan adanya gejolak sosial di tengah masyarakat.
Namun pada Oktober 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Kota
Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Masjid Imam
Ahmad bin Hanbal secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan putusan
tersebut, SK Walikota Bogor yang membekukan IMB masjid tersebut
harus segera dicabut.””!

Permasalahan terkait pendirian rumah ibadah atau persoalan
gangguan dalam berbagai jenisnya, sebenarnya bermotif sama dengan
intensitas peningkatan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan. Selain terdapat ideologi dan aspirasi politik intoleran
di sebuah daerah, kelompok-kelompok ini juga menggunakan isu
legalitas tempat ibadah sebagai kapital politik dan arena dakwah untuk
memprkokoh daya tawar di mata penguasa. Bagi kepala daerah yang
memiliki visi kemajemukan rendah, godaan dari kelompok kecil dengan
suara besar ini kemudian dikapitalisasi sebagai bagian dari strategi
politik identitas, baik untuk menundukkan lawan politik maupun tetap
memelihar dan memperluas dukungan politik baru. Jadi, salah satu isu
utama pendirian tempat ibadah adalah kapasitas dan leadership seorang
kepala daerah.

Secara teknis, pendirian tempat ibadah juga bermasalah karena
produk hukum yang intoleran-diskriminatif yang menjadi justifikasi
penolakan-penolakan tempat ibadah dari tahun ke tahun. Alasan
bahwa rumah ibadah adalah bagian dari forum externum yang bisa
dibatasi oleh negara, menjadi alasan pemerintah untuk memperketat
pendirian tempat ibadah tanpa berani menerobos retriksi legal sebagai
manifestasi dari kepemimpinan toleran.

D. Dasar Hukum Intoleran-Diskriminatif

Di tengah komitmen verbal pemerintah Indonesia untuk
melindungikebebasanberagama/berkeyakinanwarganegara,komitmen
mengambil langkah memadai untuk menginvestigasi, menghukum
dan memberi remedi terhadap kasus-kasus pelanggaran kebebasan

121 Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Bogor Menang Perkara IMB melalui
http://www.moeslimchoice.com/read/2018/10/13/14479/masjid-imam-ahmad-bin-
hanbal-bogor-menang-perkara-imb, pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 10 PM.
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beragama/berkeyakinan,”> masih belum terlihat upaya pemerintah
pusat untuk menghapus atau mengeliminasi berbagai peraturan di
tingkat pusat dan daerah yang menjadi dasar legitimasi langgengnya
pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di level provinsi
ataupun kab/kota. Berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat
nasional seperti UU 1/PNPS/1965 dan berbagai ketentuan lainnya
yang telah membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan masih tetap
berlaku sampai saat ini.’»

Dalam konteks pendirian rumah ibadah terdapat sederet
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat ataupun daerah
yang menjadi penghalang hak atas rumah ibadah warga negara.

1. PBM Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006
atau Nomor 8/2006

Sampai saat ini, belum ada acuan yang jelas terkait aturan
pendirian tempat ibadah dan masih ada pembedaan aturan
antara tempat ibadah bagi kelompok agama dan kepercayaan.
Walaupun Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM) yang dibentuk pada tahun
2006 yang mengatur secara spesifik tentang pendirian rumah
ibadah dipandang sebagai jalan moderat oleh pemerintah'* namun

122 UN General Assembly: Human Rights Council ‘Working Group on the
Universal Periodic Review Twenty-Seventh session’, National report submitted in
accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21
“Indonesia,” hlm. 15. Selain itu, Pemerintah Indonesia pada dasarnya juga berjanji
untuk melakukan review terhadap berbagai undang-undang, peraturan-peraturan
dan kebijakan, termasuk juga peraturan-peraturan daerah yang yang tidak sejalan
dengan semangat kebebasan beragama dan budaya toleransi. UN General Assembly,
National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human
Rights Council resolution 16/21 “Indonesia,” hlm. 16.

123 United Nations General Assembly: Human Rights Council ‘Working
Group on the Universal Periodic Review Twenty-seventh session,” Compilation on
Indonesia “Report on the Office of the United States High Commissioner for Human
Rights,” hlm. 5.

124 United States Commission on International Religious Freedom, dalam
laporan tahunan International Religious Freedom terkait Indonesia (2019).

125 Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami Beribadah?.., op.cit., hlm. 15.
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PBM tersebut mempunyai akibat-akibat yang tidak diharapkan
(unintended effects). Sehingga menyebabkan ketegangan antar
kelompok beragama dan berujung mempersulit akses pendirian
rumah ibadah."

Dibalik adanya persyaratan teknis, persyaratan administrative
dan persyaratan khusus pendirian rumah ibadah,'” PBM tersebut
tidak menetapkan ketentuan syarat minimal pendirian rumah
ibadah sehingga menjadi pemicu terjadinya benturan dalam
masyarakat. PBM tersebut mengharuskan adanya 90 orang
Jemaah dan 60 orang pendukung pendirian rumah ibadah dalam
satu wilayah. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sering kali
mempersulit akses untuk mendirikan rumah ibadah. Karena secara
praktik banyak Jemaah rumah ibadah yang tidak berdomisili di
wilayah dimana rumah ibadah tersebut didirikan.

Selain itu, keberadaan PBM tersebut digunakan sebagai
basis atau dasar legitimasi tindakan para kelompok garis keras
dan berbagai grup intoleran untuk menuduh ketiaadaan izin atau
adanya izin yang salah guna memprotes eksistensi sebuah rumah
ibadah dan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan
penutupan rumah ibadah tersebut.” Syarat minimal dukungan
dalam PBM tersebut menjadi problem tersendiri dalam upaya
mendapat IMB rumah ibadat. Karena faktanya, kelompok garis
keras mencoba menekan penduduk lokal untuk menentang

126 United States Commission on International Religious Freedom, dalam
laporan tahunan International Religious Freedom terkait Indonesia (2019). PBM
tersebut pada hakikatnya unenforceable karena bersifat diskriminatif dan dapat
dimanfaat untuk pelembagaan diskriminasi. Setara Institute, Mengenali lokus
diskriminasi dalam PBM 2 menteri.

127 Lihat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat Pasal 13 dan Pasal 14.

128 Drs. Maad Umar, MPd dalam Akar Konflik Karena Tidak Saling
Memahami Tradisi Agama diakses melalui http://www.wahidinstitute.org/v1/
Programs/Detail/?id=17/hl=id/Akar_Konflik_Karena_Tidak_Saling Memahami_
Tradisi_Agama, pada 8 Oktober 2019, 12 WIB.

129 United States Commission on International Religious Freedom, dalam
laporan tahunan International Religious Freedom terkait Indonesia (2019).
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pembangunan rumah ibadah kelompok agama tertentu.'*

Bagi Melissa Crouch, syarat mendapatkan izin mendirikan
rumah ibadah ini merupakan ketentuan yang tidak realistis
dan bertentangan dengan kebebasan beragama yang dimiliki
oleh setiap orang.”’ Menurutnya, ketentuan 90/60 tersebut
mendiskriminasi kelompok agama minoritas atau kelompok
agama kecil yang mempunyai anggota kurang dari 90 orang.
Melissa berargumen bahwa izin untuk mendirikan suatu rumah
Ibadah tidaklah didasarkan pada besarnya suatu kelompok agama,
namun diberikan karena memang haknya untuk mempunyai
rumah ibadah.™

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ismail Hasani, yang
mengemukakan bahwa peggunaan pertimbangan kuantitatif
jamaah dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah tidak
sesuai dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
Pengetatan ketentuan pendirian rumah ibadah untuk membatasi
hak warga negaralain yang berbeda agama hanya memberi proteksi
berlebihan pada umat Islam." Hal ini terbukti dari perbandingan
jumlah masjid yang secara signifikan massif jumlahnya
dibandingkan dengan jumlah gereja di seluruh Indonesia pada saat
ini.”* Oleh sebah itu, PBM yang masih menggunakan paradigma
minoritas dan mayoritas, dan kuantitas jumlah jamaah' tidak
dapat ditegakkan.

MelissaCrouch dalamtulisanyangsama,jugamenggambarkan

130 Ibid. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Melissa Crouch. Bahwa
PBM tersebut dijadikan alat bagi kelompok Islam garis keras untuk menjustifikasi
penutupan rumah ibadah kelompok minoritas. Lihat Melissa Crouch, Regulating
Places of Worship in Indonesia: Upholding Freedom of Religion For Religious Minorities?,
(Singapore Journal of Legal Studies, 2007), hlm. 98.

131 Melissa Crouch, Regulating Places of Worship in Indonesia, op.cit., hlm. 109.
132 Ibid, hlm. 111.

133 Ismail Hasani, Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri,
op.cit.,, hlm. 11

134 Terdapat sebanyak 296.797 masjid dan terdapat sebanyak 70.394 gereja
Katolik dan Protestan. Lihat Kementerian Agama RI Dalam Angka 2016 ‘Ministry of
Religious Affairs in Figures 2016, op.cit.

135 Ismail Hasani, Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri,
op.cit., hlm. 12.
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bagaimana sulitnya bagi kelompok Kristen untuk mengumpulkan
60 tanda tangan dari masyarakat setempat disebuah kota yang
didominasi oleh penduduk beragama Islam. Kesulitan ini akan
semakin buruk bagi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.
Kelompok minoritas sepertiini justru dapat menghadapi kekerasan
dari kelompok Islam radikal jika ingin mendirikan rumah ibadah.
Hal yang sama juga dapat dipertanyakan pada umat Kristiani,
berapa banyak umat Kristiani mau mendukung pembangunan
masjid di daerah yang didominasi pemeluk Kristen.'*

Dalam tulisan tersebut, Melissa Crouch juga menaruh
perhatian pada persyaratan rekomendasi yang harus didapatkan
dari bupati/walikota setempat. Sayangnya, PBM tersebut tidak
memuat ketentuan lebih lanjut yang mengatur standar atau
pertimbangan kapan suatu rekomendasi sudah semestinya
dikeluarkan oleh kepala daerah. Melissa Crouch menyimpulkan
bahwa kelompok agama minoritas tidaklah mampu memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh PBM tersebut."

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Thsan Ali-Fauzi
dkk dalam bukunya berjudul Kontroversi Gereja di Jakarta.
Menurutnya PBM tersebut berpeluang mendiskriminasi dalam
beberapa hal: *

(a) Politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam
mengeluarkan IMB.

Sebagai contoh adalah kewenangan mengeluarkan IMB
ditukar dengan suara dari kelompok tertentu untuk memenangkan
pemilukada. Dibeberapa daerah calon kepala daerah berjanji untuk
mengeluarkan IMB jika memenangkan pilkada. Persoalannya
adalah ketika calon kepala daerah menggunakan kewenangan
mengeluarkan IMB rumah ibadah untuk menghambat laju
pertumbuhan rumah ibadah non-Islam."*

136 Ibid.
137 Ibid.
138 Thsan Ali-Fauzi, dkk, Kontroversi Gereja di Jakarta, op.cit., hlm. 37.
139 Ibid.
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(b) Keanggotaan FKUB didasarkan representasi jumlah
pemeluk agama.

Pengambilan keputusan FKUB berdasarkan PBM adalah
dilakukan dengan musyawarah mufakat, namun kenyataannya
seringkali atas dasar voting. Hal ini merugikan perwakilan
agama minoritas karena tidak memberi ruang bagi keberagaman
denominasi di beberapa agama.'

(c) Persyaratan dukungan masyarakat berupa 60 KTP
berpeluang diskriminasi.

Berdasarkan penelitian SETARA Institute serta didukung
oleh berbagai penelitian lainnya menunjukkan bahwa melalui
Peraturan Bersama Menteri tersebut, persyaratan administratif
telah menjadi kendala luar biasa bagi pemenuhan hak beragama
dan berkeyakinan di Indonesia. Seperti yang terjadi di Bekasi,
Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen, Tambun Utara, Bekasi
ditutup secara sepihak oleh 300 orang massa atas dasar gereja
tersebut tidak mempunyai IMB yang disyaratkan oleh PBM.™
Ataupun kasus pembakaran Gereja HKBP di Sibuhuan dan Gereja
Pentakosta di Sibuhuan, Padang Lawas Sumatera Utara (2010)
yang didasarkan kekhawatiran warga karena gereja tersebut
semakin banyak pengikutnya dan meresahkan warga, padahal
gereja tersebut belum memenubhi syarat pendirian rumah ibadah
sejak gereja itu dibangun tahun 1992.' Persoalan terkait IMB juga
dialami oleh Gereja Cilangkap di Jakarta Timur. Gereja tersebut
tidak bisa mendapatkan izin karena dinilai meresahkan masyarakat
setempat, dimana pihak Gereja tersebut telah mengusahakan IMB
selama 12 tahun dan masih belum dapat memperolehnya.'*

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pola (pattern) penolakan
terhadap berbagai rumah ibadah yang hanya didasarkan pada
alasan keresahan masyarakat, di lain sisi negara bertindak bukan

140 Ibid.

141 Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami Beribadah?.., op.cit., hlm. 4.

142 Ibid, hlm. 5.

143 Persoalan IMB juga dialami Gereja Jemaat Kapel Katolik Stasi Capar

Sumber Cirebon. Ibid, hlm. 6 dan 8.
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berdasar hukum namun desakan massa semata.* Tidak jarang
walaupun syarat minimum 90/60 pendirian rumah ibadah telah
terpenuhi, tekanan massa tetap mampu mengalahkan ketentuan
administratif ini. Alhasil, FKUB lebih memilih jalan menegasikan

kelompok minoritas dengan turut serta melarang pendirian rumah
ibadah.'s

Dasar penolakan rumah ibadah yang menekankan keresahan
masyarakat dan seutuhnya menegasikan jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan yang merupakan hak yang tidak dapat
diderogasi telah mereduksi hak asasi manusia terlalu jauh sehingga
tidak dapat dibenarkan.s Padahal dalil ketertiban publik tidak
dapat digunakan untuk membatasi hak seseorang, tanpa adanya
hubungan yang jelas antara pembatasan yang dilakukan dengan
tatanan sosial yang ingin dilindungi atau dirusak jika pembatasan
tersebut tidak dilakukan.

Ditinjau dari segi keabsahannya, PBM tersebut tidak
dibenarkan baik dari aspek hukum internasional maupun
nasional yang mensyaratkan pembatasan hak asasi hanya dapat
dilakukan melalui undang-undang.” Hal ini sesuai dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa
pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya dapat
dilakukan dengan undang-undang guna menjamin pengakuan
serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat
yang demokratis.”® Di samping itu, PBM tersebut juga cacat

144 ibid, hlm. 14.
145 Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami Beribadah?..., op.cit., hlm. 15.
146 Loc.cit., dan lihat juga Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945.

147 Ismail Hasani, Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri..,
op.cit.,, hlm. 11. Lihat juga Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 73 UU HAM, dan Pasal
18 ayat (3) UU 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik.

148 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, bagian
pertimbangan hukum, hlm. 288. Dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang menguji kembali UU 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang 5

Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
sebagai UU, hlm. 531.
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secara prosedural, karena tidak mempunyai landasan formil
pembentukan suatu peraturan Menteri yang memang diberikan
oleh UUD ataupun UU, dimana sebuah norma baru hanya dapat
dibuat melalui UU yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah.'

Selain bermasalah dari segi landasan pembentukan dan
bentuk/jenis peraturannya, PBM juga memuat substansi yang
melempar tanggung jawab jaminan kebebasan beribadah dan
mendirikan rumah ibadah dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Padahal berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan agama adalah urusan
mutlak pemerintah pusat yang hanya bisa dilaksanakan sendiri
atau jika tidak hanya dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal
yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bukan bupati/walikota sebagaimana PBM tetapkan.'®

2. Peraturan Gubernur Aceh

Selain mengadopsi syarat-syarat pendirian rumah ibadah
yang diatur dalam PBM (2006) seperti adanya keperluan nyata
dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk,
tidak terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, serta
terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis bangunan
gedung, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh memperberat ketentuan
90/60 yang diatur PBM (2006). Berdasarkan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah
Ibadah, ditetapkan syarat minimal pendirian rumah ibadah harus
memiliki paling sedikit 150 jamaah rumah ibadah dan mendapat
dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 orang di
kelurahan/geuchik setempat.

Sedangkan berdasarkan Qanun Aceh terbaru yakni tahun
2016, yang masih mengatur ketentuan yang sama mengenai izin
pendirian rumah ibadah, jumlah ini mengalami penurunan.

149 Loc.cit.

150 Lihat Pasal 10 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lihat juga Ismail Hasani, Dimana Tempat Kami
Beribadah?..., op.cit.,, hlm. 16.

151 Lihat Pasal 2, 3,4, dan 5 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Daerussalam
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.
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Dalam Qanun terbaru ini, ketentuan 150/120 diturunkan menjadi
140/110. Artinya bahwa syarat mendirikan tempat ibadah tetap
harus terdapat 140 jamaah suatu tempat ibadah dan terdapat
sebanyak 110 dukungan dari warga setempat.'®

Walaupun terdapat penurunan jumlah dukungan untuk
mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, kedua Peraturan
Gubernur ini nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Bersama
Menteri 2006. Oleh sebab itu, dampak yang dihasilkan oleh Qanun
ini tentunya lebih buruk dibandingkan PBM tersebut.'

3. Peraturan Lainnya

Jika Peraturan Bersama Menteri tersebut seringkali menjadi
penghambat bagi kelompok agama untuk mendirikan rumah
ibadah, ada juga pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga agama
tertentu yang menjadi dasar atau basis pembenaran hilangnya hak
atas rumah ibadah suatu kelompok agama minoritas. Fatwa MUI
Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah
yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat
sehingga penyebaran ajaran Ahmadiyah harus dilarang dan semua
kegiatannya harus dibekukan. Fatwa ini, dijadikan dasar/landasan
oleh masyarakat penentang untuk menyegel masjid kelompok
Ahmadiyah. Fatwa MUI turut menjadi justifikasi serangan-
serangan terhadap rumah ibadah.

Jika ditelusuri fatwa ini mempunyai sandaran legitimasi
dalam ketatanegaraan Indonesia. UU 1/PNPS/1965 merupakan
ketentuan hukum di level nasional yang menjadi dasar keabsahan
terbentuknya berbagai peraturan terkait minoritas agama
termasuk Ahmadiyah. Dalam permohonan pengujian UU PNPS,
Ahmadiyah mendalilkanbahwa oleh adanya UU tersebutkelompok
Ahmadiyah tidak dapat mengekspresikan praktik keagamaannya
karena dianggap menyimpang atau mencemari dari ajaran Islam.™

152 Lihat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

153 Lebih lanjut lihat kasus pendirian Gereja Aceh Singkil.

154 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 529.
Kelompok Ahmadiyah dalam permohonannya mendalilkan bahwa “... ketidakpastian
hukum yang dialami para Pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU
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Dibatasinya manifestasi keagamaan atau keyakinan yang dianggap
menyimpang melalui UU PNPS ini mempunyai konsekuensi
logis tercerabutnya hak kelompok minoritas Ahmadiyah dalam
mendirikan atau memiliki rumah tempat ibadat sebagai bagian
dari forum externum kebebasan beragama.'s

Selain itu, juga terdapat Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri melarang
segala bentuk kegiatan keagamaan Ahmadiyah karena dianggap
menyimpang dari ajaran Islam." Dapat ditarik kesimpulan bahwa

1/PNPS/1965 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, peraturan kepala
daerah, dan keputusan-keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan perusakan terhadap masjid
tempat para Pemohon biasa beribadah. Hal mana, menurut para Pemohon, SKB dan
keputusan-keputusan pemerintah daerah tersebut dibentuk berdasarkan norma Pasal
1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 yang memiliki beragam penafsiran.”

155 Dalam Permohonan yang diajukan oleh kelompok Ahmadiyah ini,
Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“...setiap umatberagama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk
beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Hanya
saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan
rujukan pokok agama itu ... Penafsiran tidak dapat dilakukan sebebas-
besarnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan
agama dan keyakinan. Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama
dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu,
maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi.” Ibid, hlm. 530.

Putusan ini menutup potensi berkeyakinan dan beragama yang
seutuhnya berbeda dan dianggap menyimpang. Putusan ini berpretensi
pada keseragaman dalam berkeyakinan dan beragama. Sehingga
pemahaman keagamaan yang berbeda dari mayoritas tidak dapat
diterima. Sebagaimana pernyataannya bahwa “Peran negara bukanlah
dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang (forum internum),
melainkan lebih dimaksudkan pada pembatasan terhadap ekspresi
beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum
(forum externum) sehingga tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama yang dianut.” Ibid, hlm. 530 dan 532.

156 Padahal dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan Negara
wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM mendefinisikan lebih lanjut
bahwamenghormatiberartitidak melakukanintervensi terhadap kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Dalam hal ini negara tidak memberilabel apakah suatu agama atau
keyakinan adalah 'resmi’, ’sah’, atau ’benar’, ’sesat’ atau ’salah’. Negara melindungi
artinya ada upaya efektif yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya
pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik dari aktor-aktor
non negara maupun aktor negara. Bila apa terjadi pelanggaran terhadap kebebasan
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ketentuan pelarangan Ahmadiyah, baik dari segi lex generalis
ataupun lex specialist yakni adanya UU PNPS dan SKB 3 Menteri
serta didukung dari pendapat MUI, telah mempersulit jemaat
Ahmadiyah menjalankan kebebasannya. Tidak mengherankan jika
muncul dan langgengnya pelarangan terhadap kelompok agama
tersebut yang secara tidak langsung telah menjadi dasar legalisasi
lenyapnya hak atas rumah ibadah yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.'

Merujuk pada berbagai legal basis yang dijelaskan di atas,
terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penjaminan
kebebasan mendirikan rumah ibadah warga negara:

(1) Dalam berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama,
khususnya jaminan atas rumah ibadah menunjukkan tidak
adanya konsep yang jelas siapa yang menjadi pelaku dan
siapayang menjadi korban dalam kasus pelanggaran tersebut.
Demi menjaga tatanan sosial yang ada, korban (orang yang
diserang) seringkali diberi kewajiban untuk membatasi
praktik keagamaannya. Karena praktik keagamaannya
tersebut dinilai menimbulkan ketersinggungan sehingga
menyebabkan terjadinya penyerangan, kerusuhan atau
mobilisasi massa,®* ataupun gangguan lain terhadap rumah
tempat ibadah.

beragama dan berkeyakinan, negara segera mengambil langkah-langkah koreksi
atau pemulihan terhadap korban. Sedangkan negara memenuhi artinya negara harus
memberi jaminan hukum yang memadai dalam pelaksanaan kebebasan beragama
dan berkeyakinan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun
dalam bentuk kebijakan. Selain itu, negara juga harus memastikan adanya peraturan-
peraturan internal kelembagaan pemerintah yang mengikat setiap aparatur negara
untuk bersikap serta bertindak sesuai dengan norma-norma kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Kewajiban memenuhi ini juga diimplementasikan dalam bentuk
affirmative action bagi kelompok rentan dan minoritas agama/keyakinan. Komnas
HAM: Standar Norma dan Setting No. 02 “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,”
(September 2019), hlm. 26.

157 Dalam Bahasa Paul Marshall yang menulis The Ambiguities of Religious
Freedom in Indonesia mengatakan bahwa diizinkannya pemerintah atau negara
berkonsultasi pada organisasi-organisasi keagamaan yang besar dalam memutuskan
dapat diterima atau tidaknya kelompok minoritas menyebabkan supresi keyakinan
yang tidak popular (unpopular beliefs) dan kelompok minoritas yang terpinggirkan.

158 Komnas HAM: Standar Norma dan Setting No. 02 “Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan,” (September 2019), hlm. 21-22.
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(2) Belajardariberbagaiargumentasi penyegelan terhadap rumah
ibadah kelompok minoritas agama, berbagai perangkat
yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah tidak
memberikan jaminan perlindungan kebebasan atas rumah
ibadah. Karena berbagai regulasi tersebut pada nyatanya
berguna untuk melindungi kepentingan mayoritas ketika
tidak setuju atas rumah ibadah kelompok agama tertentu.
Seperti yang diungkapkan oleh Walikota Depok yang
menyatakan penyegelan terhadap masjid Ahmadiyah karena
masjid pada dasarnya untuk umum bukan untuk kelompok
tertentu. Hal ini menyebabkan kelompok Ahmadiyah
dirugikan kebebasannya untuk menganut agama atau
keyakinannya yang dijamin konstitusi. Sedangkan di sisi lain,
jika Ahmadiyah membuka masjid yang dimilikinya untuk
umum seperti yang diharapkan oleh Walikota Depok, tentu
hal ini juga dapat menyerang kelompok Ahmadiyah kembali.
Karena dianggap atau berpeluang untuk menyebarkan ajaran
keagamaannya pada masyarakat luas. Dapat disimpulkan
bahwa apapun bentuk penyikapan kelompok agama
minoritas, sulit untuk dicarikan pembenaran hak atas rumah
ibadah kecuali terminasi (penghentian) kegiatan keagamaan
yang dianggap menyimpang tersebut.

(3) Dari berbagai peraturan baik di tingkat pusat ataupun
daerah, tidak ada jaminan cakupan (scope) hak atas tempat
ibadah yang rigid. Secara umum memang warga negara
berhak, namun penekanan pentingnya terhadap opini
masyarakat mencerabut jaminan hak tersebut. Oleh sebab
itu, tidak adanya kepastian hukum hak atas rumah ibadah
telah menjadi pendorong atau pemicu terjadinya gangguan
tempat ibadah di berbagai tempat. Jika scope jaminan hak
atas rumah ibadah jelas, maka bagaimanapun desakan massa
jika pendirian rumah ibadah sudah memenuhi persyaratan
minimal atau dalam batasan scope yang ditentukan maka
desakan ini tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah daerah.™

159 Dalam konteks kebebasan berpendapat di Amerika. The US Supreme Court
menetapkan scope atau boundariesjaminan hak kebebasan berpendapat (dalam wujud
high context speech). Sehingga apapun bentuk pendapat tersebut, ketika pendapat
tersebut merupakan high context speech maka tidak dapat dikriminalisasi.
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E. Praktik Baik Penjaminan Pendirian Rumah Ibadah

Di balik banyaknya kasus gangguan rumah ibadah yang
menyebabkan rumah tempat ibadah tidak bisa dibangun, tidak
bisa beroperasi, bisa beroperasi namun selalu mendapat protes dari
masyarakat, dan lain sebagainya, masih ada praktik-praktik baik yang
mampu memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara atas rumah
ibadah. Seperti pemutihan perizinan untuk rumah ibadah yang sudah
berdiri sebelum 2006 di Kabupaten Gunung Kidul dan komitmen
penegakan hukum Pemerintah Kota Bekasi.

1. Pemutihan IMB Rumah Ibadah di Gunung Kidul

Kasus penolakan dan pemberhentian kegiatan Gereja
Pantekosta di Indonesia (GPdI) di desa Tunggul Barat, Kabupaten
Gunung Kidul dimulai dengan adanya kuliah kerja nyata (KKN)
mahasiswa Sekolah Teologi Semarang pada Oktober 2010.
Kegiatan-kegiatan KKN yang dilakukan di kampung sekitar gereja
dibuka dan ditutup dengan doa menurut agama Kristen. Hal ini
membuat khawatir masyarakat Muslim sekitar dan khawatir
Kristenisasi. Masyarakat akhirnya mengeluh dan meminta
menghentikan sementera layanan-layanan keagamaannya di
Gereja tersebut karena tidak memiliki izin sebagai rumah ibadah
serta meminta Pendeta Agustinus untuk meninggalkan gereja
tersebut.'®

Pendeta Agustinus akhirnya memilih jalan pemulihan
gerejanya kepada Pemerintah Daerah Gunung Kidul tanpa harus
melewati proses pengadilan. Bupati Gunung Kidul akhirnya
memberi wewenang Tommy Harahap seorang pejabat paling
senior dalam bidang pemerintahan. Tommy akhirnya menggelar
pertemuan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
dalam satu pertemuan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada
pernyataan kepada media ataupun masyarakat terkait kasus yang
sedang ditangani. Pada pertemuan terakhir, ia menegaskan bahwa
ada beberapa persoalan. Pertama adalah mengenai status gereja
yang tidak jelas. Bagi penentangnya gereja tidak memiliki izin
sehingga tidak sah. Tommy kemudian bertanya kepada pemangku

160 TIhsan Ali-Fauzi, Sengketa Rumah Ibadat di Indonesia, Op.cit., 10.
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kepentingan yang hadir, maunya apa:'*

“Jika tidak ada izin bangunan gereja, lalu apa yang harus
pemerintah lakukan?” Perwakilan mereka mengatakan, “Tutup
saja gereja tersebut dan jangan dipergunakan lagi” Saya lalu
bilang ke mereka: “Oke, jika itu usulannya, kami [pemerintah
daerah] akan menutup gereja yang tidak ada izin. Kami akan
segera mendata, rumah ibadat yang ada di Gunung Kidul, apa pun
agamanya. Kami akan menutup rumah ibadat tersebut.” Mereka
kaget, karena ribuan masjid pada kenyataannya tidak memiliki
izin mendirikan bangunan. Mereka tidak mau kalau atas usulan
mereka ribuan masjid ditutup dan dilarang beroperasi.”'*

Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, para pemangku
kepentingan setuju untuk berkompromi: semua rumah ibadat
yang sudah lama berdiri dan belum memiliki izin diputihkan dan
karenanya berstatus legal. “Saya menyambut usulan tersebut dan
menyusun draft Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pemutihan
rumah ibadat,” kata Tommy. “Kemudian, bupati menandatangani
SK itu, dan kini satu masalah selesai. GPdI kini memiliki status
legal berdasarkan SK Bupati tersebut.”'s*

Inisiatif untuk melakukan pendataan dan memutihkan
administrasi perizinan rumah ibadah, seperti yang dilakukan oleh
Bupati Gunungkidul DI Yogyakarta merupakan praktik baik'** dan
dapat digunakan pemerintah daerah lainnya untuk mengakhiri
persoalan pendirian atau sengketa izin rumah ibadah yang
berkepanjangan.

161 Loc.cit., hlm. 11.

162 Hasil Wawancara dengan Tommy Harahap, Asisten Daerah Satu (Asda
I) bagian pemerintah yang diberi tugas oleh Bupati Gunung Kidul menangani
isu penutupan gereja, pengusiran pendeta, dan kristenisasi. Dikutip dari tulisan
Thsan Ali-Fauzi, Sengketa Rumah Ibadat di Indonesia: Mengevaluasi Peran Forum
Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Pusad Paramadina, 2019), hlm. 11.

163 Thsan Ali-Fauzi, Sengketa Rumah Ibadat di Indonesia: Mengevaluasi Peran
Forum Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Pusad Paramadina, 2019), hlm. 12.

164 Siaran Pers Setara Institute, Melawan Intoleransi di Tahun Politik, 31 Maret
2019, hlm. 6.
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2. Komitmen Pemenuhan Hak Beragama Pemerintah Kota
Bekasi

Gereja Santa Clara di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
merupakan gereja yang mengalami polemik panjang dalam
pendiriannya. Selama 21 tahun jemaat gereja mengupayakan
pendirian gereja Katolik tersebut hingga akhirnya 11 Agustus 2019
gereja tersebut diresmikan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Gereja ini mendapatkan IMB pada 2015 namun penolakan datang
dari berbagai pihak. Puncaknya adalah unjuk rasa yang terjadi
oleh ratusan massa yang menamakan dirinya Majelis Silaturahmi
Umat Islam Bekasi (MSUIB) yang didasarkan argumentasi Gereja
Santa Clara cacat secara administrasi.'®

Enam hari setelah demontrasi besar tersebut diadakanlah
sidang verifikasi data warga yang mendukung pendirian gereja
tersebut secara terbuka dengan memanggil 64 warga yang RT
setempat yang mendukung pendirian gereja tersebut dan benar
datanya terverifikasi. Sidang terbuka yang dihadiri oleh Forum
Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, Tim Verifikasi dari
Kelurahan Harapan Baru, Tim Verifikasi dari Kecamatan Bekasi
Utara, panitia pendirian Gereja Santa Clara, dan Tim Verifikasi
dari Kementerian Agama. Koordinator Komnas HAM Bidang
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan menilai pembangunan gereja
tersebut sesuai dengan prosedur. Sehingga pembangunan Gereja
Santa Clara tetap berlanjut sampai akhirnya diresmikan dengan
jumlah jemaat Katolik mencapai 8.515 orang.'

Di bawah kepemimpinan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi,
telah berhasil diselesaikan 4 gereja bermasalah termasuk Santa
Clara. Tiga lainnya adalah Gereja Mangseng, Gereja Galilea, dan
Gereja Kalamiring. Walikota Bekasi merupakan walikota yang
mempertahankan kebijakan IMB yang telah dikeluarkan walaupun
terdapat penolakan besar dari masyarakat.'” Walaupun preseden
semacam ini hanya dapat berguna untuk kelompok agama yang

165 Jalan Panjang Pendirian Gereja Santa Clara di Bekasi Utara melalui https://
bekasi.pojoksatu.id/baca/jalan-panjang-pendirian-gereja-santa-clara pada Oktober
15 pada 7 AM.

166 Loc.cit.
167 Loc.cit.
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besar secara kuantitas, namun praktik verifikasi terbuka dan segera
ini dapat dipakai pemerintah daerah lainnya untuk menyelesaikan
sengketa rumah ibadah yang belum terselesaikan sampai saat ini.[]
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Bab 7
Penutup

A. Simpulan

simpulan kunci berkaitan dengan kondisi pelanggaran kebebasan

Berdasarkan ulasan terdahulu dapat ditarik beberapa poin

beragama/berkeyakinan (KBB) dan pemajuan toleransi di

Indonesia.

1.

‘Stabilitas’ angka pelanggaran KBB mengindikasikan bahwa
pemerintah, baik pusat maupun daerah, menunjukkan itikad
politis (political will) yang cukup kuat dalam melawan intoleransi
di tahun politik. Kemauan baik tersebut tergambar dari beberapa
indikator yang dapat diakumulasi sejak awal Joko Widodo-
Jusuf Kalla mencalonkan diri untuk memimpin pemerintahan
ini pada 2014, antara lain sebagai berikut. 1] Dokumen Nawa
Cita yang memberikan harapan bagi terwujudnya jaminan
hak asasi manusia, termasuk hak sipil berupa KBB. 2] Wacana
penghapusan kolom agama dalam KTP oleh Kementerian Dalam
Negeri. Wacana tersebut ikut mendorong perbaikan pemenuhan
hak bagi penghayat kepercayaan untuk mendapat hak administrasi
kependudukan yang setara sebagai warga negara. 3] Pelembagaan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembentukan Unit
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang
kemudian diperkuat kelembagaannya menjadi BPIP pada tahun
2018 lalu menunjukkan kuatnya keinginan politik pemerintah
untuk melembagakan gagasan, sikap, dan posisi pijak yang
tegas dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme
kekerasan melalui intensifikasi pembinaan ideologi Pancasila.
Secara jujur harus diakui bahwa pembentukan lembaga tersebut
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merupakan jawaban pemerintah atas kekhawatiran banyak pihak
mengenai semakin menguatnya identitas keagamaan yang disertai
dengan resistensi atas yang berbeda (others/liyan), penguatan
sentiment-sentimen primordial atau isu SARA, khususnya agama,
di ruang-ruang publik-politik. Hal itu merupakan modalitas yang
baik bagi pemajuan toleransi dan jaminan kesetaraan dalam tata
kelola kebinekaan. Namun juga perlu diberikan catatan bahwa
agenda pelembagaan BPIP harus juga dibarengi dengan kebijakan-
kebijakan teknis untuk menjamin langkah simultan penguatan
ideologi kebangsaan kita di seluruh kelembagaan pemerintah dari
pusat hingga daerah. 4] Pelembagaan Utusan Khusus Presiden
untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban
(UKP-DKAAP). Langkah ini merupakan agenda strategis untuk
memperkuat dialog lintas agama demi terwujudnya harmoni
dalam keberagaman agama dan peningkatan keadaban dalam relasi
antar umat beragama di Indonesia demi terwujudnya kemajuan
kebudayaan dan peradaban kita sebagai bangsa. 5] Pembubaran
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran HTI merupakan
respons berani dari pemerintah untuk menjamin tertib hukum
dan tertib sosial terhadap organisasi yang nyata-nyata mengusung
doktrin dan gagasan anti Pancasila, anti negara-bangsa, dan anti
demokrasi. Meskipun demikian, SETARA Institute juga memberi
catatan bahwa pembubaran HTI melalui perubahan UU Ormas
dengan mengurangi kontrol yudikatif dalam proses pembubaran
Ormas dapat mengancam hak-hak berkumpul dan berorganisasi
dan membuka peluang abuse of power dalam pelaksanaannya. Tiga
langkah tersebut paling tidak menunjukkan bahwa Pemerintah
memiliki pemahaman dan standing position yang jelas dalam
merespons peningkatan intoleransi dan diskriminasi, penguatan
radikalisme dan konservatisme kegamaan, serta semakin massifnya
gerakan anti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan anti kemajemukan
Indonesia.

6] Drafting UU Perlindungan Umat Beragama, meskipun di
sisi konten masih diperlukan diskusi yang lebih intensif dengan
kelompok masyarakat sipil dan agen-agen toleransi di dalam
dan di luar pemerintahan agar ketentuan-ketentuan di dalamnya
tidak mengulangi kesalahan regulasi-regulasi sebelumnya yang
pengaturannyalebihbermaknarestriksibagi KBB.7] EvaluasiPerda
Diskriminatif. Pemerintah memahami bahwa salah satu masalah



intoleransi dan pelanggaran KBB terletak pada persoalan regulasi
lokal yang diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di atasnya. 8] Dukungan
pemerintah atas pencantuman penghayat kepercayaan dalam
kolom agama di KTP pada sidang uji materi UU Administrasi
Kependudukan (Adminduk) pada 2016. Dalam persidangan di
MK, pemerintah mengambil sikap untuk tidak mempertahankan
UU vyang diuji, dan sebaliknya mendukung pemohon dan
meminta MK untuk memberikan alasan konstitusional apabila
akhirnya kebijakan Penghayat Kepercayaan masuk dalam kolom
agama di KTP. Dalam pernyataan pemerintah yang disampaikan
oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly
dalam jawaban legal opinion yang dibacakan di MK “Pemerintah
memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan
pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom
agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih
baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara” Putusan MK
akhirnya mengabulkan tuntutan pemohon dan menjadi progress
yang perlu diapresiasi bagi eksistensi dan rekognisi atas hak-
hak dasar penghayat kepercayaan melalui Putusan MK No. 97/
PUU-XIV/2006. 9] Perbaikan pmenuhan hak atas pengajaran
agama dalam institusi pendidikan formal untuk penghayat
kepercayaan yang sudah dituangkan oleh pemerintah dalam
bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27
tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap
Tuhan YME pada Satuan Pendidikan.

Di antara capaian-capaian cukup signifikan dan menjanjikan
dalam promosi toleransi dan jaminan KBB di Indonesia,
pemerintah belum menunjukkan kemajuan berarti dalam dua
masalah existing dalam isu KBB yang sudah berlarut-larut tanpa
penyelesaian. Pertama, kasus pendirian rumah ibadah yang sudah
berlangsung sekitar satu dekade; yaitu GKI Yasmin di Kabupaten
Bekasi dan HKBP Philadelphia di Kota Bogor. Putusan Mahkamah
Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap nyata-nyata
memenangkan kedua pihak tersebut dalam sengketa pendirian
dua gereja tersebut. Namun, hingga kini putusan Mahkamah
Agung tersebut ‘kalah’ terhadap tekanan dari kelompok-kelompok
intoleran. Kedua, masalah pengungsi Ahmadiyah dan Syiah.
Masalah lainnya yang juga berlarut-larut adalah pemulangan
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para pengungsi Ahmadiyah di Mataram dan Syiah Sampang di
Sidoarjo.

Selain itu, catatan-catatan kemajuan dan perkembangan positif
tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa pelanggaran KBB,
intoleransi, dan bahkan penguatan ideologi serta pemahaman
yang mengarah pada ekstrimisme dengan kekerasan dan
terorisme merupakan masalah serius yang harus terus diatasi serta
menuntut kehendak politik dan tindakan konkrit pemerintah
dan partisipasi masyarakat sipil untuk melawan intoleransi dan
menjamin pemenuhan hak konstitusional warga untuk beribadah/
berkeyakinan secara merdeka.

B. Rekomendasi

Setelah membaca persoalan objektift dan simpulan kunci

yang sudah dirumuskan, SETARA Institute mengajukan beberapa
rekomendasi berikut:
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Pemerintahan Jokowi-JK dan pemerintahan baru yang lahir
dari Pemilu dan Pilpres 2019 hendaknya mengambil tindakan
konkrit yang strategis dalam memimpin promosi toleransi dan
jaminan hak atas KBB melalui agenda-agenda terobosan, untuk:
(1) meruntuhkan supremasi intolerani dan merespons konsolidasi
kelompok-kelompok intoleran dan vigilante dengan menegakkan
supremasi hukum dan konstitusi, (2) mencegah berulangnya
tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/
berkeyakinan dan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas
keagamaan, dan (3) menegaskan sikap zero folerance terhadap
segala tindakan yang bertentangan dengan kebhinekaan dan
merongrong Pancasila dan Konstitusi RI.

SETARA Institute juga mengajukan proposal rekomendasi sebagai
berikut. Pertama, pemerintah harus merancang, mengagendakan
dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan untuk
membangun pendidikan yang bhinneka, terbuka dan toleran,
serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya,



khusus kepolisian dan pemerintah lokal (dari provinsi hingga
desa/kelurahan) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum,
perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar dan konstitusi
negara. Ketiga, negara harus menjamin penegakan hukum yang
tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat,
mengoptimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai
toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan
intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial, dan media
daring sebagai arena dan ruang diskursus. Kelima, memperkuat
dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara
antar kelompok agama/keyakinan.

SETARA Institute mendorong Pemerintah untuk lebih serius
memberikan jaminan paripurna bagi kebebasan beragama/
berkeyakinan serta menghapus diskriminasi dan intoleransi
sebagai legacy pemerintahan ini. Beberapa agenda mendasar yang
perlu diingatkan oleh SETARA Institute untuk segera dituntaskan
sebagaiberikut. Pertama, restorasiide konstitusi tentang kebebasan
beragama, melalui perubahan, perbaikan, atau bahkan pembatalan
peraturan perundang-undangan yang memunggungi ketentuan
konstitusi, yaitu; 1) Merevisi atau mengganti Undang-Undang
Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/
atau Penodaan Agama dengan UU baru yang menghormati KBB
sebagai mandat konstitusi. 2) Meninjau ulang Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri),
khususnya yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadah. 3)
Membatalkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung,
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/
atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga Masyarakat (biasa disebut SKB Tiga Menteri). Peraturan ini
telah memicu berbagai tindakan dan kebijakan intoleran terhadap
kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah di banyak daerah, bahkan
melalui tindakan anarkis yang mematikan seperti yang terjadi di
Cikeusik. 4) Me-review beberapa regulasi di tingkat pemerintahan
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daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam aneka bentu,
seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub),
Peraturan Walikota (Perwal), Peraturan Bupati (Perbup), dan
sebagainya, yang diturunkan dari ketentuan SKB Tiga Menteri
tentang Ahmadiyah, dan/atau berdasarkan penerapan ajaran
agama tertentu yang bertentangan dengan konstitusi. Kedua,
menyelesaikan kompleksitas persoalan pendirian rumah ibadah
yang nyata-nyata restriktif terhadap “kemerdekaan untuk
beribadah menurut agama dan keparcayaan” sebagai sepaket hak
dengan “kemerdekaan dan kebebasan untuk memeluk agama’,
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Ketiga, menghentikan
kriminalisasi terhadap keyakinan dan segera membebaskan para
“tahanan nurani” (prisoners of conscience) yang dipenjara karena
pandangan dan keyakinannya yang berbeda dengan pandangan
dan keyakinan mayoritas. Keempat, menghadirkan negara—
melalui penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban
legal dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran KBB.

Di atas semua rekomendasi tersebut, SETARA Institute mendorong
pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 untuk mengagendakan
pengarusutamaan keberagaman atau kebinekaan dalam seluruh
aspek tata kelola pemerintahan negara melalui pelembagaan
pemerintahan inklusif (inclusive governance). Presiden diharapkan
dapat mengeluarkan regulasi presidensiil yang menginstruksikan
agar seluruh kementerian dan lembaga mengimplementasikan
kebinekaan yang menghimpun keanekaan latar belakang di
berbagai aspek, termasuk kebinekaan agama. Hanya dengan
pengarusutamaan pemerintahan inklusif lah, cita Bhinneka
Tunggal Ika sebagaimana menjadi sasanti Pancasila dapat
diwujudkan secara sistemik. []
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Profile
SETARA Institute for Democracy
and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan
yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap
orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman,
mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada
penghapuskan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas
dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya
serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis
akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian,
penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun,
diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita
bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah
memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia
dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat
memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong
terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan
atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap
intoleran dan xenophobia.
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LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEY AKINAN & MINORITAS KEAGAMAAN DI INDONESIA TAHUN 2018

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua
orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3.  Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak
asasi manusia.

2.  Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang

pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia

Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik

4. Melakukan pendidikan publik

»

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang
peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian,
demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka
rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua : Azyumardi Azra

Sekretaris : Benny Soesetyo

Anggota : Kamala Chandrakirana
M. Chatib Basri
Rafendi Djamin
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MELAWAN INTOLERANSI DI TAHUN POLITIK

Badan Pengurus

Ketua : Hendardi

Wakil Ketua : Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris : Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris  : D. Taufan

Bendahara : Despen Ompusunggu
Direktur Riset : Ismail Hasani

Badan Pendiri
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Abdurrahman Wahid
Ade Rostiana S.
Azyumardi Azra
Bambang Widodo Umar
Bara Hasibuan

Benny K. Harman
Benny Soesetyo

Bonar Tigor Naipospos
Budi Joehanto

D. Taufan

Despen Ompusunggu
Hendardi

Ismail Hasani

Kamala Chandrakirana

Alamat

J1. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

23.
24.

26.
27.

Luhut MP Pangaribuan
M. Chatib Basri
Muchlis T

Pramono Anung W
Rachlan Nashidik
Rafendi Jamin
Dwiyanto Prihartono
Robertus Robert
Rocky Gerung

Saurip Kadi

Suryadi A. Radjab
Syarif Bastaman
Theodorus W. Koekeritz
Zumrotin KS

Telp. : (+6221) 7208850,

Fax. : (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org
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Melawan
Intoleransi
di Tahun
Politik

KOMDIS| KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DI INDOMESIA TAHUN 2018

Persebaran intoleransi dan keterlibatan dalam
berbagai bentuk aksi radikalisme bisa melibatkan
berbagai orang dari berbagai golongan. Tidak
peduli latar belakang status, ekonomi, maupun
asal. Berdasarkan pemantauan media yang dilaku-
kan oleh SETARA Institute, banyak ditemukan
kasus dimana Aparatur Sipil Negara secara lang-
sung maupun tidak langsung terlibat di dalam
praktik radikalisme. ASN yang seyogianya
mengemban tugas, fungsi, dan perannya sebagai
pemersatu bangsa dan promotor toleransi keber-
agaman di Indonesia justru menciderai asas-asas
itu sendiri dan tidak patuh pada empat pilar
kebangsaan.[]
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